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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK 
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH 

BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 18 TAHUN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepas� an hukum dan keadilan, serta 
menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan 
pengawasan dan pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional 
dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 
1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepas� an hukum dan 
keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta 
mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat 
dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah;

b.  bahwa berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ke� ga atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA
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Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah 
dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3985);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN 
JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
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Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Penggan�  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3986);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN 
JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
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UMUM 

Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan poli� k 
berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah 
dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih 
dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu :

a. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan,
b. kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak,
c. kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajibannya,
d. kurang memberikan kepas� an hukum serta kurang sederhana. 

Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang 
perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan 
meni� kberatkan pada peningkatan :

a. asas keadilan,
b. asas kepas� an hukum,
c. asas legalitas, dan
d. asas kesederhanaan. 

Berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan 
dalam pelaksanaan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 adalah menciptakan sistem 
perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepas� an hukum 
bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan 
negara. 

Adapun pokok-pokok perubahan yang dilakukan antara lain :

a. Untuk lebih memberikan kepas� an hukum mengenai barang-barang 
yang � dak dikenakan pajak, maka dalam perubahan Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 
2000 hanya terhadap barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok; 
barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah; barang-barang hasil 
pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung sumbernya; 
barang-barang yang merupakan alat tukar; serta barang-barang lain yang 
berdasarkan per� mbangan ekonomi, sosial dan budaya � dak dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
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U M U M

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah 
Pabean yang dikenakan secara ber� ngkat di se� ap jalur produksi dan distribusi. 
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan 
transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari 
Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik 
di � ngkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis 
serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak 
� mbul transaksi jasa baru atau modifi kasi dari transaksi sebelumnya yang 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam rangka menjawab perubahan yang sangat cepat tersebut, perlu dilakukan 
pembaruan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 
Pembaruan (reformasi) sistem pajak konsumsi telah dilakukan pada tahun 1983 
dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
Langkah pembaruan dan penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten 
pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1994 dan terakhir tahun 2000 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2000.

Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini bertujuan sebagai 
berikut.

1. Meningkatkan kepas� an hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai.

 Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis 
dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya 
dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai.

 Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan 
mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3. Mengurangi biaya kepatuhan.

 Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan pula dapat 
mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka 
melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang 
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b. Untuk lebih memberikan keadilan serta dalam upaya mengendalikan pola 
konsumsi masyarakat yang � dak produk� f maka tarif Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah dinaikkan.

c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak belum 
berproduksi atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan 
atau Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak, maka Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan 
Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang 
Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean, dan atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat 
dikreditkan.

d. Penyederhanaan administrasi perpajakan yang melipu�  prosedur res� tusi 
dan diberlakukannya Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak.

e. Terhadap Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang 
sama dengan Pajak Keluaran masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak 
yang � dak sama paling lambat 3 (� ga) bulan setelah berakhirnya Masa 
Pajak yang bersangkutan.

f. Kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan 
bentuk usaha atau pengalihan seluruh ak� va perusahaan � dak lagi 
diberikan.

g. Kemudahan perpajakan diberikan hanya untuk sektor-sektor kegiatan 
ekonomi yang berprioritas � nggi, mendorong perkembangan dunia usaha 
dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan dan keamanan 
nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.
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dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib 
Pajak.

4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

 Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan � ngkat 
kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang � nggi 
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin 
dengan naiknya rasio pajak (tax ra� o). 

5. Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

 Di samping tujuan di atas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan 
negara tetap menjadi per� mbangan.

6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.
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Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang melipu�  wilayah 
darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu 
di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kon� nen yang di dalamnya berlaku 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya 
dapat berupa barang bergerak atau barang � dak bergerak, dan barang 
� dak berwujud.

3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 
yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah se� ap kegiatan penyerahan Barang 
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

5. Jasa adalah se� ap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan 
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas 
atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang 
dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan 
dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang 
dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah se� ap kegiatan pemberian Jasa Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG 
PPN & PPnBM STDD UNDANG-UNDANG NO. 18

TAHUN 2000

BAB I
KETENTUAN UMUM

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA
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SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG

PPN BARANG DAN JASA & PPnBM STDD UNDANG-UNDANG
NO. 42 TAHUN 2009

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang melipu�  wilayah 
darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu 
di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kon� nen yang di dalamnya berlaku 
Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya 
dapat berupa barang bergerak atau barang � dak bergerak, dan barang 
� dak berwujud.

3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang ini.

4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah se� ap kegiatan penyerahan Barang 
Kena Pajak.

5. Jasa adalah se� ap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan 
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, 
kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang 
dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan 
dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang ini.

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah se� ap kegiatan pemberian Jasa Kena 
Pajak. 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

I
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8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah se� ap 
kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean.

9. Impor adalah se� ap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah 
Pabean ke dalam Daerah Pabean.

10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 
adalah se� ap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah 
Pabean.

11. Ekspor adalah se� ap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah 
Pabean ke luar Daerah Pabean.

12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk 
kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang � dak melakukan usaha 
yang melipu�  perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, fi rma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poli� k, atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan 
lainnya.

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam 
angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan 
barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 
perdagangan, memanfaatkan barang � dak berwujud dari luar Daerah 
Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah 
Pabean.

15. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam 
angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
undang ini, � dak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang 
memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah 
bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru 
atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya 
alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan 
kegiatan tersebut.
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8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah se� ap 
kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean.

9. Impor adalah se� ap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah 
Pabean ke dalam Daerah Pabean.

10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 
adalah se� ap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah se� ap kegiatan mengeluarkan 
Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah 
Pabean. 

12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk 
kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau 
sifatnya.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang � dak melakukan usaha 
yang melipu�  perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, fi rma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
poli� k, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolek� f dan bentuk usaha tetap. 

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 
yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, 
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, 
memanfaatkan barang � dak berwujud dari luar Daerah Pabean, 
melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan 
jasa dari luar Daerah Pabean.

15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai 
pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah 
bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang 
baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber 
daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan 
kegiatan tersebut.
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17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggan� an, Nilai 
Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak 
yang terutang. 

18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena 
Pajak, � dak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut 
Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur 
Pajak.

19. Penggan� an adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan 
Jasa Kena Pajak, � dak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-
undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan 
bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor 
Barang Kena Pajak, � dak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 
menurut Undang-undang ini. 

21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya 
menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau 
seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

22. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau 
seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar 
atau seharusnya membayar Penggan� an atas Jasa Kena Pajak tersebut.

23. Faktur Pajak adalah buk�  pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 
Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan 
Jasa Kena Pajak, atau buk�  pungutan pajak karena impor Barang Kena 
Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 
dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena 
Pajak.

25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 
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17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggan� an, Nilai 
Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk 
menghitung pajak yang terutang.

18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena 
Pajak, � dak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut 
Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur 
Pajak.

19. Penggan� an adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa 
Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud, tetapi � dak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 
menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan 
dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya 
dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/
atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena 
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 
di dalam Daerah Pabean.

20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan 
bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai 
untuk impor Barang Kena Pajak, � dak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-
Undang ini.

21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya 
menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau 
seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

22. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau 
seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar 
atau seharusnya membayar Penggan� an atas Jasa Kena Pajak tersebut.

23. Faktur Pajak adalah buk�  pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 
Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak.

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena 
Pajak.
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dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang 
Kena Pajak.

26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 
atau seharusnya diminta oleh ekspor� r.

27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, 
badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan 
untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh 
Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, 
atau instansi Pemerintah tersebut.
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25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak 
Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor 
Jasa Kena Pajak.

26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 
atau seharusnya diminta oleh ekspor� r. 

27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, 
badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan 
untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh 
Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau 
instansi pemerintah tersebut.

28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah se� ap kegiatan 
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah 
Pabean di luar Daerah Pabean.

29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah se� ap kegiatan penyerahan Jasa Kena 
Pajak ke luar Daerah Pabean.
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Penjelasan Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 1A

(1) Yang termasuk dalam penger� an penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa 
beli dan perjanjian leasing;

c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau 
melalui juru lelang;

d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang 
Kena Pajak;

e. persediaan Barang Kena Pajak dan ak� va yang menurut tujuan 
semula � dak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat 
pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas 
perolehan ak� va tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;

f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya 
dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;

g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

(2) Yang � dak termasuk dalam penger� an penyerahan Barang Kena Pajak 
adalah:

a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana 
dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;

c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin 
pemusatan tempat pajak terutang;
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Penjelasan Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 1A

(1) Yang termasuk dalam penger� an penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli 
dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); 

c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau 
melalui juru lelang;

d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang 
Kena Pajak;

e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau ak� va yang 
menurut tujuan semula � dak untuk diperjualbelikan, yang masih 
tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya 
dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang; 

g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan

h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam 
rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip 
syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha 
Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

(2) Yang � dak termasuk dalam penger� an penyerahan Barang Kena Pajak 
adalah:

a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana 
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;

c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan 
tempat pajak terutang;
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d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, 
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha 
dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang 
menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan

e. Barang Kena Pajak berupa ak� va yang menurut tujuan semula � dak 
untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran 
perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya � dak 
dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) 
huruf b dan huruf c.
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Penjelasan Pasal 1A
Ayat (1)

Huruf a
Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini melipu�  jual beli, 
tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang 
mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Huruf b
Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa 
beli atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). Adapun yang dimaksud 
dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha (leasing) adalah 
penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) 
dengan hak opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas Barang 
Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran Harga Jual Barang Kena 
Pajak tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena penguasaan atas 
Barang Kena Pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau 
dari lessor kepada lessee, maka Undang-undang ini menentukan bahwa 
penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian 
ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara 
nyata atas Barang Kena Pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat 
ditandatanganinya perjanjian.

Huruf c
Yang dimaksud dengan pedagang perantara ialah orang pribadi atau 
badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri 
melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang 
lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. 
Yang dimaksud dengan juru lelang di sini adalah juru lelang Pemerintah 
atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Huruf d
Pemakaian sendiri diar� kan pemakaian untuk kepen� ngan pengusaha 
sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun 
bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diar� kan 
sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang 
produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian 
contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. 
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Penjelasan Pasal 1A
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “perjanjian” melipu�  jual beli, tukar-menukar, 
jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan 
penyerahan hak atas barang.

Huruf b
Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli 
dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). 

Yang dimaksud dengan “pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu 
perjanjian sewa guna usaha (leasing)” adalah penyerahan Barang Kena 
Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan 
hak opsi.  

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam 
rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, Barang Kena 
Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok 
(supplier) kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee).

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pedagang perantara” adalah orang pribadi atau 
badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri 
melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain 
dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. 

Yang dimaksud dengan “juru lelang” adalah juru lelang Pemerintah atau 
yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemakaian sendiri” adalah pemakaian untuk 
kepen� ngan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang 
produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Yang dimaksud dengan “pemberian cuma-cuma” adalah pemberian yang 
diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan 
produksi sendiri, seper�  pemberian contoh barang untuk promosi kepada 
relasi atau pembeli.
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Huruf e
Persediaan Barang Kena Pajak dan ak� va yang menurut tujuan semula 
� dak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran 
perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap 
sebagai penyerahan Barang Kena Pajak. Khusus untuk ak� va yang menurut 
tujuan semula � dak untuk diperjualbelikan tersebut, hanya dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai apabila memenuhi persyaratan, yaitu bahwa 
Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat 
dikreditkan.

Huruf f
Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak 
terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada 
pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka 
Undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak 
antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. 
Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain 
lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya.

Huruf g
Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai 
yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan 
diserahkan untuk di� � pkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran 
pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang di� � pkan 
tersebut. 

Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak � � pan tersebut � dak laku dijual dan 
diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, 
Pengusaha yang menerima � � pan tersebut dapat menggunakan ketentuan 
mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5A Undang-undang ini.
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Huruf e
Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau ak� va yang menurut 
tujuan semula � dak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat 
pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga 
dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak. 

Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini adalah penyerahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf e.

Huruf f
Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak 
terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, 
pemindahan Barang Kena Pajak antartempat tersebut merupakan 
penyerahan Barang Kena Pajak. 

Yang dimaksud dengan “pusat” adalah tempat � nggal atau tempat 
kedudukan. 

Yang dimaksud dengan “cabang” antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit 
pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya.

Huruf g
Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai 
yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan 
diserahkan untuk di� � pkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran 
pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang di� � pkan 
tersebut. 

Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak � � pan tersebut � dak laku dijual dan 
diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, 
pengusaha yang menerima � � pan tersebut dapat menggunakan ketentuan 
mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5A Undang-Undang ini.

Huruf h
Contoh:

Dalam transaksi murabahah, bank syariah ber� ndak sebagai penyedia dana 
untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak 
A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan 
prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor 
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Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan makelar dalam Undang-undang ini adalah makelar 
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu 
pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang 
oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan 
perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah 
atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang 
dengan mereka � dak terdapat hubungan kerja.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat usaha, 
baik sebagai pusat maupun cabang-cabang perusahaan, dan Pengusaha 
Kena Pajak tersebut telah memperoleh ijin pemusatan tempat pajak 
terutang dari Direktur Jenderal Pajak, maka pemindahan Barang Kena 
Pajak dari satu tempat usaha ke tempat usaha lainnya (pusat ke cabang 
atau sebaliknya, atau antar cabang) dianggap � dak termasuk dalam 
penger� an penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang 
Kena Pajak antar tempat-tempat pajak terutang.
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tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-
Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan 
langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan ”makelar” adalah makelar sebagaimana dimaksud 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pedagang perantara 
yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden 
dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan 
mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi 
tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan 
mereka � dak terdapat hubungan kerja.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat 
kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan 
Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang 
Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha 
lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antarcabang) dianggap 
� dak termasuk dalam penger� an penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali 
pemindahan Barang Kena Pajak antartempat pajak terutang.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemecahan usaha” adalah pemisahan usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai 
perseroan terbatas.

Huruf e
Barang Kena Pajak berupa ak� va yang menurut tujuan semula � dak untuk 
diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, 
yang Pajak Masukan atas perolehannya � dak dapat dikreditkan karena 
� dak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan/atau ak� va berupa kendaraan 
bermotor sedan dan sta� on wagon yang Pajak Masukan atas perolehannya 
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(1) Dalam hal Harga Jual atau Penggan� an dipengaruhi oleh hubungan 
is� mewa, maka Harga Jual atau Penggan� an dihitung atas dasar harga 
pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
Pajak itu dilakukan.

(2) Hubungan is� mewa dianggap ada apabila:

a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau � dak langsung 
sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih kepada Pengusaha 
lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% 
(dua puluh lima persen) atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih, 
demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang 
disebut terakhir; atau

b. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih 
Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama 
baik langsung maupun � dak langsung; atau

c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda 
dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu 
derajat.

Pasal 2

Penjelasan Pasal 2

Ayat (1)
Pengaruh hubungan is� mewa seper�  dimaksud dalam Undang-undang 
ini ialah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga 
pasar. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan 
melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggan� an yang menjadi Dasar 
Pengenaan Pajak dengan harga pasar yang wajar yang berlaku di pasaran 
bebas.
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� dak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) 
huruf c � dak termasuk dalam penger� an penyerahan Barang Kena Pajak.

(1) Dalam hal Harga Jual atau Penggan� an dipengaruhi oleh hubungan 
is� mewa, maka Harga Jual atau Penggan� an dihitung atas dasar harga 
pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
Pajak itu dilakukan.

(2) Hubungan is� mewa dianggap ada apabila:

a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau � dak langsung 
sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih kepada Pengusaha 
lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% 
(dua puluh lima persen) atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih, 
demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang 
disebut terakhir; atau

b. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih 
Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama 
baik langsung maupun � dak langsung; atau

c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda 
dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu 
derajat.

Pasal 2

Penjelasan Pasal 2

Ayat (1)
Pengaruh hubungan is� mewa seper�  dimaksud dalam Undang-undang 
ini ialah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga 
pasar. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan 
melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggan� an yang menjadi Dasar 
Pengenaan Pajak dengan harga pasar yang wajar yang berlaku di pasaran 
bebas.
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Ayat (2)
Hubungan is� mewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang 
menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat 
terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain 
yang disebabkan karena :
- faktor kepemilikan atau penyertaan;
- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan is� mewa di antara orang 
pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena 
perkawinan.

a. Hubungan is� mewa dianggap ada apabila terdapat hubungan 
kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh 
lima persen) atau lebih, baik secara langsung ataupun � dak langsung.

 Contoh: 
 Kalau PT. A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. B, pemilikan 

saham oleh PT. A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila 
PT. B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. C, maka 
PT. A sebagai pemegang saham PT. B secara � dak langsung mempunyai 
penyertaan pada PT. C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal 
demikian, antara PT. A, PT. B dan PT. C dianggap terdapat hubungan 
is� mewa. Apabila PT. A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) 
saham PT. D, maka antara PT. B, PT. C dan PT. D dianggap terdapat 
hubungan is� mewa. Hubungan kepemilikan seper�  tersebut diatas 
juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan.

b. Hubungan antara pengusaha seper�  digambarkan pada huruf a dapat 
juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan 
teknologi, kenda� pun � dak terdapat hubungan kepemilikan.

 Hubungan is� mewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan 
berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga 
hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan 
pengusaha yang sama tersebut.

c. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu 
derajat adalah kakak dan adik.
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Ayat (2)
Hubungan is� mewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang 
menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat 
terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain 
yang disebabkan karena :
- faktor kepemilikan atau penyertaan;
- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan is� mewa di antara orang 
pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena 
perkawinan.

a. Hubungan is� mewa dianggap ada apabila terdapat hubungan 
kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh 
lima persen) atau lebih, baik secara langsung ataupun � dak langsung.

 Contoh: 
 Kalau PT. A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. B, pemilikan 

saham oleh PT. A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila 
PT. B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. C, maka 
PT. A sebagai pemegang saham PT. B secara � dak langsung mempunyai 
penyertaan pada PT. C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal 
demikian, antara PT. A, PT. B dan PT. C dianggap terdapat hubungan 
is� mewa. Apabila PT. A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) 
saham PT. D, maka antara PT. B, PT. C dan PT. D dianggap terdapat 
hubungan is� mewa. Hubungan kepemilikan seper�  tersebut diatas 
juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan.

b. Hubungan antara pengusaha seper�  digambarkan pada huruf a dapat 
juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan 
teknologi, kenda� pun � dak terdapat hubungan kepemilikan.

 Hubungan is� mewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan 
berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga 
hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan 
pengusaha yang sama tersebut.

c. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu 
derajat adalah kakak dan adik.
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 Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 
satu derajat adalah mertua dan anak � ri, sedangkan hubungan keluarga 
semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

 Apabila antara suami isteri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan 
penghasilan, maka hubungan antara suami isteri tersebut termasuk 
dalam penger� an hubungan is� mewa menurut Undang-undang ini.
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 Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 
satu derajat adalah mertua dan anak � ri, sedangkan hubungan keluarga 
semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

 Apabila antara suami isteri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan 
penghasilan, maka hubungan antara suami isteri tersebut termasuk 
dalam penger� an hubungan is� mewa menurut Undang-undang ini.
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BAB II

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 3

Dihapus.

Penjelasan Pasal 3

Ketentuan Pasal 3 yang mengatur tentang Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 
1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA
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BAB II

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 3

Dihapus.

Penjelasan Pasal 3

Ketentuan Pasal 3 yang mengatur tentang Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 
1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

II
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB IIA

KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, 
MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 3A

(1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, 
menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah yang terutang.

(2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1).

(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, 
menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 
yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri 
Keuangan.
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB IIA

KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, 
MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 3A

(1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali 
pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, 
wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
terutang.

(1a) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari 
luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan 
Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan.

IIA
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Penjelasan Pasal 3A

Ayat (1)
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan 
ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan:

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
a. memungut pajak yang terutang;
b. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar 

dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
yang terutang;

c. melaporkan penghitungan pajak.

Ayat (2)
Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi 
Pengusaha Kena Pajak. Apabila menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka 
Undang-undang ini berlaku sepenuhnya bagi Pengusaha Kecil tersebut.

Ayat (3)
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, harus 
dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut.
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Penjelasan Pasal 3A

Ayat (1)
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan 
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau 
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:
a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak;
b. memungut pajak yang terutang;
c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar 

dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang 
dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah yang terutang; dan

d. melaporkan penghitungan pajak.

Kewajiban di atas � dak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi 
Pengusaha Kena Pajak. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi 
Pengusaha Kena Pajak, Undang-Undang ini berlaku sepenuhnya bagi 
pengusaha kecil tersebut.

Ayat (3)
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena 
Pajak tersebut.
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

OBJEK PAJAK

Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:.

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 
oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 
oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 
di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean; atau

f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

OBJEK PAJAK

Pasal 4

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:.

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 
dilakukan oleh pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 
oleh pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 
Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena 
Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang 
atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

iii
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Penjelasan Pasal 4

Huruf a
Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak 
melipu�  baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha 
yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum 
dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut:
a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
b. barang � dak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud,
c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya.

Huruf b
Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan 
dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut pada huruf a, 
maka siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah 
Pabean tanpa memperha� kan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan 
usaha atau pekerjaannya atau � dak, tetap dikenakan pajak.

Huruf c
Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak melipu�  
baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang 
seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum 
dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut:
a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan 
c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
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Penjelasan Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a
Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak 
melipu�  baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha 
yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum 
dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut:
a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
b. barang � dak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud;
c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya.

Huruf b
Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan 
dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun 
yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa 
memperha� kan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 
pekerjaannya atau � dak, tetap dikenai pajak.

Huruf c
Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak melipu�  
baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang 
seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum 
dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut:
a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 
c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
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Termasuk dalam penger� an penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena 
Pajak yang dimanfaatkan untuk kepen� ngan sendiri dan atau Jasa Kena 
Pajak yang diberikan secara cuma-cuma.

Huruf d
Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan 
impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di 
dalam Daerah Pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh:
Pengusaha “A” yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak 
menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha “B” yang berkedudukan 
di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha “A” di 
dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf e
Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh 
siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 
Misalnya, Pengusaha Kena Pajak “C” di Surabaya memanfaatkan Jasa 
Kena Pajak dari Pengusaha “B” yang berkedudukan di Singapura. Atas 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf f
Berbeda dengan Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan atau huruf c, maka Pengusaha yang melakukan 
ekspor Barang Kena Pajak hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi 
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).
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Termasuk dalam penger� an penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa 
Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepen� ngan sendiri dan/atau yang 
diberikan secara cuma-cuma.

Huruf d
Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan 
impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang 
berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di 
dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh:
Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan 
merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas 
pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean 
terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf e
Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa 
pun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 

Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena 
Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf f
Berbeda dengan pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan/atau huruf c, pengusaha yang melakukan 
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah 
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3A ayat (1).  

Huruf g
Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, 
pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Yang dimaksud dengan ”Barang Kena Pajak Tidak Berwujud” adalah:
1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, 

kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, 
formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan 
intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
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2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, 
komersial, atau ilmiah;

3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, 
industrial, atau komersial;

4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan 
penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, 
penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut 
pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut 
pada angka 3, berupa:
a. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman 

suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui 
satelit, kabel, serat op� k, atau teknologi yang serupa;

b. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau 
rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio 
yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat op� k, atau 
teknologi yang serupa; dan

c. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh 
spektrum radio komunikasi;

5. penggunaan atau hak menggunakan fi lm gambar hidup (mo� on picture 
fi lms), fi lm atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk 
siaran radio; dan

6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan 
penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau 
hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Huruf h
Termasuk dalam penger� an ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan 
Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang 
Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan 
dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 4A

(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis 
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang � dak dikenakan 
pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 

(2) Penetapan jenis barang yang � dak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-
kelompok barang sebagai berikut:

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil 
langsung dari sumbernya;

b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh 
rakyat banyak; 

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah 
makan, warung, dan sejenisnya; 

d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 

(3) Penetapan jenis jasa yang � dak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-
kelompok jasa sebagai berikut:

a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;

b. jasa di bidang pelayanan sosial;

c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan 
hak opsi;

e. jasa di bidang keagamaan;

f. jasa di bidang pendidikan;

g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak 
tontonan;

h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;

i. jasa angkutan umum di darat dan di air;

j. jasa di bidang tenaga kerja;

k. jasa di bidang perhotelan;

l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan 
pemerintahan secara umum.
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Pasal 4A

(1) Dihapus.

(2) Jenis barang yang � dak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang 
tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil 
langsung dari sumbernya; 

b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat 
banyak;

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah 
makan, warung, dan sejenisnya, melipu�  makanan dan minuman 
baik yang dikonsumsi di tempat maupun � dak, termasuk makanan 
dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; 
dan

d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

(3) Jenis jasa yang � dak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu 
dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. jasa pelayanan kesehatan medis;

b. jasa pelayanan sosial;

c. jasa pengiriman surat dengan perangko;

d. jasa keuangan;

e. jasa asuransi; 

f. jasa keagamaan;

g. jasa pendidikan;

h. jasa kesenian dan hiburan; 

i. jasa penyiaran yang � dak bersifat iklan;

j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara 
dalam negeri yang menjadi bagian yang � dak terpisahkan dari jasa 
angkutan udara luar negeri;

k. jasa tenaga kerja;

l. jasa perhotelan;

m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 
pemerintahan secara umum;

n. jasa penyediaan tempat parkir;
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Penjelasan Pasal 4A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
aYang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran 
yang diambil langsung dari sumbernya seper�  minyak mentah (crude oil), 
gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih � mah, bijih emas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat ini adalah beras dan 
gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang berjodium maupun yang 
� dak berjodium.
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o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

q. jasa boga atau katering.

Penjelasan Pasal 4A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung 
dari sumbernya melipu� :
a. minyak mentah (crude oil);

b. gas bumi, � dak termasuk gas bumi seper�  elpiji yang siap dikonsumsi 
langsung oleh masyarakat;

c. panas bumi;

d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, 
batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu 
(halite), grafi t, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, 
mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, 
perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah 
diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan 
trakkit;

e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan

f. bijih besi, bijih � mah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih 
perak, serta bijih bauksit.

Huruf b
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak 
melipu� :
a. beras; 
b. gabah;
c. jagung; 
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Huruf c
Untuk menghindari pajak berganda, karena sudah merupakan objek 
pengenaan Pajak Daerah.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.
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d. sagu;
e. kedelai; 
f. garam, baik yang beryodium maupun yang � dak beryodium; 
g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui 

proses disembelih, dikuli� , dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas 
atau � dak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan 
cara lain, dan/atau direbus;

h. telur, yaitu telur yang � dak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, 
diasinkan, atau dikemas;

i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan 
maupun dipanaskan, � dak mengandung tambahan gula atau bahan 
lainnya, dan/atau dikemas atau � dak dikemas;

j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipe� k, baik yang telah 
melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, 
dan/atau dikemas atau � dak dikemas; dan

k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipe� k, dicuci, di� riskan, 
dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang 
dicacah.

Huruf c
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda 
karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
a. Jasa pelayanan kesehatan medis melipu� :
b. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
c. jasa dokter hewan;
d. jasa ahli kesehatan seper�  ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli 

fi sioterapi;
e. jasa kebidanan dan dukun bayi;
f. jasa paramedis dan perawat; 
g. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium 

kesehatan, dan sanatorium;
h. jasa psikolog dan psikiater; dan
i. jasa pengobatan alterna� f, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
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Huruf b
Jasa pelayanan sosial melipu� :
a. jasa pelayanan pan�  asuhan dan pan�  jompo;
b. jasa pemadam kebakaran;
c. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
d. jasa lembaga rehabilitasi;
e. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk 

krematorium; dan
f. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

Huruf c
Jasa pengiriman surat dengan perangko melipu�  jasa pengiriman surat 
dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain 
penggan�  perangko tempel.

Huruf d
Jasa keuangan melipu� :
1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito 

berjangka, ser� fi kat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang 
dipersamakan dengan itu;

2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana 
kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 
maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
berupa: 
a) sewa guna usaha dengan hak opsi; 
b) anjak piutang;
c) usaha kartu kredit; dan/atau
d) pembiayaan konsumen; 

4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai 
syariah dan fi dusia; dan

5. jasa penjaminan. 

Huruf e
Yang dimaksud dengan “jasa asuransi” adalah jasa pertanggungan yang 
melipu�  asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan 
oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, � dak termasuk 



58 Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 8/1983 STDD No. 18/2000



59Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 8/1983 STDD No. 42/2009

jasa penunjang asuransi seper�  agen asuransi, penilai kerugian asuransi, 
dan konsultan asuransi.

Huruf f
Jasa keagamaan melipu� :
1. jasa pelayanan rumah ibadah;
2. jasa pemberian khotbah atau dakwah; 
3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
4. jasa lainnya di bidang keagamaan.

Huruf g
Jasa pendidikan melipu� :
1. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seper�  jasa penyelenggaraan 

pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, 
pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, 
dan pendidikan profesional; dan

2. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Huruf h
Jasa kesenian dan hiburan melipu�  semua jenis jasa yang dilakukan oleh 
pekerja seni dan hiburan.

Huruf i
Jasa penyiaran yang � dak bersifat iklan melipu�  jasa penyiaran radio atau 
televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang � dak 
bersifat iklan dan � dak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Jasa tenaga kerja melipu� :
1. jasa tenaga kerja; 
2. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga 

kerja � dak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja 
tersebut; dan

3. jasa penyelenggaraan pela� han bagi tenaga kerja.
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Pasal 5

(1) Disamping pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap:

a. Penyerahan Barang Kena  Pajak Yang Tergolong Mewah yang 
dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak 
Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam 
kegiatan usaha atau pekerjaannya;
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Huruf l
Jasa perhotelan melipu� :
1. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah 

penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan 
kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan

2. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, 
rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Huruf m
Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 
pemerintahan secara umum melipu�  jenis-jenis jasa yang dilaksanakan 
oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, 
pemberian lzin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, 
dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf n
Yang dimaksud dengan “jasa penyediaan tempat parkir” adalah jasa 
penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir 
dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut 
bayaran.

Huruf o
Yang dimaksud dengan “jasa telepon umum dengan menggunakan uang 
logam” adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau 
koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas

Pasal 5

(1) Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
terhadap:

a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang 
dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di 
dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; 
dan
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b. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada 
waktu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh 
Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

Penjelasan Pasal 5

Ayat (1)

Dengan per� mbangan bahwa:
a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang 

berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan � nggi;
b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Yang 

Tergolong Mewah;
c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara,
maka atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh 
produsen atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, 
di samping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenakan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dalam 
ayat ini adalah:
1. bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan  pokok; 

atau
2. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

berpenghasilan � nggi; atau
4. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, 

serta mengganggu keter� ban masyarakat, seper�  minuman 
beralkohol.

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor Barang Kena 
Pajak Yang Tergolong Mewah � dak memperha� kan siapa yang mengimpor 
Barang Kena Pajak tersebut serta � dak memperha� kan apakah impor 
tersebut dilakukan secara terus menerus atau hanya sekali saja. 
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b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

(2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada 
waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh 
pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena 
Pajak yang tergolong mewah.

Penjelasan Pasal 5

Ayat (1)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh produsen 
atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping 
dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah dengan per� mbangan bahwa:

a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang 
berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan � nggi;

b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang 
tergolong mewah;

c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan ”Barang Kena Pajak yang tergolong mewah” 
adalah:
1. barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok; 
2. barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 
3. barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan 

� nggi; dan/atau
4. barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. 

Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena 
Pajak yang tergolong mewah � dak memperha� kan siapa yang mengimpor 
Barang Kena Pajak tersebut serta � dak memperha� kan apakah impor 
tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja.

Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap 
suatu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah � dak 
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Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap 
suatu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah � dak 
memperha� kan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut 
telah dikenakan atau � dak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
pada transaksi sebelumnya.

Yang termasuk dalam penger� an menghasilkan dalam ayat ini adalah 
kegiatan:
a. merakit:
 menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi, seper�  merakit mobil, barang elektronik, 
perabot rumah tangga, dan sebagainya;

b.  memasak:
 mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain 

atau � dak;
c.  mencampur:
 mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu 

atau lebih barang lain;
d.  mengemas:
 menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya 

dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya; 
e.  membotolkan:
 memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup 

menurut cara tertentu;

dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan 
itu, atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan-kegiatan 
tersebut.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Penger� an umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada Pajak 
Pertambahan Nilai dan � dak dikenal pada Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah. Oleh karena itu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah 
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memperha� kan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut 
telah dikenai atau � dak dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada 
transaksi sebelumnya.

Yang termasuk dalam penger� an menghasilkan pada ayat ini adalah 
kegiatan:
a. merakit,
 yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi, seper�  merakit mobil, barang 
elektronik, dan perabot rumah tangga;

b.  memasak,
 yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan 

lain maupun � dak; 
c.  mencampur,
 yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan 

satu atau lebih barang lain;
d.  mengemas,
 yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk 

melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan 
pemasarannya; dan

e.  membotolkan,
 yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang 

ditutup menurut cara tertentu;

serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau 
menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

Ayat (2)
Penger� an umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada Pajak 
Pertambahan Nilai dan � dak dikenal pada Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. Oleh karena itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah 
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dibayar � dak dapat dikreditkan dengan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang terutang.

Dengan demikian prinsip pemungutannya hanya satu kali saja yaitu pada 
waktu:
a. penyerahan oleh Pabrikan atau Produsen Barang Kena Pajak Yang 

Tergolong Mewah, atau
b. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Penyerahan pada � ngkat berikutnya � dak lagi dikenakan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah.

Pasal 5A

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas 
penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang 
tatacaranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
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dibayar � dak dapat dikreditkan dengan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah yang terutang.

Dengan demikian, prinsip pemungutannya hanya 1 (satu) kali saja, yaitu 
pada waktu:
a. penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang 

tergolong mewah; atau
b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Penyerahan pada � ngkat berikutnya � dak lagi dikenai Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah.

Pasal 5A

(1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang 
dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak 
tersebut.

(2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya 
pembatalan tersebut. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan 
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak 
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan.
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Penjelasan Pasal 5A

Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan 
(retur) oleh pembeli, maka Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut 
mengurangi:

a. Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
oleh Pengusaha Kena Pajak penjual,

b. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak 
Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan,

c. Biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak 
atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan 
sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasikan) dalam harga 
perolehan harta tersebut.
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Penjelasan Pasal 5A

Ayat (1)
Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan 
(retur) oleh pembeli, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut 
mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan mengurangi:

a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak 
Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan; 

b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak 
atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut � dak dikreditkan dan 
telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) 
dalam harga perolehan harta tersebut; atau

c. biaya atau harta bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak 
dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut 
telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) 
dalam harga perolehan harta tersebut.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Jasa Kena Pajak yang dibatalkan” adalah 
pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan 
oleh pihak penerima Jasa Kena Pajak.

Dalam hal Jasa Kena Pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan, baik 
sebagian maupun seluruhnya oleh penerima Jasa Kena Pajak, Pajak 
Pertambahan Nilai dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut 
mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak 
pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi:

a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak, 
dalam hal Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah 
dikreditkan;

b.  biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena 
Pajak, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang 
dibatalkan tersebut � dak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai 
biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan 
harta tersebut; atau
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Pasal 6
Dihapus.

Penjelasan Pasal 6

Ketentuan Pasal 6 yang mengatur tentang Kewajiban Pencatatan, dihapus 
dan dipindahkan ke dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan.
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c.  biaya atau harta bagi penerima Jasa Kena Pajak yang bukan Pengusaha 
Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak 
yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah 
ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Dihapus.

Penjelasan Pasal 6

Ketentuan Pasal 6 yang mengatur tentang Kewajiban Pencatatan, dihapus 
dan dipindahkan ke dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan.
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% 
(nol persen).

(3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) 
dan se� nggi-� ngginya 15% (lima belas persen).

BAB IV

TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 7

Penjelasan Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 
Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena 
Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 
0% (nol persen) bukan berar�  pembebasan dari pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar 
dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

c. ekspor Jasa Kena Pajak.

(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi 
paling rendah 5% (lima persen) dan paling � nggi 15% (lima belas persen) 
yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 7

Penjelasan Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 
Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu,

a. Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor;
b. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang 

dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
c. Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan 

oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor 
Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan 
dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean,

IV
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Ayat (3)

Berdasarkan per� mbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan 
kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang 
mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi serendah-rendahnya 5% 
(lima persen) dan se� nggi-� ngginya 15% (lima belas persen) dengan tetap 
memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud 
pada ayat ini, dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% 
(sepuluh persen) dan paling � nggi 75% (tujuh puluh lima persen).

(2) Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak 
dengan tarif 0% (nol persen).

(3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak 
Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Jenis  Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas 
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 8
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dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). 

Pengenaan tarif 0% (nol persen) � dak berar�  pembebasan dari pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah 
dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Ayat (3)
Berdasarkan per� mbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan 
kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang 
mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima 
persen) dan paling � nggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai 
prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini, 
dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara.

(1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% 
(sepuluh persen) dan paling � nggi 200% (dua ratus persen).

(2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan 
tarif 0% (nol persen).

(3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong 
mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan 
tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

(4) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8
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Penjelasan Pasal 8

Ayat (1)
Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam 
beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% (sepuluh 
persen) dan tarif ter� nggi 75% (tujuh puluh lima persen). Perbedaan 
kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena 
Pajak Yang Tergolong Mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1).

Ayat (2)
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas 
konsumsi Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah 
Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang 
diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak Yang 
Tergolong Mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. 

Ayat (3)
Dengan mengacu pada per� mbangan-per� mbangan sebagaimana 
tercantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1), maka pengelompokan 
barang-barang yang terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
terutama didasarkan pada � ngkat kemampuan golongan masyarakat yang 
mempergunakan barang-barang tersebut, disamping didasarkan pula 
pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan 
hal itu, tarif yang � nggi dikenakan terhadap barang-barang yang hanya 
dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan � nggi dan barang-
barang yang konsumsinya perlu dibatasi. Dalam hal terhadap barang-
barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenakan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka tarif yang dipergunakan adalah 
tarif yang rendah.

Ayat (4)
Cukup jelas
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Penjelasan Pasal 8

Ayat (1)

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa 
kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling 
� nggi 200% (dua ratus persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut 
didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang tergolong 
mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Ayat (2)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas 
konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah 
Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang 
diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang 
tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. 

Ayat (3)
Dengan mengacu pada per� mbangan sebagaimana tercantum dalam 
penjelasan Pasal 5 ayat (1), pengelompokan barang-barang yang dikenai 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutama didasarkan pada � ngkat 
kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang tersebut, 
di samping didasarkan pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya. 
Sehubungan dengan hal itu, tarif yang � nggi dikenakan terhadap barang 
yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan � nggi. 
Dalam hal terhadap barang yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak 
perlu dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif yang dipergunakan 
adalah tarif yang rendah. Pengelompokan barang yang dikenai Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah dilakukan setelah berkonsultasi dengan 
alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan.

Ayat (4)
Cukup jelas



78 Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 8/1983 STDD No. 18/2000



79Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 8/1983 STDD No. 42/2009

Pasal 8A

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan 
Pajak yang melipu�  Harga Jual, Penggan� an, Nilai Impor, Nilai Ekspor, 
atau nilai lain.

2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 8A

Ayat (1)
Ayat ini mengatur cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. 
Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut.

Contoh:

a. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga 
Jual Rp 25.000.000,00. 

 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp 25.000.000,00 = 
Rp2.500.000,00

 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan 
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.

b. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan 
memperoleh Penggan� an Rp 20.000.000,00. 

 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp 20.000.000,00 = 
Rp2.000.000,00.

 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.000.000,00 tersebut merupakan 
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B.

c. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
dengan Nilai Impor Rp 15.000.000,00. 

 Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai = 10% x Rp 15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00.

d. Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan 
Nilai Ekspor Rp10.000.000,00. 

 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 0% x Rp 10.000.000,00 = 
Rp0,00.

 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 tersebut merupakan Pajak 
Keluaran.
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(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan 
Pajak.

(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak 
Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

(2a) Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka 
Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.

(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada 
Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai 
yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan 
kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan 
ke Masa Pajak berikutnya.

Pasal 9
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Ayat (2)

Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam 
hal:
a. Harga Jual, Nilai Penggan� an, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar 

ditetapkan; dan/atau
b. penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat 

banyak, seper�  air minum dan listrik.

(1) dihapus.

(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak 
Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

(2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum 
melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas 
perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.

(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) 
dan ayat (9).

(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada 
Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang 
harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan 
pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

(4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

(4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan 
pengembalian pada se� ap Masa Pajak oleh:

Pasal 9
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(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan 
penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang � dak 
terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat 
diketahui dengan pas�  dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan 
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a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 
Berwujud;

b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai;

c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Pertambahan Nilainya � dak dipungut;

d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud;

e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; 
dan/atau

f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a).

(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, 
yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, 
dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan dan perubahannya.

(4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang 
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan 
menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak.

(4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi 
berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan dan perubahannya.

(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan 
penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang � dak 
terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat 
diketahui dengan pas�  dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan 
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yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan 
penyerahan yang terutang pajak.

(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan 
penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang � dak 
terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang 
terutang pajak � dak dapat diketahui dengan pas� , maka jumlah Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak 
dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan 
Menteri Keuangan.

(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang 
dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung 
dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 
Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(8) Pajak Masukan � dak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana 
diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum 
Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang � dak 
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, 
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yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan 
penyerahan yang terutang pajak.

(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan 
penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang 
� dak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan 
yang terutang pajak � dak dapat diketahui dengan pas� , jumlah Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak 
dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan 
Menteri Keuangan.

(6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali 
oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut 
mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 
3 (� ga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai.

(6b) Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara 
pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena 
Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun � dak melebihi 
jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7a), dapat dihitung dengan menggunakan pedoman 
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

(7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha 
Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan 
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

(7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), 
dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.

(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) � dak 
dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum 
pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang � dak 
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan 



86 Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 8/1983 STDD No. 18/2000

sta� on wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan 
atau disewakan;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang buk�  
pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur 
Pajaknya � dak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (5);

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya � dak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(6);

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Masukannya � dak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan 
pemeriksaan.

(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan 
Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada 
Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (� ga) bulan setelah berakhirnya 
Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai 
biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

(10) dihapus.

(11) dihapus.

(12) dihapus.

(13) Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak.
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dan sta� on wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau 
disewakan;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e. dihapus;

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur 
Pajaknya � dak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau � dak mencantumkan nama, 
alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak 
atau penerima Jasa Kena Pajak;

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya � dak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(6);

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Masukannya � dak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan 
pemeriksaan; dan

j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena 
Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a).

(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan 
Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada 
Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (� ga) bulan setelah berakhirnya 
Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai 
biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

(10) Dihapus.

(11) Dihapus.

(12) Dihapus.

(13) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian 
kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat 
(4b), dan ayat (4c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.
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(14) dihapus.

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)
Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan 
mengalikan jumlah Harga Jual, Penggan� an, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau 
Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan 
tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Pajak yang 
terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha 
Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam 
hal:

a. Harga Jual, Nilai Penggan� an, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar 
ditetapkan; dan atau

b. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat 
banyak, seper�  air minum, listrik dan sejenisnya.

Contoh:
a. Pengusaha Kena Pajak “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan                                                        

Harga Jual Rp 25.000.000,00.
 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp25.000.000,00 = 

Rp2.500.000,00.
 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan 

Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.
b. Pengusaha Kena Pajak “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak 

dengan memperoleh Penggan� an Rp20.000.000,00.
 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp20.000.000,00 = 

Rp2.000.000,00.
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(14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka 
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan 
usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang 
belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat 
dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, 
sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan 
dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau 
dikapitalisasi.

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.
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 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan 
Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.

c. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai 
yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 10% x 
Rp15.000.000,00 = Rp1.500.000,00.

Ayat (2)
Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor 
Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa 
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan 
Nilai dan berhak menerima buk�  pungutan pajak. Pajak Pertambahan 
Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan 
bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak, atau 
pengimpor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Barang 
Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang 
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus 
sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena 
Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam 
Masa Pajak yang sama.

Ayat (2a)
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi, atau belum 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau 
ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), 
maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada 
waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, 
atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, 
atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan 
Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (8).



91Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 8/1983 STDD No. 42/2009

Ayat (2)
Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang 
Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan 
berhak menerima buk�  pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang 
seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi 
pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang 
Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak 
dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa 
Pajak yang sama.

Ayat (2a)
Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada 
Masa Pajak yang sama. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum 
berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal 
diperkenankan untuk dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(8).

Ayat (2b) 
Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak 
menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi 
persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (9).
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Ayat (3)
Selisih yang dimaksud dalam ayat ini harus disetor ke Kas Negara menurut 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ayat (4)
Pajak Masukan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Pajak Masukan yang 
dapat dikreditkan.

Dapat terjadi dalam suatu Masa Pajak terdapat Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan 
tersebut dapat diminta kembali atau dapat dikompensasikan pada Masa 
Pajak berikutnya.

Contoh :

Masa Pajak Mei 2001:

Pajak Keluaran = Rp 2.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp 4.500.000,00 (-)

Pajak yang lebih dibayar = Rp 1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dapat diminta kembali atau dapat 
dikompensasikan pada Masa Pajak Juni 2001.

Masa Pajak Juni 2001 :

Pajak Keluaran = Rp 3.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp 2.000.000,00 (-)

Pajak yang kurang dibayar = Rp 1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak
Mei 2001 yang dikompensasikan ke bulan
Juni 2001 = Rp 2.500.000,00 (-)
Pajak yang lebih dibayar Juni 2001 = Rp 1.500.000,00
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pajak Masukan yang dimaksud pada ayat ini adalah Pajak Masukan yang 
dapat dikreditkan.

Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan 
tersebut � dak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, 
tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Contoh:
Masa Pajak Mei 2010
Pajak Keluaran = Rp 2.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp 4.500.000,00 (-)
Pajak yang lebih dibayar = Rp 2.500.000,00
Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 
2010.
Masa Pajak Juni 2010 
Pajak Keluaran = Rp 3.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp 2.000.000,00 (-)
Pajak yang kurang dibayar  = Rp 1.000.000,00
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 
2010 yang dikompensasikan ke 
Masa Pajak Juni 2010 = Rp 2.500.000,00 (-)
Pajak yang lebih dibayar 
Masa Pajak Juni 2010 = Rp 1.500.000,00
Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 
2010.

Ayat (4a)
Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan 
pada ayat (4) dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, 
apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun 
buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan 
pengembalian (res� tusi). 
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Ayat (5)
Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak 
adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Yang dimaksud dengan penyerahan yang � dak terutang pajak yang Pajak 
Masukannya � dak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa 
yang � dak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 
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Termasuk dalam penger� an akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah 
Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).

Ayat (4b)
Cukup jelas.

Ayat (4c)
Cukup jelas.

Ayat (4d)
Cukup jelas.

Ayat (4e)
Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan 
pengembalian kelebihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan 
pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 
pajak.

Ayat (4f)
Dalam hal Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sanksi kenaikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan 
perubahannya � dak diterapkan walaupun pada tahap sebelumnya sudah 
diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. 
Sebaliknya, sanksi administrasi yang dikenakan adalah bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan 
perubahannya.

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud ditemukan adanya indikasi � ndak 
pidana di bidang perpajakan, ketentuan ini � dak berlaku.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “penyerahan yang terutang pajak” adalah 
penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 

Yang dimaksud dengan “penyerahan yang � dak terutang pajak” adalah 
penyerahan barang dan jasa yang � dak dikenai Pajak Pertambahan 
Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari 
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dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan 
penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang � dak terutang 
pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan 
penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak 
tersebut harus dapat diketahui dengan pas�  dari pembukuan Pengusaha 
Kena Pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan yaitu:

a. penyerahan terutang pajak  = Rp 25.000.000,00
 Pajak Keluaran   = Rp 2.500.000,00
b. penyerahan yang � dak dikenakan PPN = Rp 5.000.000,00
c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN = Rp 5.000.000,00
 Pajak Keluaran = NIHIL

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:
a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 

penyerahan yang terutang pajak = Rp1.500.000,00
b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 

penyerahan yang � dak dikenakan PPN = Rp300.000,00
c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 

penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN = Rp500.000,00
Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan 
Pajak Keluaran sebesar Rp 2.500.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00.

Ayat (6)
Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak � dak 
dapat diketahui dengan pas� , maka cara pengkreditan Pajak Masukan 
dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri 
Keuangan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan 
kepas� an kepada Pengusaha Kena Pajak. 
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pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16B.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan 
penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang � dak terutang 
pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan 
penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak 
tersebut harus dapat diketahui dengan pas�  dari pembukuan Pengusaha 
Kena Pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu:

a. penyerahan yang terutang pajak = Rp 25.000.000,00
 Pajak Keluaran = Rp 2.500.000,00
b. penyerahan yang � dak terutang Pajak
 Pertambahan Nilai  = Rp 5.000.000,00
 Pajak Keluaran = nihil
c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan
 Pajak Pertambahan Nilai = Rp 5.000.000,00
 Pajak Keluaran = nihil
Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:
a.  Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 

penyerahan yang terutang pajak = Rp 1.500.000,00
b.  Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 

penyerahan yang � dak dikenai Pajak Pertambahan Nilai = 
Rp300.000,00

c.  Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 
penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai = Rp500.000,00

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan 
Pajak Keluaran sebesar Rp2.500.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00.

Ayat (6)
Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak � dak 
dapat diketahui dengan pas� , cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung 
berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, 
yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepas� an kepada 
Pengusaha Kena Pajak. 
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Contoh:
Pengusaha Kena Pajak melakukan dua macam penyerahan yaitu:
a. penyerahan terutang pajak = Rp35.000.000,00
 Pajak Keluaran = Rp3.500.000,00
b.  penyerahan � dak terutang pajak = Rp15.000.000,00
 Pajak Keluaran = NIHIL

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan 
Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan 
sebesar Rp2.500.000,00, sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan 
dengan penyerahan yang terutang pajak � dak dapat diketahui dengan 
pas� . Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp2.500.000,00 
� dak seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar 
Rp3.500.000,00. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung 
berdasarkan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (7)
Pengusaha yang diijinkan menghitung Penghasilan Neto dengan 
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya diwajibkan 
melakukan pencatatan yang melipu�  peredaran bruto dan penerimaan 
bruto. Oleh karena besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
� dak dapat diketahui dengan pas�  sehubungan dengan pengusaha � dak 
membuat pencatatan atas pembelian, maka Menteri Keuangan diberi 
wewenang untuk menentukan besarnya Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan.
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Contoh:
Pengusaha Kena Pajak melakukan 2 (dua) macam penyerahan, yaitu:
a. penyerahan yang terutang pajak = Rp 35.000.000,00
 Pajak Keluaran = Rp 3.500.000,00
b.  penyerahan yang � dak terutang pajak = Rp 15.000.000,00
 Pajak Keluaran = nihil 
 Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan 

Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan 
sebesar Rp2.500.000,00, sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan 
dengan penyerahan yang terutang pajak � dak dapat diketahui dengan 
pas� . Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp2.500.000,00 
� dak seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar 
Rp3.500.000,00. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan.

Ayat (6a)
Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan atas pengeluaran dalam rangka 
impor dan/atau perolehan barang modal juga harus memenuhi syarat 
bahwa pengeluaran tersebut harus berhubungan dengan adanya 
penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami keadaan gagal berproduksi, 
� dak ada penyerahan yang terutang pajak sehingga � dak ada Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, 
Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan barang modal yang telah 
dikembalikan harus dibayar kembali.

Ayat (6b)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Dalam rangka menyederhanakan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai 
yang harus disetor, Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 
1 (satu) tahun � dak melebihi jumlah tertentu dapat menghitung besarnya 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan pedoman 
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
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Ayat (8)
Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, 
akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak 
Masukannya � dak dapat dikreditkan. 

Huruf a
Ayat ini memberikan kepas� an hukum bahwa Pajak Masukan yang 
diperoleh sebelum pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak � dak dapat dikreditkan.

Contoh:
Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak pada tanggal 3 Januari 2001. Pengukuhan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak diberikan pada tanggal 5 Januari 2001 dan berlaku surut sejak 
tanggal 3 Januari 2001. Pajak Masukan yang diperoleh sebelum tanggal 3 
Januari 2001 � dak dapat dikreditkan berdasarkan ayat ini.

Huruf b
Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan 
kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, 
distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk 
semua bidang usaha. 
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Ayat (7a)
Dalam rangka memberikan kemudahan dalam menghitung Pajak 
Pertambahan Nilai yang harus disetor, Pengusaha Kena Pajak yang 
melakukan kegiatan usaha tertentu menghitung besarnya Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan dengan menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan Pajak Masukan.

Ayat (7b)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. 
Akan tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak 
Masukannya � dak dapat dikreditkan. 

Huruf a
Ketentuan ini memberikan kepas� an hukum bahwa Pajak Masukan yang 
diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
� dak dapat dikreditkan.

Contoh:
Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak pada tanggal 19 April 2010. Pengukuhan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak diberikan pada tanggal 20 April 2010 dan berlaku surut sejak 
tanggal 19 April 2010. Pajak Masukan yang diperoleh sebelum tanggal 19 
April 2010 � dak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan ini.

Huruf b
Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan 
kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, 
pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang 
usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi 
syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan 
yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu 
pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan 
kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut � dak dapat 
dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud � dak ada kaitannya 
dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
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Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Ayat ini memberikan kepas� an hukum bahwa Pajak Masukan yang 
diperoleh sebelum pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak � dak dapat dikreditkan.

Contoh:
Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak pada tanggal 3 Januari 2001. Pengukuhan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak diberikan pada tanggal 5 Januari 2001 dan berlaku surut 
sejak tanggal 3 Januari 2001. Pajak Masukan atas pemanfaatan Barang 
Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
yang diperoleh sebelum tanggal 3 Januari 2001 � dak dapat dikreditkan 
berdasarkan ayat ini.

Huruf e
Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (7). Oleh karena Faktur Pajak Sederhana merupakan Faktur 
Pajak yang isinya � dak mencantumkan secara lengkap hal-hal yang diatur 
dalam Pasal 13 ayat (5), maka Faktur Pajak Sederhana hanya merupakan 
buk�  pungutan Pajak Pertambahan Nilai dan � dak dapat dipakai sebagai 
dasar pengkreditan Pajak Masukan.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak, baru membayar Pajak Pertambahan 
Nilai yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan Barang Kena 
Pajak atau Jasa Kena Pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak. Pajak 
Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut bukan 
merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Huruf i
Sesuai dengan sistem self assessment, Pengusaha Kena Pajak wajib 
melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa 
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Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Ketentuan ini memberikan kepas� an hukum bahwa Pajak Masukan yang 
diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
� dak dapat dikreditkan.

Contoh:
Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak pada tanggal 19 April 2010. Pengukuhan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak diberikan pada tanggal 20 April 2010 dan berlaku surut sejak 
tanggal 19 April 2010. Pajak Masukan atas pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
yang diperoleh sebelum tanggal 19 April 2010 � dak dapat dikreditkan 
berdasarkan ketentuan ini.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Dalam hal tertentu dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak baru membayar 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak setelah diterbitkan ketetapan 
pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut 
� dak merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Huruf i
Sesuai dengan sistem self assessment, Pengusaha Kena Pajak wajib 
melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan 
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Pajak Pertambahan Nilai. Disamping itu, kepada Pengusaha Kena Pajak 
juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sudah selayaknya 
jika Pajak Masukan yang � dak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai � dak dapat dikreditkan.

Contoh: 
Dalam Surat Pemberitahuan Masa dilaporkan :
Pajak Keluaran = Rp 10.000.000,00 
Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00
Dari hasil pemeriksaan diketahui:
Pajak Keluaran = Rp 15.000.000,00
Pajak Masukan = Rp 11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bukan sebesar 
Rp11.000.000,00 tetapi tetap sebesar Rp 8.000.000,00, sesuai dengan 
yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan
Pajak Keluaran = Rp 15.000.000,00
Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00 (-)
Kurang Bayar menurut 
hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00
Kurang Bayar menurut 
Surat Pemberitahuan = Rp 2.000.000,00 (-)
Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00

Ayat (9)
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan 
Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang � dak sama, 
yang disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima. 
Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang � dak sama tersebut 
hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 
3 (� ga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam 
hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan 
tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan 
tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan 
belum dibebankan sebagai biaya atau � dak ditambahkan (dikapitalisasikan) 
kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 
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Masa Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, kepada Pengusaha Kena Pajak 
juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga sudah selayaknya 
jika Pajak Masukan yang � dak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai � dak dapat dikreditkan.

Contoh: 
Dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan:
Pajak Keluaran = Rp 10.000.000,00 
Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00
Dari hasil pemeriksaan diketahui:
Pajak Keluaran =  Rp 15.000.000,00
Pajak Masukan = Rp 11.000.000,00
Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan � dak sebesar 
Rp11.000.000,00, tetapi tetap sebesar Rp8.000.000,00 sesuai dengan yang 
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan
Pajak Keluaran = Rp 15.000.000,00
Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00 (-)
        
Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00
Kurang Bayar menurut Surat Pemberitahuan =  Rp 2.000.000,00 (-)
Masih kurang dibayar = Rp  5.000.000,00

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (9)
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan 
Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang � dak 
sama yang disebabkan, antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. 
Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang � dak sama tersebut 
hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 
3 (� ga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam 
hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan 
tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan 
tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan 
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bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan 
pemeriksaan.

Contoh:
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya 
tertanggal 7 Juli 2001 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa 
Pajak Juli 2001 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Pajak 
Oktober 2001.

Ayat (10)
Dihapus

Ayat (11)
Dihapus

Ayat (12)
Dihapus

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 10

(1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Dasar 
Pengenaan Pajak.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu 
perolehan atau impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, 
� dak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang-
undang ini.

(3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang 
Tergolong Mewah dapat meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan Barang Kena Pajak 
Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut.
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belum dibebankan sebagai biaya atau � dak ditambahkan (dikapitalisasi) 
kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 
bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan 
pemeriksaan.

Contoh:
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya 
tertanggal 7 Juli 2010 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa 
Pajak Juli 2010 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama Masa Pajak 
Oktober 2010.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 10

(1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Dasar 
Pengenaan Pajak.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu 
perolehan atau impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, 
� dak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang-
undang ini.

(3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang 
Tergolong Mewah dapat meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan Barang Kena Pajak 
Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut.
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Penjelasan Pasal 10

Ayat (1)
Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
adalah dengan mengalikan Harga Jual, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai 
Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif 
pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.

Ayat (2)
Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada se� ap 
� ngkat penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya dipungut 
pada � ngkat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan 
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena 
Pajak Yang Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah bukan merupakan Pajak Masukan sehingga � dak dapat 
dikreditkan. Oleh karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat 
ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau 
dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak 
Penghasilan.

Contoh: 
Pengusaha Kena Pajak “A” mengimpor Barang Kena Pajak dengan Nilai 
Impor Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai, misalnya juga dikenakan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah dengan tarif 20%. Dengan demikian, penghitungan Pajak  
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah:
-  Dasar Pengenaan Pajak =  Rp  5.000.000,00
-  Pajak Pertambahan Nilai: 
 10% x Rp 5.000.000,00 = Rp 500.000,00
-  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
 20% x Rp 5.000.000,00 = Rp 1.000.000,00

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak “A” menggunakan Barang Kena Pajak 
tersebut sebagai bagian dari suatu Barang Kena Pajak lain yang atas 
penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah 35%. Oleh karena Pajak Penjualan Atas 
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Penjelasan Pasal 10

Ayat (1)
Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
adalah dengan mengalikan Harga Jual, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai 
Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif 
pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.

Ayat (2)

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada se� ap 
� ngkat penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya dipungut 
pada � ngkat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan 
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena 
Pajak Yang Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah bukan merupakan Pajak Masukan sehingga � dak dapat 
dikreditkan. Oleh karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat 
ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau 
dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak 
Penghasilan.

Contoh: 
Pengusaha Kena Pajak “A” mengimpor Barang Kena Pajak dengan Nilai 
Impor Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai, misalnya juga dikenakan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah dengan tarif 20%. Dengan demikian, penghitungan Pajak  
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah:
-  Dasar Pengenaan Paja = Rp 5.000.000,00
-  Pajak Pertambahan Nilai: 
 10% x Rp5.000.000,00 = Rp 500.000,00
-  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
 20% x Rp5.000.000,00 = Rp 1.000.000,00

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak “A” menggunakan Barang Kena Pajak 
tersebut sebagai bagian dari suatu Barang Kena Pajak lain yang atas 
penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah 35%. Oleh karena Pajak Penjualan Atas 
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Barang Mewah yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang diimpor 
tersebut � dak dapat dikreditkan, maka Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga 
Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak “A” atau 
dibebankan sebagai biaya.

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak “A” menjual Barang Kena Pajak yang 
dihasilkannya kepada Pengusaha Kena Pajak “B” dengan Harga Jual Rp 
50.000.000,00. Maka, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah:
-  Dasar Pengenaan Pajak = Rp 50.000.000,00
-  Pajak Pertambahan Nilai:
 10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00
-  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
 35% x Rp 50.000.000,00 = Rp 17.500.000,00

Dalam contoh ini, Pengusaha Kena Pajak “A” dapat mengkreditkan 
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 500.000,00 di atas terhadap Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar Rp 5.000.000,00.

Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 1.000.000,00 
� dak dapat dikreditkan, baik dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp5.000.000,00 maupun dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebesar Rp 17.500.000,00.

Ayat (3)
Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah pada saat perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, 
sepanjang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut belum dibebankan 
sebagai biaya, Pengusaha Kena Pajak berhak meminta kembali Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayarnya, apabila Pengusaha Kena 
Pajak dimaksud telah mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
Mewah tersebut.

Contoh :
Pengusaha Kena Pajak “A” membeli mobil dari Agen Tunggal Pemegang 
Merk seharga Rp 100.000.000,00.

Dia membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 dan Rp 35.000.000,00. 
Apabila mobil tersebut kemudian diekspornya, maka Pengusaha Kena 
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Barang Mewah yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang diimpor 
tersebut � dak dapat dikreditkan, maka Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga 
Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak “A” atau 
dibebankan sebagai biaya.

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak “A” menjual Barang Kena Pajak yang 
dihasilkannya kepada Pengusaha Kena Pajak “B” dengan Harga Jual Rp 
50.000.000,00. Maka, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah:

-  Dasar Pengenaan Pajak  = Rp 50.000.000,00
-  Pajak Pertambahan Nilai:
 10% x Rp 50.000.000,00 = Rp  5.000.000,00
-  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
 35% x Rp 50.000.000,00  = Rp 17.500.000,00
Dalam contoh ini, Pengusaha Kena Pajak “A” dapat mengkreditkan 
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 500.000,00 di atas terhadap Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar Rp 5.000.000,00.

Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 1.000.000,00 
� dak dapat dikreditkan, baik dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp5.000.000,00 maupun dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebesar Rp 17.500.000,00.

Ayat (3)
Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah pada saat perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, 
sepanjang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut belum dibebankan 
sebagai biaya, Pengusaha Kena Pajak berhak meminta kembali Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayarnya, apabila Pengusaha Kena 
Pajak dimaksud telah mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
Mewah tersebut.

Contoh :
Pengusaha Kena Pajak “A” membeli mobil dari Agen Tunggal Pemegang 
Merk seharga Rp 100.000.000,00.

Dia membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 dan Rp 35.000.000,00. 
Apabila mobil tersebut kemudian diekspornya, maka Pengusaha Kena 
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Pajak “A” berhak untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp 10.000.000,00 dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 
35.000.000,00 yang telah dibayarnya pada saat membeli mobil tersebut.
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Pajak “A” berhak untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp 10.000.000,00 dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 
35.000.000,00 yang telah dibayarnya pada saat membeli mobil tersebut.
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

SAAT DAN TEMPAT TERUTANG DAN LAPORAN

PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 11

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:

a. penyerahan Barang Kena Pajak;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 
Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau

f. ekspor Barang Kena Pajak.

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak 
atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran 
dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena 
Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

3) dihapus.

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat 
terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau 
terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ke� dakadilan.

(5) Dihapus.
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

SAAT DAN TEMPAT TERUTANG DAN LAPORAN

PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 11

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:

a. penyerahan Barang Kena Pajak;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 
Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau

h. ekspor Jasa Kena Pajak.

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak 
atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran 
dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya 
pajak adalah pada saat pembayaran.

(3) Dihapus.

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat 
terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau 
terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ke� dakadilan.

(5) Dihapus.

V
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Penjelasan Pasal 11

Ayat (1)
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah menganut prinsip akrual, ar� nya terutangnya pajak terjadi pada 
saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena 
Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima 
atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. 
Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui “electronic 
commerce” tunduk pada ayat ini.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau 
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean, maka terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau 
badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal ini dihubungkan 
dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean, sehingga 
� dak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, 
saat pajak terutang � dak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi 
dikaitkan dengan saat pemanfaatan.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
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Penjelasan Pasal 11

Ayat (1)
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah menganut prinsip akrual, ar� nya terutangnya pajak terjadi pada 
saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun 
pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum 
sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat 
terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui electronic 
commerce tunduk pada ketentuan ini.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau 
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan 
tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau 
Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal itu dihubungkan 
dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean sehingga 
� dak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, 
saat pajak terutang � dak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi 
dikaitkan dengan saat pemanfaatan. 

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebelum penyerahan 
Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, atau 
sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, 
atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya 
pajak adalah saat pembayaran.

Ayat (3)
Dihapus.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Dihapus.

Pasal 12

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak di 
tempat � nggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha 
dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak.

(2) Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal 
Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak 
terutang.

(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak 
dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf 
e terutang pajak di tempat � nggal atau tempat kedudukan dan tempat 
kegiatan usaha.
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Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebelum 
penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf c, sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf d, atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf e, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/
atau huruf h terutang pajak di tempat � nggal atau tempat kedudukan 
dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain 
tempat � nggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha 
dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

(2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur 
Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai 
tempat pajak terutang. 

(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak 
dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d 
dan huruf e terutang pajak di tempat � nggal atau tempat kedudukan 
dan/atau tempat kegiatan usaha.
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Penjelasan Pasal 12

Ayat (1)
Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat � nggal dan 
atau tempat kegiatan usaha sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan 
terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan 
usaha di luar tempat � nggal atau tempat kedudukannya, maka se� ap 
tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak, dan Pengusaha 
Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak 
terutang yang berada di wilayah kerja satu Kantor Direktorat Jenderal 
Pajak, maka untuk seluruh tempat-tempat terutang tersebut, Pengusaha 
Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat 
pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan 
usahanya.

Contoh 1:
Orang pribadi “A” yang bertempat � nggal di Bogor mempunyai usaha 
di Cibinong. Apabila di tempat � nggal orang pribadi “A” � dak ada 
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, maka orang 
pribadi “A” hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cibinong sebab tempat 
terutangnya pajak bagi orang pribadi “A” adalah di Cibinong. Sebaliknya, 
apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dilakukan oleh 
orang pribadi “A” hanya di tempat � nggalnya saja, maka orang pribadi “A” 
hanya wajib menda� arkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Namun 
demikian, apabila baik di tempat � nggal maupun di tempat kegiatan 
usahanya orang pribadi “A” melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
atau Jasa Kena Pajak, maka orang pribadi “A” wajib menda� arkan diri 
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Penjelasan Pasal 12

Ayat (1)
Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat � nggal dan/
atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan 
terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan 
usaha di luar tempat � nggal atau tempat kedudukannya, se� ap tempat 
tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena 
Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak 
terutang yang berada di wilayah kerja 1 (satu) Kantor Direktorat Jenderal 
Pajak, untuk seluruh tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak 
memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang 
yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali 
apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 (satu) 
tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan 
kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat 
lain selain tempat � nggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan 
usaha sebagai tempat pajak terutang.

Contoh 1:
Orang pribadi A yang bertempat � nggal di Bogor mempunyai usaha di 
Cibinong. Apabila di tempat � nggal orang pribadi A � dak ada penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang pribadi A hanya wajib 
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong sebab tempat terutangnya 
pajak bagi orang pribadi A adalah di Cibinong. Sebaliknya, apabila 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan oleh 
orang pribadi A hanya di tempat � nggalnya saja, orang pribadi A hanya 
wajib menda� arkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Namun, 
apabila baik di tempat � nggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang 
pribadi A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak, orang pribadi A wajib menda� arkan diri di Kantor Pelayanan Pajak 
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di Kantor Pelayanan Pajak Bogor dan Kantor Pelayanan Pajak Cibinong, 
karena tempat terutangnya pajak berada di Bogor dan Cibinong. 

Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib 
menda� arkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan 
usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak badan di kedua tempat tersebut 
dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 
Pajak.

Contoh 2:
PT A mempunyai 3 tempat melakukan kegiatan usaha, masing-masing 
di kota Bengkulu, Curup dan Manna yang ke� ganya berada dibawah 
pelayanan satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak 
Bengkulu. Ke� ga tempat usaha tersebut masing-masing melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan masing-
masing melakukan administrasi penjualan dan administrasi keuangan, 
sehingga PT A terutang pajak di ke� ga tempat atau kota itu. Dalam 
keadaan demikian PT A wajib memilih salah satu tempat kegiatan 
usaha, misalnya tempat kegiatan usaha yang berada di Bengkulu untuk 
melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu. PT A yang bertempat kegiatan usaha 
di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan 
usaha yang dilakukan oleh ke� ga cabang perusahaan tersebut.

Ayat (2)
Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari satu tempat 
kegiatan usaha, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakannya dapat mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih 
sebagai tempat terutangnya pajak.

Direktur Jenderal Pajak sebelum memberikan keputusan perlu melakukan 
pemeriksaan untuk meyakinkan antara lain bahwa:

a. kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak untuk semua tempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu 
atau lebih tempat kegiatan usaha;
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Pratama Bogor dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong karena 
tempat terutangnya pajak berada di Bogor dan Cibinong. 

Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib 
menda� arkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan 
usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak badan di kedua tempat tersebut 
dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak.

Contoh 2:
PT A mempunyai 3 (� ga) tempat kegiatan usaha, yaitu di kota Bengkulu, 
Bintuhan, dan Manna yang ke� ganya berada di bawah pelayanan 1 (satu) 
kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. 
Ke� ga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan melakukan administrasi penjualan dan 
administrasi keuangan sehingga PT A terutang pajak di ke� ga tempat atau 
kota itu. Dalam keadaan demikian, PT A wajib memilih salah satu tempat 
kegiatan usaha untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, misalnya tempat kegiatan usaha di Bengkulu. PT A 
yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk 
melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ke� ga tempat 
kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Dalam hal PT A menghendaki tempat kegiatan usaha di Bengkulu dan 
Bintuhan ditetapkan sebagai tempat pajak terutang untuk seluruh kegiatan 
usahanya, PT A wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Bengkulu.

Ayat (2)
Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari 1 (satu) 
tempat kegiatan usaha, Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih 1 (satu) tempat 
atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak.
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b. administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan 
secara terpusat pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun 
bukan Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau 
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean tetap terutang pajak di tempat � nggal atau tempat kegiatan usaha 
orang pribadi atau di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha 
badan tersebut.

Pasal 13
(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk se� ap 

penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a atau huruf f dan se� ap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun 
bukan Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/
atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean tetap terutang pajak di tempat � nggal dan/atau tempat 
kegiatan usaha orang pribadi atau di tempat kedudukan dan/atau tempat 
kegiatan usaha badan tersebut.

Pasal 13
(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk se� ap:

a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;

b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf c;

c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau

d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf h.

(1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak;

b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran 
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum 
penyerahan Jasa Kena Pajak;

c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan 
sebagian tahap pekerjaan; atau

d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.



Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 8/1983 STDD No. 18/2000126

(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak melipu�  
seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak 
atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim.

(3) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak 
atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat 
pembayaran.

(4) Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, 
dan tatacara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak. 

(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan 
Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit 
memuat:
a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena 
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggan� an, dan 
potongan harga

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;

f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani 
Faktur Pajak.

(6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai 
Faktur Pajak.

(7) Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang 
persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
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(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak melipu�  
seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena 
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan 
kalender.

(2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling 
lama pada akhir bulan penyerahan.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling 
sedikit memuat:

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena 
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggan� an, dan 
potongan harga; 

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

(6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang 
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(7) Dihapus.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan 
tata cara pembetulan atau penggan� an Faktur Pajak diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
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Penjelasan Pasal 13

Ayat (1)
Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 
Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak 
atau Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang 
terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai buk�  pungutan pajak. 
Faktur Pajak � dak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan Faktur 
Penjualan. Faktur Pajak dapat berupa Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak 
Sederhana, dan dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai 
Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (2)
Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak 
diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang melipu�  semua 
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima 
Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak Gabungan.



Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 8/1983 STDD No. 42/2009 129

Penjelasan Pasal 13

Ayat (1)
Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan 
Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena 
Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak 
Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai 
buk�  pungutan pajak. Faktur Pajak � dak perlu dibuat secara khusus atau 
berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur 
penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak 
oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan ketentuan ini, atas se� ap penyerahan Barang Kena Pajak 
berupa ak� va yang menurut tujuan semula � dak untuk diperjualbelikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D wajib diterbitkan Faktur Pajak.

Ayat (1a)
Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau 
pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi 
sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan 
Faktur Pajak � dak sama dengan saat-saat tersebut, misalnya dalam hal 
terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak kepada bendahara pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Keuangan 
berwenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur 
Pajak.

Ayat (2)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak 
diperkenankan untuk membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang melipu�  
semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak 
yang terjadi selama 1 (satu) bulan kalender kepada pembeli yang sama 
atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak 
gabungan.

Ayat (2a)
Untuk meringankan beban administrasi, Pengusaha Kena Pajak 
diperkenankan membuat Faktur Pajak gabungan paling lama pada akhir 
bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
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Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Mengingat dalam dunia usaha dimungkinkan pembuatan faktur 
penjualan dilakukan setelah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak 
atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak diberi 
wewenang untuk menetapkan saat Faktur Pajak harus dibuat.
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Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik 
sebagian maupun seluruhnya. 

Contoh 1:
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 
31 Juli 2010, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 sama sekali belum 
ada pembayaran atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak A 
diperkenankan membuat 1 (satu) Faktur Pajak gabungan yang melipu�  
seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli, yaitu paling lama 
tanggal 31 Juli 2010. 

Contoh 2:
Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
kepada pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 
September 2010. Pada tanggal 28 September 2010 terdapat pembayaran 
oleh pengusaha B atas penyerahan tanggal 2 September 2010. Dalam hal 
Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak 
gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2010 yang melipu�  seluruh 
penyerahan yang terjadi pada bulan September. 

Contoh 3:
Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
kepada pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 
September 2010. Pada tanggal 28 September 2010 terdapat pembayaran 
atas penyerahan tanggal 2 September 2010 dan pembayaran uang muka 
untuk penyerahan yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2010 oleh 
pengusaha B. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur 
Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 
2010 yang melipu�  seluruh penyerahan dan pembayaran uang muka yang 
dilakukan pada bulan September.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Demikian pula, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk mengatur 
keseragaman bentuk, ukuran, pengadaan, dan tata cara penyampaian, 
dan tata cara pembetulan Faktur Pajak. Dalam ayat ini yang dimaksud 
dengan pengaturan pengadaan Faktur Pajak adalah pengaturan mengenai 
siapa yang mengadakan formulir Faktur Pajak dan persyaratan yang harus 
dipenuhi. Misalnya, pengadaan formulir Faktur Pajak dapat diadakan atau 
dicetak sendiri oleh Pengusaha dengan bentuk, ukuran, dan persyaratan 
teknis administra� f lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (5)
Faktur Pajak merupakan buk�  pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai 
sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak 
harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus 
diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun 
untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang � dak diisi sesuai 
dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan 
Nilai yang tercantum di dalamnya � dak dapat dikreditkan sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat 
keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat 
ini disebut Faktur Pajak Standar.

Ayat (6)
Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), 
Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa 
digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar.

Ketentuan ini diperlukan karena:
a. Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh 

masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administra� f sebagai 
Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan � ket pesawat 
udara.

b. Untuk adanya buk�  pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan 
pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang 
menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar 
Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan 
sebagai Faktur Pajak.
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Ayat (5)
Faktur Pajak merupakan buk�  pungutan pajak dan dapat digunakan 
sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus 
diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang 
ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, 
keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi 
apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah. Faktur Pajak yang � dak diisi sesuai dengan ketentuan 
dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di 
dalamnya � dak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 
ayat (8) huruf f.

Ayat (6)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur 
Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam 
dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena:
a.  faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh 

masyarakat luas, seper�  kuitansi pembayaran telepon dan � ket 
pesawat udara;

b.  untuk adanya buk�  pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan 
pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang 
menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar 
Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari 
luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai 
Faktur Pajak; dan
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Ayat (7)
Faktur Pajak Sederhana juga merupakan buk�  pungutan pajak yang dibuat 
oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan  
Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan 
secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat 
menetapkan tanda buk�  penyerahan atau tanda buk�  pembayaran 
sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat:

a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Jenis dan kuantum;
c. Jumlah Harga Jual atau Penggan� an yang sudah termasuk pajak atau 

besarnya pajak dicantumkan secara terpisah;
d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.
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c.  terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau 
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Faktur Pajak yang dibetulkan adalah, antara lain, Faktur Pajak yang salah 
dalam pengisian atau salah dalam penulisan. Termasuk dalam penger� an 
salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan adalah, antara lain, 
adanya penyesuaian Harga Jual akibat berkurangnya kuan� tas atau 
kualitas Barang Kena Pajak yang wajar terjadi pada saat pengiriman.

Ayat (9)
Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, 
jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan 
dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi 
keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang 
Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor 
Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena 
Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian, walaupun 
Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan 
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Pasal 14

(1) Orang pribadi atau badan yang � dak dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.

(2) Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak 
yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.

Penjelasan Pasal 14

Ayat (1)
Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan 
membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan 
untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang � dak semes� nya.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar 
Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam 
Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan 
dengan Faktur Pajak � dak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya 
mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak 
atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur 
Pajak tersebut � dak memenuhi syarat material.

Pasal 14

(1) Orang pribadi atau badan yang � dak dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.

(2) Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak 
yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.

Penjelasan Pasal 14

Ayat (1)
Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan 
membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan 
untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang � dak semes� nya.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Dihapus.

Penjelasan Pasal 15

Ketentuan Pasal 15 yang mengatur tentang kewajiban melaporkan 
penghitungan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa 
dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 1994 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 15
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Pasal 15

Dihapus.

Penjelasan Pasal 15

Ketentuan Pasal 15 yang mengatur tentang kewajiban melaporkan 
penghitungan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa 
dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 1994 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 15A

(1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling 
lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

(2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling 
lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Penjelasan Pasal 15A

Dalam rangka memberikan kelonggaran waktu kepada Pengusaha Kena 
Pajak untuk menyetor kekurangan pembayaran pajak dan menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pasal ini mengatur 
secara khusus mengenai batas akhir pembayaran dan penyampaian Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang berbeda dengan yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang 
berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan/
atau keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini, 
Pengusaha Kena Pajak tetap dikenai sanksi administrasi sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.
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Pasal 16
Dihapus.

Penjelasan Pasal 16

Ketentuan Pasal 16 yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian 
kelebihan Pajak, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang nomor 
9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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Pasal 16
Dihapus.

Penjelasan Pasal 16

Ketentuan Pasal 16 yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian 
kelebihan Pajak, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang nomor 
9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB VA

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16A

(1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 
dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai.

(2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur 
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 16A

Ayat (1)
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB VA

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16A

(1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 
dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai.

(2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur 
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 16A

Ayat (1)
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

V
A
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Pasal 16B

(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang 
� dak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu 
atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah 
Pabean;

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak tertentu;

c. impor Barang Kena Pajak tertentu;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di 
dalam Daerah Pabean.

(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan 
atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya � dak dipungut 
Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan 
atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan 
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, � dak dapat dikreditkan.

Penjelasan Pasal 16B

Ayat (1)
Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang 
Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang 
sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam 
bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh 
pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu se� ap 
kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus 
mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya 
� dak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan 
tersebut.



145Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 8/1983 STDD No. 42/2009

Pasal 16B

(1) Pajak terutang � dak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan 
dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, 
untuk:

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah 
Pabean;

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak tertentu;

c. impor Barang Kena Pajak tertentu;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di 
dalam Daerah Pabean,

 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/
atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya � dak dipungut 
Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/
atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan 
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai � dak dapat dikreditkan.

Penjelasan Pasal 16B

Ayat (1)
Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang 
Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama 
terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang 
perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, se� ap 
kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus 
mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya 
� dak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan 
tersebut.
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Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk 
memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama 
untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas 
� nggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha 
dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta 
memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas 
untuk:
a.  mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan 

Berikat dan Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk 
pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk 
khusus untuk maksud tersebut;

b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-
negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;

c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan 
vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi 
Nasional;

d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian 
Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi 
wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;

e. menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Republik 
Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk 
mendukung pertahanan nasional;

f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu 
tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku 
pelajaran agama dengan harga yang rela� f terjangkau masyarakat;

g. mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;
h. menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat 

lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan 
rumah susun sederhana;

i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, 
air, dan udara;

j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya 
barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
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Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk 
memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama 
untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas � nggi dalam 
skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan 
daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar 
pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam Pasal ini diberikan terbatas 
untuk:
a.  mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat 

Penimbunan Berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam 
Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;

b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam 
bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah 
dira� fi kasi, serta kelaziman internasional lainnya; 

c.  mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan 
vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional;

d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian 
Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi 
wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;

e. menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik 
Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk 
mendukung pertahanan nasional;

f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu 
tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran 
agama dengan harga yang rela� f terjangkau masyarakat;

g. mendorong pembangunan tempat ibadah;
h. menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh 

masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat 
sederhana, dan rumah susun sederhana;

i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, 
air, dan udara;

j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya 
barang yang bersifat strategis, seper�  bahan baku kerajinan perak; 

k.  menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan 
hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;

l.  mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena 
Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;
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Ayat (2)
Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 
tetapi � dak dipungut diar� kan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan 
dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang 
mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan, dengan 
demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang akan tetapi � dak 
dipungut.

Contoh:
Pengusaha Kena Pajak “A” memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat 
fasilitas dari Negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas 
penyerahan Barang Kena Pajak tersebut � dak dipungut selamanya (� dak 
sekedar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak 
“A” menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai 
bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen 
biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak 
tersebut, Pengusaha Kena Pajak “A” membayar Pajak Pertambahan Nilai 
kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak 
“A” kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, maka Pajak 
Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, walaupun Pajak 
Keluaran tersebut nihil karena menikma�  fasilitas Pajak Pertambahan 
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m. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang 
ditetapkan sebagai bencana alam nasional;

n.  menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat; dan/atau

o.  menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong 
kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu 
yang � dak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang 
perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan 
dengan sarana transportasi yang tersedia sangat � nggi.

Ayat (2)
Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, 
tetapi � dak dipungut, diar� kan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan 
dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang 
mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan. Dengan 
demikian, Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang, tetapi � dak dipungut.

Contoh:
Pengusaha Kena Pajak A memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat 
fasilitas dari negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas 
penyerahan Barang Kena Pajak tersebut � dak dipungut selamanya (� dak 
sekadar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak 
A menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai 
bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen 
biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak 
tersebut, Pengusaha Kena Pajak A membayar Pajak Pertambahan Nilai 
kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak 
A kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan 
tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran walaupun Pajak Keluaran 
tersebut nihil karena menikma�  fasilitas Pajak Pertambahan Nilai � dak 
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Nilai � dak dipungut dari Negara berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (3)
Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa 
pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan 
� dak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan 
dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang 
memperoleh pembebasan tersebut � dak dapat dikreditkan.

Contoh:
Pengusaha Kena Pajak “B” memproduksi Barang Kena Pajak yang 
mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak 
tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak 
“B” menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai 
bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen 
biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak 
tersebut, Pengusaha Kena Pajak “B” membayar Pajak Pertambahan Nilai 
kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena 
Pajak “B” kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena � dak ada Pajak 
Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak Masukan 
tersebut menjadi � dak dapat dikreditkan

Pasal 16C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang 
dilakukan � dak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau 
badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan 
dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
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dipungut dari negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

Ayat (3)
Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa 
pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan 
� dak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan 
dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang 
memperoleh pembebasan tersebut � dak dapat dikreditkan.

Contoh: 
Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat 
fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak 
B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai 
bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen 
biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak 
tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai 
kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena 
Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena � dak ada Pajak Keluaran 
berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi 
� dak dapat dikreditkan.

Pasal 16C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang 
dilakukan � dak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau 
badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan 
dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
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Penjelasan Pasal 16C

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan � dak dalam kegiatan usaha atau 
pekerjaannya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan per� mbangan 
untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai.

Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka 
diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri 
Keuangan.

Pasal 16D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan ak� va oleh Pengusaha Kena 
Pajak yang menurut tujuan semula ak� va tersebut � dak untuk diperjualbelikan, 
sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat 
dikreditkan.

Penjelasan Pasal 16D

Penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau ak� va lain yang 
menurut tujuan semula � dak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena 
Pajak, dikenakan pajak sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu bahwa 
Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai 
ketentuan Undang-undang ini, dapat dikreditkan.

Dengan demikian, penyerahan ak� va tersebut � dak dikenakan pajak 
apabila Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehannya 
� dak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, 
kecuali jika � dak dapat dikreditkannya Pajak Pertambahan Nilai tersebut 
karena buk�  pengkreditannya � dak memenuhi persyaratan administra� f, 
misalnya Faktur Pajaknya � dak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
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Penjelasan Pasal 16C

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan � dak dalam kegiatan 
usaha atau pekerjaannya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan 
per� mbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai.

Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, 
maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan 
Menteri Keuangan.

Pasal 16D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa 
ak� va yang menurut tujuan semula � dak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha 
Kena Pajak, kecuali atas penyerahan ak� va yang Pajak Masukannya � dak dapat 
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Penjelasan Pasal 16D

Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, 
peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan 
semula � dak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai 
pajak. 

Namun, Pajak Pertambahan Nilai � dak dikenakan atas pengalihan Barang 
Kena Pajak yang � dak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan 
usaha dan pengalihan ak� va yang menurut tujuan semula � dak untuk 
diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan sta� on 
wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak 
Masukan atas perolehan ak� va tersebut � dak dapat dikreditkan.
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Pasal 16E

(1)  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar 
Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat 
diminta kembali.

(2)  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi syarat:
a.  nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;

b.  pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 
(satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan

c.  Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap 
di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang 
pribadi pemegang paspor luar negeri yang � dak mempunyai Nomor 
Pokok Wajib Pajak.

(3)  Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan 
Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui 
Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan.

(4)  Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:
a.  paspor;

b.  pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daerah Pabean; dan

c.  Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(5)  Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan 
kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.
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Penjelasan Pasal 16E

Ayat (1)
Dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk 
berkunjung ke Indonesia, kepada orang pribadi tersebut diberikan insen� f 
perpajakan. Insen� f tersebut berupa pengembalian Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas 
pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh 
orang pribadi tersebut ke luar Daerah Pabean. 

Ayat (2)
Barang Kena Pajak yang dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum 
orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia 
dianggap akan dikonsumsi di luar Daerah Pabean. Oleh karena itu, Faktur 
Pajak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta kembali Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipersyaratkan 
hanya untuk Faktur Pajak yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan 
Indonesia.

Bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang � dak mempunyai 
Nomor Pokok Wajib Pajak, Faktur Pajak yang dapat dipergunakan untuk 
meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah harus mencantumkan iden� tas berupa nama, nomor paspor, 
dan alamat lengkap orang pribadi tersebut di negara yang menerbitkan 
paspor.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16F

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab 
secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang � dak dapat menunjukkan 
buk�  bahwa pajak telah dibayar.
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Penjelasan Pasal 16F

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada 
pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah 
seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa 
bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila 
ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut � dak dapat ditagih kepada 
penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa � dak dapat 
menunjukkan buk�  telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual 
atau pemberi jasa.
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Hal-hal yang menyangkut penger� an dan tata cara pemungutan berkenaan 
dengan pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur 
dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-
undangan lainnya.

Penjelasan Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 17

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

KETENTUAN LAIN�LAIN
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Pasal 17

Penjelasan Pasal 17

Cukup jelas.

Hal-hal yang menyangkut penger� an dan tata cara pemungutan berkenaan 
dengan pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur 
dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-
undangan lainnya.

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

KETENTUAN LAIN�LAIN

V
I
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(1) Dengan berlakunya undang-undang ini :

a. Semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan 
impor Barang Kena Pajak yang telah dilakukan sebelum Undang-
undang ini berlaku, tetap terutang pajak menurut Undang-undang 
Pajak Penjualan 1951;

b. Selama peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum 
dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang � dak bertentangan 
dengan Undang-undang ini yang belum dicabut dan digan�  
dinyatakan masih berlaku .

(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 18

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Penjelasan Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Semua peraturan pelaksanaan yang ada, yang dikeluarkan dalam 
rangka pelaksanaan Undang-undang Pajak Penjualan 1951, yang � dak 
bertentangan dengan isi dan maksud Undang-undang ini, masih tetap 
berlaku selama belum dicabut dan digan�  dengan peraturan pelaksanaan 
yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang ini.

Ayat (2)
Ketentuan ayat (2) ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang � mbul 
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(1) Dengan berlakunya undang-undang ini :

a. Semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan 
impor Barang Kena Pajak yang telah dilakukan sebelum Undang-
undang ini berlaku, tetap terutang pajak menurut Undang-undang 
Pajak Penjualan 1951;

3. Selama peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum 
dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang � dak bertentangan 
dengan Undang-undang ini yang belum dicabut dan digan�  
dinyatakan masih berlaku .

(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 18

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Penjelasan Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Semua peraturan pelaksanaan yang ada, yang dikeluarkan dalam 
rangka pelaksanaan Undang-undang Pajak Penjualan 1951, yang � dak 
bertentangan dengan isi dan maksud Undang-undang ini, masih tetap 
berlaku selama belum dicabut dan digan�  dengan peraturan pelaksanaan 
yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang ini.

Ayat (2)
Ketentuan ayat (2) ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang � mbul 

V
II
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dalam masa peralihan sebagai akibat berlakunya Undang-undang tentang 
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah dan � dak berlakunya lagi Undang-undang Pajak Penjualan 1951, 
terhadap obyek pengenaan yang sama, seper�  :

- kontrak jangka panjang atau kontrak yang masa berlakunya melipu�  
dua masa undang-undang seper�  tersebut di atas;

- sisa Harga Jual atau Penggan� an yang belum dibayar;
- persediaan Barang yang belum ada Pajak Masukannya.

Dalam hal ini Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan 
pelaksanaan yang lain dari ketentuan tersebut pada ayat (1), untuk 
mengurangi ke� dakadilan dalam pembebanan pajak dan memperlancar 
pelaksanaan Undang-undang ini.
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dalam masa peralihan sebagai akibat berlakunya Undang-undang tentang 
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah dan � dak berlakunya lagi Undang-undang Pajak Penjualan 1951, 
terhadap obyek pengenaan yang sama, seper�  :

- kontrak jangka panjang atau kontrak yang masa berlakunya melipu�  
dua masa undang-undang seper�  tersebut di atas;

- sisa Harga Jual atau Penggan� an yang belum dibayar;
- persediaan Barang yang belum ada Pajak Masukannya.

Dalam hal ini Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan 
pelaksanaan yang lain dari ketentuan tersebut pada ayat (1), untuk 
mengurangi ke� dakadilan dalam pembebanan pajak dan memperlancar 
pelaksanaan Undang-undang ini.
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Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Penjelasan Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 
1984.

Penjelasan Pasal 20

Cukup jelas.
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Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Penjelasan Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Penjelasan Pasal 20

Cukup jelas.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 
1984.

V
III
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Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

� d
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

� d

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 150

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5069
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Pasal UU 8/1983 UU 11/1994 UU 18/2000 UU 42/2009

Pasal 1 √

Pasal 1A √

Pasal 2 √

Pasal 3 Dihapus

Pasal 3A √

Pasal 4 √

Pasal 4A √

Pasal 5 √

Pasal 5A √

Pasal 6 Dihapus

Pasal 7 √

Pasal 8 √

Pasal 8A √

Pasal 9 √

Pasal 10 √

Pasal 11 √

Pasal 12 √

Pasal 13 √

Pasal 14 √

Pasal 15 Dihapus

Pasal 15A √

Pasal 16 Dihapus

Pasal 16A √

Pasal 16B √

Pasal 16C √

Pasal 16D √

Pasal 16E √

Pasal 16F √

Pasal 17 √

Pasal 18 √

Pasal 19 √

TABEL PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (8) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara 
Pembetulan atau Penggan� an Faktur Pajak;

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN 
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai.

4. Faktur Pajak adalah buk�  pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 
Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak.

5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai 
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 2

(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk se� ap:

a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Nilai;
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b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat(1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan 
Nilai; dan/atau

d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa 
Kena Pajak;

b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran 
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum 
penyerahan Jasa Kena Pajak;

c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan 
sebagian tahap pekerjaan; atau

d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan tersendiri.

Pasal 3

(1)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak melipu�  
seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak 
dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan 
kalender.

(2)  Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan Faktur 
Pajak gabungan.

(3)  Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
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Pasal 4

(1) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling 
sedikit memuat:

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena 
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggan� an, dan 
potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur 
Pajak.

(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang 
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(3) Persyaratan yang harus dipenuhi dan keterangan yang harus dicantumkan 
dalam dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

(1)  Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, 
jelas, dan benar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4.

(2)  Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak yang � dak memenuhi 
persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(3)  Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang � dak 
memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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merupakan Pajak Masukan yang � dak dapat dikreditkan oleh Pengusaha 
Kena Pajak.

Pasal 6

(1)  Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepen� ngan 
Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan 
keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2)  Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 7

Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam 
Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan pengisiannya 
sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dipersamakan dengan Faktur 
Pajak.

Pasal 8

(1)  Atas Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah 
dalam penulisan, sehingga � dak memuat keterangan yang lengkap, 
jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak 
tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak penggan� .

(2)  Atas Faktur Pajak yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang 
menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut dapat 
membuat copy dari Faktur Pajak dan dibubuhi stempel dari kantor 
pelayanan pajak.

(3)  Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah 
diterbitkan, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak harus 
melakukan pembatalan Faktur Pajak.



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008178

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.  bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak;
b.  tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak;
c.  prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;
d.  tata cara pembetulan atau penggan� an Faktur Pajak; dan
e.  tata cara pembatalan Faktur Pajak, 
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2010

MENTERI KEUANGAN,
� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 94
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/PMK.03/2010

TENTANG

BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka lebih melindungi masyarakat yang berpenghasilan 
rendah dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan 
membangun sendiri perlu mengatur kembali batasan kegiatan 
membangun sendiri;

b.  bahwa berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16C Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan dan Tata 
Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun 
Sendiri;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN DAN TATA CARA 
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN 
SENDIRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.  Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggan� an, Nilai 
Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk 
menghitung pajak yang terutang.

2.  Surat Setoran Pajak adalah buk�  pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

(1)  Kegiatan membangun sendiri terutang Pajak Pertambahan Nilai.

(2)  Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang 
bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun 
sendiri.

(3)  Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan � dak dalam 
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kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang 
hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

(4)  Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satu atau lebih 
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu 
kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:

a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata 
atau bahan sejenis, dan/atau baja;

b. diperuntukkan bagi tempat � nggal atau tempat kegiatan usaha; dan

c. luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (� ga ratus meter persegi).

 

Pasal 3

(1)  Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan 
Dasar Pengenaan Pajak.

(2)  Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau 
yang dibayarkan untuk membangun bangunan, � dak termasuk harga 
perolehan tanah.

 

Pasal 4

(1)  Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun 
sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan.

(2)  Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap 
merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara 
tahapan-tahapan tersebut � dak lebih dari 2 (dua) tahun.

(3)  Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun 
sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Pasal 5

(1)  Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang dilakukan se� ap bulan 
sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 40% (empat puluh 
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persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang 
dibayarkan pada se� ap bulannya.

(2)  Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling 
lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

(3)  Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri 
wajib melaporkan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya melipu�  tempat 
bangunan tersebut dengan mempergunakan lembar ke� ga Surat 
Setoran Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya 
masa pajak.

Pasal 6

Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri 
� dak dapat dikreditkan.

Pasal 7

(1)  Dalam hal bangunan sebagai hasil kegiatan membangun sendiri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh pihak lain sebagai 
tempat � nggal atau tempat kegiatan usaha, orang pribadi atau badan 
yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib menyerahkan 
buk�  Surat Setoran Pajak asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan 
membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan 
tersebut.

(2)  Dalam hal orang pribadi atau badan yang membangun sendiri bangunan 
untuk digunakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) � dak 
dapat menunjukkan buk�  Surat Setoran Pajak asli Pajak Pertambahan 
Nilai atas kegiatan membangun sendiri, pihak lain yang menggunakan 
bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
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Pasal 8

Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak, pelaporan, dan pengawasan pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri diatur dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1.  Kegiatan membangun sendiri yang telah dimulai sebelum berlakunya 
Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum selesai pembangunannya, 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Tata Cara 
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri 
yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang 
Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan 
Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002.

2.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 tentang 
Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau 
Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan 
Sendiri atau Digunakan Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002, dicabut dan 
dinyatakan � dak berlaku.
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Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2010

MENTERI KEUANGAN,

� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 95
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN 
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN 
BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA 

PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang Undang Nomor 
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, 
dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, 
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA 
KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2.  Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai.

3.  Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

4.  Surat Setoran Pajak adalah buk�  pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan.

5.  Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai 
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

6.  Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang melipu�  wilayah 
darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu 
di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kon� nen yang di dalamnya berlaku 
Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
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Pasal 2

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak � dak 
berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean.

Pasal 3

(1)  Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena 
Pajak � dak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
dihitung dengan cara sebagai berikut:

a.  10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan 
atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan 
Barang Kena Pajak � dak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, jika 
dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan � dak 
termasuk Pajak Pertambahan Nilai; atau

b.  10/110 (sepuluh per seratus sepuluh) dikalikan dengan jumlah 
yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang 
menyerahkan Barang Kena Pajak � dak berwujud dan/atau Jasa 
Kena Pajak, jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya 
dibayarkan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Dalam hal � dak ditemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis 
untuk jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau ditemukan adanya kontrak atau perjanjian 
tertulis akan tetapi � dak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah 
kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 
Pertambahan Nilai yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) 
dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan 
kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak � dak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Pasal 4

Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 terjadi pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak � dak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut.



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008188

Pasal 5

(1)  Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak � dak berwujud dan/
atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari 
peris� wa-peris� wa di bawah ini:

a.  saat Barang Kena Pajak � dak berwujud dan/atau Jasa Kena 
Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang 
memanfaatkannya;

b.  saat harga perolehan Barang Kena Pajak � dak berwujud dan/atau 
Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang 
memanfaatkannya;

c.  saat harga jual Barang Kena Pajak � dak berwujud dan/atau 
penggan� an Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang 
menyerahkannya; atau

d.  saat harga perolehan Barang Kena Pajak � dak berwujud dan/atau 
Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya 
oleh pihak yang memanfaatkannya.

(2)  Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak � dak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) � dak diketahui, saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena 
Pajak � dak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain 
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

(1)  Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui 
Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran 
Pajak oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena 
Pajak � dak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, 
paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2)  Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan 
Surat Setoran Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
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mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dengan 
ketentuan pengisian sebagai berikut:

a.  pada kolom “Nama WP” dan “Alamat WP” diisi nama dan alamat 
orang pribadi atau badan yang bertempat � nggal atau berkedudukan 
di luar Daerah Pabean yang menyerahkan Barang Kena Pajak � dak 
berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean.

b.  pada kolom “NPWP” diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode Kantor 
Pelayanan Pajak diisi dengan kode Kantor Pelayanan Pajak dari 
pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak � dak berwujud dan/
atau Jasa Kena Pajak.

c.  pada kotak “Wajib Pajak/Penyetor” diisi nama dan Nomor Pokok 
Wajib Pajak pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak � dak 
berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.

Pasal 7

(1)  Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah 
disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan terutangnya 
pajak.

(2)  Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai laporan pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak � dak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

(3)  Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib 
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dengan mempergunakan lembar ke� ga Surat 
Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya melipu�  
tempat � nggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut 
paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

Pasal 8

Orang pribadi atau badan yang melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 
setelah melewa�  batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai 
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sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 568/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas 
Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari 
Luar Daerah Pabean, dicabut dan dinyatakan � dak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2010

MENTERI KEUANGAN,

� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 96
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG
DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA 

KENA PAJAK YANG DIBATALKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A ayat (3) Undang Undang Nomor 
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas 
Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa 
Kena Pajak yang Dibatalkan;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK 
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG 
DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK 
YANG DIBATALKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2.  Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

3.  Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang 
Undang Pajak Pertambahan Nilai.

4.  Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya 
menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau 
seharusnya membayar harga Barang kena Pajak tersebut.

5.  Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau 
seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar 
atau seharusnya membayar Penggan� an atas Jasa Kena Pajak tersebut.
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6.  Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena 
Pajak.

7.  Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena 
Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau 
ekspor Jasa Kena Pajak.

8.  Pengusaha Kena Pajak Penjual adalah Pengusaha Kena Pajak yang 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.

9.  Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak adalah Pengusaha Kena 
Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.

10.  Pengembalian Barang Kena Pajak adalah pengembalian Barang Kena Pajak 
baik sebagian maupun seluruhnya oleh Pembelian Barang Kena Pajak.

11.  Pembatalan Jasa Kena Pajak adalah pembatalan seluruhnya atau 
sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima Jasa 
Kena Pajak.

Pasal 2

(1)  Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan 
(retur) oleh Pembeli, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak 
yang dikembalikan tersebut dapat mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak 
Penjual dan mengurangi:

a.  Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli, dalam hal 
Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah 
dikreditkan;

b.  biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli, dalam 
hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut 
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� dak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah 
ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; 
atau

c.  biaya atau harta bagi Pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak 
dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak 
yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau 
telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta 
tersebut.

(2)  Dalam hal Jasa Kena Pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan, baik 
sebagian maupun seluruhnya oleh Penerima Jasa, Pajak Pertambahan 
Nilai dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak 
Keluaran yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena 
Pajak dan mengurangi:

1.  Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam 
hal Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah 
dikreditkan;

2.  biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam 
hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan 
tersebut � dak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau 
telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta 
tersebut; atau

3.  biaya atau harta bagi Penerima Jasa yang bukan Pengusaha Kena 
Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak 
yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau 
telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta 
tersebut.

(3)  Pengembalian Barang Kena Pajak dianggap � dak terjadi dalam hal 
Barang Kena Pajak yang dikembalikan digan�  dengan Barang Kena Pajak 
yang sama, baik dalam jumlah fi sik, jenis maupun harganya.

Pasal 3

(1)  Saat Pengembalian Barang Kena Pajak adalah saat Barang Kena Pajak 
tersebut dikembalikan oleh Pembeli.
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(2)  Saat Pembatalan Jasa Kena Pajak adalah saat dilakukannya pembatalan 
seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak 
Penerima Jasa.

Pasal 4

(1)  Dalam hal terjadi Pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pembeli harus membuat dan 
menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual.

(2)  Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus 
mencantumkan:

a. nomor urut nota retur;

b. nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak 
yang dikembalikan;

c. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli;

d. nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak 
Penjual;

e. jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang 
dikembalikan;

f.  Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang 
dikembalikan;

g. tanggal pembuatan nota retur; dan

h. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.

(3)  Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat 
Barang Kena Pajak dikembalikan.

(4)  Bentuk dan ukuran nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi Pembeli.

(5)  Contoh bentuk dan ukuran nota retur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
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(6)  Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit 
dalam rangkap 2 (dua) yaitu:

a.  lembar ke-1: untuk Pengusaha Kena Pajak Penjual;

b.  lembar ke-2: untuk arsip Pembeli.

(7)  Dalam hal Pembeli bukan Pengusaha Kena Pajak, nota retur dibuat paling 
sedikit dalam rangkap 3 (� ga), dan lembar ke-3 harus disampaikan ke 
Kantor Pelayanan Pajak tempat Pembeli terda� ar.

(8)  Pengembalian Barang Kena Pajak dianggap � dak terjadi dalam hal:

a.  nota retur � dak selengkapnya mencantumkan keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b.  nota retur � dak dibuat pada saat Barang Kena Pajak tersebut 
dikembalikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3); atau

c.  nota retur � dak disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (7).

Pasal 5

(1)  Dalam hal terjadi pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Penerima Jasa harus membuat dan 
menyampaikan nota pembatalan kepada Pengusaha Kena Pajak Pemberi 
Jasa Kena Pajak.

(2)  Nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
harus mencantumkan:

a.  nomor nota pembatalan;

b.  nomor, kode seri dan tanggal Faktur Pajak dari Jasa Kena Pajak 
yang dibatalkan;

c.  nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Penerima Jasa;

d.  nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak 
Pemberi Jasa Kena Pajak;

e.  jenis jasa dan jumlah penggan� an Jasa Kena Pajak yang 
dibatalkan;

f.  Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan;

g.  tanggal pembuatan nota pembatalan; dan
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h.  nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota 
pembatalan.

(3)  Nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat 
pada saat Jasa Kena Pajak dibatalkan.

(4)  Bentuk dan ukuran nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi Pembeli.

(5)  Contoh bentuk dan ukuran nota pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan 
Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(6)  Nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling 
sedikit dalam rangkap 2 (dua) yaitu:

a.  lembar ke-1: untuk Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena 
Pajak;

b.  lembar ke-2: untuk arsip Penerima Jasa.

(7)  Dalam hal Penerima Jasa bukan Pengusaha Kena Pajak, nota pembatalan 
dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 (� ga), dan lembar ke-3 harus 
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Penerima Jasa 
terda� ar.

(8)  Pembatalan Jasa Kena Pajak dianggap � dak terjadi dalam hal:

a.  nota pembatalan � dak selengkapnya mencantumkan keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b.  nota pembatalan � dak dibuat pada saat Jasa Kena Pajak dibatalkan 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); 
atau

c.  nota pembatalan � dak disampaikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7).

Pasal 6

(1)  Pengurangan Pajak Keluaran atau Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan/atau 
Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam Masa Pajak saat 
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terjadinya Pengembalian Barang Kena Pajak atau Pembatalan Jasa Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)  Pengurangan Pajak Masukan, pengurangan harta, atau pengurangan 
biaya, oleh Pembeli atau Penerima Jasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya 
pengembalian Barang Kena Pajak atau Pembatalan Jasa Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 596/ KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena 
Pajak yang Dikembalikan, dicabut dan dinyatakan � dak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN,
� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 141
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68/PMK.03/2010

TENTANG

BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
  

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
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Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4797);

4.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

(1)  Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto � dak lebih 
dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2)  Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha 
dalam rangka kegiatan usahanya.

(3)  Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban 
menyelenggarakan pembukuan, penger� an tahun buku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender.

Pasal 2

Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) � dak wajib 
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan 
� dak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai 
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atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang 
dilakukannya.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 � dak berlaku apabila 
pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 4

(1)  Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun 
buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi 
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2)  Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 
akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/
atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah).

Pasal 5

(1)  Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
� dak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan 
pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

(2)  Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak 
dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha 
dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto 
dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah).
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Pasal 6

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib 
memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.

Pasal 7

Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan 
jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun 
buku � dak melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Pengusaha 
Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak 
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003, dicabut dan dinyatakan � dak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2010
MENTERI KEUANGAN,

� d.

SRI MULYANI INDRAWATI
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Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 146
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PMK.03/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2010

TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK
YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih memberikan kepas� an perlakuan Pajak Pertambahan 
Nilai yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang dalam 
rangka ekspor Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai 
dengan tarif 0% (nol persen), perlu menyempurnakan ketentuan 
perlakuan Pajak Pertambahan Nilai untuk Jasa Maklon termasuk 
ketentuan pengkreditan Pajak Masukan yang terkait dengan ekspor 
barang hasil maklon sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis 
Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

b. bahwa berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan 
Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai;
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Mengingat :
 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan 
Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN 
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KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan NiIai adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2. Jasa adalah se� ap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan 
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, 
kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang 
dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan 
dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

3. Jasa Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian 
suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh 
pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan 
spesifi kasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah 
jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian 
atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada 
pengguna jasa.

4. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai.

5. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah se� ap kegiatan penyerahan Jasa Kena 
Pajak ke luar Daerah Pabean.

6. Penggan� an adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan 
Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud, tetapi � dak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 
yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan 
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa 
uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang 
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Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pasal 2

(1)  Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh 
Pengusaha Kena Pajak.

(2)  Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 
dengan Dasar Pengenaan Pajak.

(3)  Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah 0% (nol persen).

(4)  Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
Penggan� an.

Pasal 3

Batasan kegiatan Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan 
Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
a.  untuk Jasa Maklon:

1.  pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak berada di luar Daerah 
Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri serta � dak 
mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Penghasilan dan perubahannya;

2.  spesifi kasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima Jasa 
Kena Pajak;

3.  bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan 
penolong/pembantu yang akan diproses menjadi Barang Kena 
Pajak yang dihasilkan;

4.  kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima 
Jasa Kena Pajak; dan

5.  pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya 
berdasarkan permintaan pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak 
ke luar Daerah Pabean.
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b.  untuk selain Jasa Maklon:
1.  jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak yang 

dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau

2.  jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang � dak bergerak yang 
terletak di luar Daerah Pabean.

Pasal 4

Jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1.  Jasa Maklon yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;

2.  jasa perbaikan dan perawatan yang batasan kegiatannya memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1;

3.  jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan 
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan 
jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang batasan 
kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf b angka 2.

Pasal 5

(1)  Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak 
adalah pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.

(2)  Saat Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pada saat Penggan� an atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau 
diakui sebagai penghasilan.

Pasal 6

Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutang di 
tempat � nggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha 
dilakukan, atau tempat lain selain tempat � nggal atau tempat kedudukan dan/
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atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak.

Pasal 7

(1)  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa Kena Pajak wajib 
membuat Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak pada saat Ekspor Jasa 
Kena Pajak.

(2)  Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang dilampiri dengan invoice sebagai satu kesatuan yang � dak 
terpisahkan adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan 
dengan Faktur Pajak.

(3)  Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor 
Jasa Kena Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan 
bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

(1) Atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari kegiatan 
ekspor Jasa Maklon oleh Pengusaha Kena Pajak ekspor� r Jasa Maklon 
dilaporkan sebagai ekspor Barang Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Pajak Pertambahan Nilai atas:

a. perolehan Barang Kena Pajak;

b. perolehan Jasa Kena Pajak;

c. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 
Pabean;

d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; dan/atau

e. impor Barang Kena Pajak,

 merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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Pasal 9

Terhadap ekspor Jasa Kena Pajak baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan 
sebelum tanggal 1 April 2010,dan Penggan� an atas jasa yang diekspor tersebut 
dicatat atau diakui sebagai penghasilan pada atau setelah tanggal 1 April 2010, 
dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong, Jasa 
Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan 
� dak berlaku, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011

MENTERI KEUANGAN

� d.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011
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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 109
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PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN

EKSPOR JASA KENA PAJAK
 
EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD
       
NO. KODE       
Diisi  :  -  EJKP untuk ekspor Jasa Kena Pajak
    -  EBKP untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
       
NO. SERI       
Diisi  :  secara urut sesuai dengan tanggal kegiatan ekspor JKP/BKP Tidak 

Berwujud yang dilakukan

Bagian A  : EKSPORTIR JKP/BKP TIDAK BERWUJUD

NPWP
Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK
Diisi sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP.

ALAMAT, KELURAHAN/KECAMATAN, KOTA/KODE POS
Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu NPWP.

NOMOR TELEPON
Diisi sesuai dengan nomor telepon tempat kedudukan Wajib Pajak
 
Bagian B  :  PEMESAN/PENERIMA JKP/BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA
Diisi sesuai dengan nama penerima JKP/BKP Tidak Berwujud yang tercantum 
pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

ALAMAT DI LUAR NEGERI, NEGARA/KOTA/KODE POS
Diisi sesuai dengan alamat penerima jasa di negara tujuan ekspor JKP/BKP Tidak 
Berwujud yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.
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NOMOR TELEPON
Diisi sesuai dengan nomor telepon penerima JKP/BKP Tidak Berwujud di negara 
tujuan ekspor jasa yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

Bagian C :  JENIS JKP/BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR

C. I.  EKSPOR JKP

NAMA JKP
Diisi sesuai dengan nama JKP yang diekspor dan tercantum pada kontrak/
perjanjian dan/atau invoice.

UNTUK JASA MAKLON  :
NO. PEB
Diisi sesuai dengan nomor Pemberitahuan Ekspor Barang atas jenis barang 
yang melekat pada kegiatan ekspor JKP.

NO. NPE
Diisi sesuai dengan nomor Nota Pelayanan Ekspor atas jenis barang yang 
melekat pada kegiatan ekspor JKP.

DESKRIPSI JASA
Diisi dalam hal selain jasa maklon yang dipilih dan sesuai dengan keterangan 
jenis JKP yang diekspor dan jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor 
JKP tersebut.

NILAI PENGGANTIAN
Diisi sesuai dengan nilai penggan� an atas JKP yang diekspor yang tercantum 
pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN
Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak/perjanjian atas ekspor JKP.

NO. & TANGGAL INVOICE
Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal invoice atas ekspor JKP yang dilakukan.
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C. II.  EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA BKP TIDAK BERWUJUD
Diisi sesuai dengan nama BKP Tidak Berwujud yang diekspor dan tercantum 
pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

NILAI PENGGANTIAN
Diisi sesuai dengan nilai penggan� an atas BKP Tidak Berwujud yang diekspor 
yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice.

TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN
Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak/perjanjian atas ekspor BKP Tidak 
Berwujud.

NO. & TANGGAL INVOICE
Diisi sesuai dengan nomor & tanggal invoice atas ekspor BKP Tidak Berwujud 
yang dilakukan.

PERNYATAAN
Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan 
kelengkapan pengisian Formulir Ekspor Jasa Kena Pajak/Ekspor Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud. Apabila ternyata diisi dengan � dak benar dan atau 
� dak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.

TANGGAL PEMBERITAHUAN
Tanggal diisi sesuai dengan tanggal invoice.

TANDA TANGAN
Ditandatangani oleh pejabat pembuat dokumen tertentu yang dipersamakan 
dengan Faktur Pajak yang nama dan tandatangannya diberitahukan terlebih 
dahulu kepada kantor pelayanan pajak.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

   u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen
� d.
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Antonius Suharto
NIP 195404281974051001 

MENTERI KEUANGAN,  
� d.

SRI MULYANI INDRAWATI
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/PMK.03/2010

TENTANG

PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DIBERIKAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah 
yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO 
RENDAH YANG DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN 
PAJAK.

Pasal 1

Pengusaha Kena Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi ketentuan 
sebagai berikut :

a.  melakukan kegiatan :

1. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

2. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

3. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya � dak dipungut;

4. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau

5. ekspor Jasa Kena Pajak; dan

b. telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Pasal 2

(1)  Untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b harus memenuhi kriteria 
sebagai berikut :

a. Pengusaha Kena Pajak merupakan Perusahaan Terbuka yang 
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham 
disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

b.  Pengusaha Kena Pajak merupakan perusahaan yang saham 
mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/
atau Pemerintah Daerah; atau
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c.  produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, yang memenuhi persyaratan tertentu,

 yang � dak pernah dilakukan pemeriksaan buk�  permulaan dan/atau 
penyidikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

(2)  Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
melipu�  :

a. tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai selama 12 (dua belas) bulan terakhir,

b. nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun sebelumnya paling 
sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) adalah produksi sendiri; dan

c. Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak sebelumnya diaudit 
oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian 
atau Wajar Dengan Pengecualian.

Pasal 3

(1)  Untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, Pengusaha Kena Pajak 
harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri 
dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

a. keterangan dari instansi yang berwenang untuk pemenuhan 
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a atau 
huruf b; atau

b.  laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf c; dan

c. dokumen-dokumen lain yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

(3)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelengkapan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 
15 (lima belas) hari kerja sebelum dimulainya Masa Pajak Pengusaha 
Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

(4)  Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal 
Pajak dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan 
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diterima secara lengkap menerbitkan :

a.  keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko 
rendah; atau

b.  surat pemberitahuan bahwa permohonan � dak dapat diproses 
karena � dak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2.

(5)  Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) berakhir, Direktur Jenderal Pajak � dak menerbitkan surat keputusan 
atau surat pemberitahuan bahwa permohonan � dak dapat diproses 
berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap 
dikabulkan; dan

b. Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan 
penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah paling 
lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Surat keputusan penetapan atau surat pemberitahuan bahwa 
permohonan � dak dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diterbitkan setelah dilakukan peneli� an terhadap pemenuhan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(7)  Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 
a berlaku untuk 24 (dua puluh empat) Masa Pajak sejak Masa Pajak 
Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko 
rendah.

Pasal 4

(1) Apabila jangka waktu penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
berisiko rendah berakhir, Pengusaha Kena Pajak dapat menyampaikan 
permohonan kembali untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
berisiko rendah.

(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008 223

Pasal 5

(1)  Keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah 
dinyatakan � dak berlaku dalam hal :

a.  Pengusaha Kena Pajak dilakukan pemeriksaan buk�  permulaan 
atau penyidikan; atau

b.  Pengusaha Kena Pajak dilakukan pemeriksaan dan ternyata dari 
hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak � dak lagi 
memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) 
huruf b dan huruf c.

(2)  Penetapan Pengusaha Kena Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko 
rendah dinyatakan � dak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sejak :

a.  diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Buk�  Permulaan, 
dalam hal dilakukan pemeriksaan buk�  permulaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau

b.  ditandatanganinya berita acara hasil pemeriksaan, dalam hal 
terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3)  Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pemberitahuan 
pencabutan penetapan Pengusaha Kena Pajak sebagai Pengusaha Kena 
Pajak berisiko rendah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai :

a.  tata cara penyampaian permohonan;

b.  tata cara penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah;

c.  tata cara pemberitahuan bahwa permohonan � dak dapat diproses 
karena � dak memenuhi ketentuan;

d.  tata cara pemberitahuan pencabutan penetapan Pengusaha Kena Pajak 
sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
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Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN,
� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 154
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN 

ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
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3.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN 
KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.  Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang 
selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2.  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disebut 
Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

3.  Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang PPN.

4.  Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai 
pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
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5.  Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang melipu�  Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar.

6.  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan Pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya � dak terutang.

7. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah 
surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan 
kelebihan Pajak untuk Wajib Pajak Tertentu.

8.  Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena 
Pajak.

9.  Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang 
dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-Undang KUP.

Pasal 2

(1)  Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan 
Pajakyang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

(2)  Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.  Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu 
Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a), ayat 
(4b) dan ayat (4c) Undang-Undang PPN; atau

b.  Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena 
Pajak yang tergolong mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang PPN, dalam hal ekspor 
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

(3)  Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 
atas kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir 
tahun buku.

(4)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3), atas kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diajukan permohonan pengembalian pada se� ap Masa Pajak oleh:

a.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 
Berwujud;

b.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai;

c.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Pertambahan Nilainya � dak dipungut;

d.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud;

e.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; 
dan/atau

f.  Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN.

(5) Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari 
kewajiban menyelenggarakan pembukuan, penger� an tahun buku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tahun kalender.

Pasal 3

(1) Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan Pajak dengan menggunakan:

a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang 
mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak 
dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (res� tusi)”; atau

b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan 
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(res� tusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 
Nilai � dak diisi atau � dak mencantumkan tanda permohonan 
pengembalian kelebihan Pajak.

(2)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan Pajak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak 
berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-
Undang PPN juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak kriteria 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang 
KUP atau sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP, 
Pengusaha Kena Pajak tersebut diperlakukan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak berisiko rendah.

(3)  Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

(4)  Permohonan pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa 
Pajak.

Pasal 4

(1)  Permohonan pengembalian kelebihan Pajak dapat diproses melalui 
peneli� an atau pemeriksaan.

(2)  Peneli� an dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan 
Pajak yang diajukan oleh:

a.  Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP;

b.  Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP; 
atau

c.  Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

(3)  Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan 
Pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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BAB II

PENELITIAN

Pasal 5

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan peneli� an atas permohonan 
pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus menerbitkan Surat 
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Pasal 6

Peneli� an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai ketentuan 
sebagai berikut:

a.  Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Pajak disampaikan oleh 
Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf a, peneli� an dilakukan berdasarkan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP;

b.  Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Pajak disampaikan 
oleh Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, peneli� an 
dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17D 
Undang-Undang KUP;

c.  Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Pajak disampaikan oleh 
Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf c, peneli� an dilakukan terhadap:

1.  kebenaran pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang PPN;

2.  kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;

3.  kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; dan

4.  kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib 
Pajak. 
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Pasal 7

(1)  Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling 
lama 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan Pajak.

(2)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
lewat dan Direktur Jenderal Pajak � dak menerbitkan Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, permohonan pengembalian 
kelebihan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus diterbitkan paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berakhir.

(3)  Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan pengembalian 
kelebihan Pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C, � dak diterbitkan apabila:

a.  hasil peneli� an menyatakan Pengusaha Kena Pajak � dak memenuhi 
ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e Undang- Undang PPN;

b.  hasil peneli� an menyatakan � dak lebih bayar;

c.  lampiran Surat Pemberitahuan � dak lengkap; dan/atau

d.  pembayaran Pajak � dak benar.

(4)  Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pajak � dak diterbitkan, kepada Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan pemberitahuan 
secara tertulis dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan 
bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(5)  Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
� dak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan 
pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP.
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BAB III

PEMERIKSAAN

Pasal 8

(1)  Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan 
pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (3) harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua 
belas) bulansejak permohonan pengembalian kelebihan Pajak diterima.

(2)  Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) � dak berlaku dalam hal terhadap Pengusaha Kena Pajak sedang 
dilakukanpemeriksaan buk�  permulaan � ndak pidana di bidang 
perpajakan.

Pasal 9

(1)  Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan 
kelebihan Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada Pengusaha 
Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(4c) Undang-Undang PPN, Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP, 
atau Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17DUndang-Undang KUP.

(2)  Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pengusaha 
Kena Pajak kriteria tertentu atau Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi 
persyaratan tertentu wajib membayar jumlah kekurangan Pajak 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17C ayat(5) atau Pasal 17D ayat (5) Undang-
Undang KUP.

(3)  Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pengusaha 
Kena Pajak berisiko rendah wajib membayar jumlah kekurangan Pajak 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
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persen) per bulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dari jumlah 
kekurangan pembayaran Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (2) Undang-Undang KUP.

Pasal 10

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang disampaikan 
oleh:

1.  Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN;

2.  Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17C Undang-Undang KUP; atau

3.  Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP,

melipu�  kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelum 
Pengusaha Kena Pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Direktur Jenderal Pajak wajib melakukan 
pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
yang menyatakan kelebihan pembayaran yang dikompensasikan tersebut.

Pasal 11

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.
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Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN

� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 155
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/PMK.03/2010

TENTANG

PENUNJUKAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA 
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN KONTRAKTOR ATAU 

PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, 
DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG 

MEWAH, SERTA TATA CARA
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang 
Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, 
Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, 
Penyetoran, dan Pelaporannya;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN KONTRAKTOR 
KONTRAK KERJA SAMA PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN 
KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN 
SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN 
MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA 
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1.  Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah:

a. kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi; 
dan

b. kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan 
sumber daya panas bumi, 

 yang melipu�  kantor pusat, cabang, maupun unitnya.

2.  Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor atau 
Pemegang Kuasa/Pemegang Izin.
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3.  Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggan� an, atau nilai 
lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan 
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah yang terutang.

Pasal 2

Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin ditunjuk sebagai pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 
Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang 
Izin dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/
Pemegang Izin.

Pasal 4

(1)  Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Kontraktor 
atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah sebesar 10% (sepuluh 
persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

(2)  Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang Pajak 
Pertambahan Nilai juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
maka jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang harus dipungut 
oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah sebesar 
tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dikalikan dengan 
Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 5

(1)  Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah � dak dipungut oleh Kontraktor atau 
Pemegang Kuasa/Pemegang Izin dalam hal:
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a.  pembayaran yang jumlahnya paling banyak 
Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan � dak merupakan 
pembayaran yang terpecah-pecah;

b.  pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 
Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di 
bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai 
� dak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai;

c.  pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan 
bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);

d.  pembayaran atas rekening telepon;

e.  pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh 
perusahaan penerbangan; dan/atau

f.  pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang 
menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan 
� dak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2)  Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipungut, 
disetor, dan dilaporkan oleh Rekanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

(1)  Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk se� ap penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor atau Pemegang 
Kuasa/Pemegang Izin.

(2)  Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada 
saat:
a.  penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak;
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b.  penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran 
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum 
penyerahan Jasa Kena Pajak; atau

c.  penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian 
tahap pekerjaan.

 

Pasal 7

(1)  Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 dilakukan paling lama pada saat:

a.  penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak;

b.  penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran 
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum 
penyerahan Jasa Kena Pajak; atau

c.  penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian 
tahap pekerjaan.

(2)  Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin wajib menyetorkan 
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank 
Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah 
Masa Pajak berakhir.

(3)  Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin wajib melaporkan Pajak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak 
tempat Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin terda� ar paling 
lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

(4)  Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai.
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Pasal 8

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/
atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian 
kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengusahaan 
pertambangan minyak dan gas bumi sebelum tanggal 1 April 2010 dan Faktur 
Pajaknya diterbitkan pada tanggal 1 April 2010 atau sesudahnya, berlaku 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan 
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan 
bagian � dak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian 
Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, 
Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, 
dicabut dan dinyatakan � dak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN

� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

� d

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 156
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PMK.03/2010

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI

PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1.  bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur bahwa 
besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Pengusaha Kena Pajak 
yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun � dak melebihi jumlah 
tertentu, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan Pajak Masukan;

2.  bahwa berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7b) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman 
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak 
yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu. 

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN 
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG 
MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU.

Pasal 1

1.  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2.  Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa 
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

3.  Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai 
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
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4.  Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena 
Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau 
ekspor Jasa Kena Pajak.

5.  Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggan� an, Nilai 
Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk 
menghitung pajak yang terutang.

6.  Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang 
dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan Pajak Masukan adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai 
peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku � dak melebihi Rp 1.800.000.000,00 
(satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 3

(1)  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat 
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan 
apabila memenuhi syarat :

a.  mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya 
� dak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta 
rupiah) untuk se� ap 1 (satu) tahun buku; atau

b.  Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2)  Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari 
kewajiban menyelenggarakan pembukuan, penger� an tahun buku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tahun kalender.
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Pasal 4

(1)  Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan Pajak Masukan wajib beralih menggunakan mekanisme 
pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran mulai Masa Pajak 
berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp 1.800.000.000,00 
(satu miliar delapan ratus juta rupiah).

(2)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
� dak melakukan penghitungan pajak terutang menggunakan mekanisme 
pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak 
berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp 1.800.000.000,00 
(satu miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dikenai 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan.

(3)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menggunakan mekanisme pengkreditan 
Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan adalah Pajak Masukan mulai Masa Pajak saat digunakannya 
mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Pengusaha Kena Pajak yang telah menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak 
Masukan dengan Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat 
kembali menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan 
apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf a.

Pasal 6

(1)  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 
bermaksud menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 
Masukan harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan paling lama:
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a.  pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama dalam tahun buku 
dimulainya penggunaan Pedoman Penghitungan Pengkreditan 
Pajak Masukan, bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;

b.  pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak saat dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (1) huruf b.

(2)  Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan Pajak Masukan harus melaksanakan secara taat asas dalam 
1 (satu) tahun buku, sepanjang peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun 
buku � dak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta 
rupiah).

Pasal 7

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan 
pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, yaitu sebesar :

a. 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa 
Kena Pajak; atau

b. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang 
Kena Pajak.

Pasal 8

(1)  Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan 
cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan 
Pajak.

(2)  Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
jumlah peredaran usaha.
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Pasal 9

Pajak Pertambahan Nilai yang wajib disetor pada se� ap Masa Pajak dihitung 
dengan cara Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
dikurangi dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7, sehingga :

a.  bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sama dengan 4% 
(empat persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2);

b.  bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah sama dengan 
3% (� ga persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan Pajak Masukan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan ini � dak dapat membebankan Pajak Pertambahan Nilai atas 
perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai biaya untuk 
penghitungan Pajak Penghasilan.

Pasal 11

Dalam hal terjadi retur, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikembalikan atau diretur oleh pembeli, 
mengurangi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pengusaha Kena 
Pajak penjual dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena Pajak sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
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Pasal 12

(1)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman 
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan memilih beralih 
menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan 
Pajak Keluaran, Pengusaha Kena Pajak hanya diperbolehkan mulai 
menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak 
Keluaran pada Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya.

(2)  Pengusaha Kena Pajak yang memilih beralih menggunakan mekanisme 
pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan 
paling lama pada batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama dalam tahun buku 
dimulainya penggunaan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan 
dengan Pajak Keluaran.

(3)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mulai menggunakan mekanisme 
pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan mulai Masa Pajak pertama 
tahun buku dimulainya penggunaan mekanisme pengkreditan Pajak 
Masukan dengan Pajak Keluaran.

Pasal 13

(1)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pembetulan Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak tertentu 
dalam periode tahun buku yang menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan Pajak Masukan, dan mengakibatkan peredaran usaha tahun 
buku yang bersangkutan menjadi lebih besar dari Rp 1.800.000.000,00 
(satu miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak wajib 
menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak 
Keluaran.

(2)  Kewajiban menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan 
dengan Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
mulai Masa Pajak setelah Masa Pajak yang peredaran usahanya menjadi 
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lebih besar dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta 
rupiah).

(3)  Penggunaan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak 
Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 
pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa 
Pajak setelah Masa Pajak yang peredaran usahanya menjadi lebih 
besar dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang 
pengkreditan Pajak Masukannya menggunakan pedoman pengkreditan Pajak 
Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7a) Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai, � dak diperkenankan menggunakan Pedoman Penghitungan 
Pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, bagi Pengusaha Kena Pajak 
yang telah menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2008 tentang 
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena 
Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan 
Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebelum berlakunya Peraturan Menteri 
Keuangan ini, yang belum berakhir tahun buku, harus menggunakan pedoman 
penghitungan pengembalian Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan ini.
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Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak 
Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa 
Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih 
Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan 
Neto, dicabut dan dinyatakan � dak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN,

� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 157
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/PMK.03/2010

TENTANG

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan 
Pajak.

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR 
PENGENAAN PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.  Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009.

2.  Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009.

3.  Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak.

4.  Penggan� an adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan 
Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud, tetapi � dak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang 
dipungut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan potongan harga yang 
dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar 
atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa 
Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari 
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
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Pasal 2

Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :
a.  untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 

adalah Harga Jual atau Penggan� an setelah dikurangi laba kotor;

b.  untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak adalah Harga Jual atau Penggan� an setelah dikurangi laba kotor;

c.  untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan 
harga jual rata-rata;

d.  untuk penyerahan fi lm cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul 
fi lm;

e.  untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual 
eceran;

f.  untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau ak� va yang 
menurut tujuan semula � dak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa 
pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;

g.  untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau 
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah 
harga pokok penjualan atau harga perolehan;

h.  untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah 
harga yang disepaka�  antara pedagang perantara dengan pembeli;

i.  untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga 
lelang;

j.  untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) 
dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau

k.  untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 
10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya 
ditagih.

Pasal 3

Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha 
jasa pengiriman paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dan oleh 
pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf k � dak dapat dikreditkan.
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Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan perkiraan harga jual rata-
rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, perkiraan hasil rata-
rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan harga jual eceran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dalam rangka penerapan Nilai 
Lain, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan 
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
251/KMK.03/2002, dicabut dan dinyatakan � dak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN,

� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

� d.

PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 158
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN 
KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG 

PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16E Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, diatur bahwa 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar 
Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat 
diminta kembali;

2.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009, diatur bahwa orang pribadi yang bukan subjek pajak 
dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam 
daerah pabean yang � dak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan 
pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar;

3.  bahwa berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16E Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009 dan ketentuan Pasal 17E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
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2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan 
Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4738);

7.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
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8.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang 
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara;

9.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul 
Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN 
PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG 
BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Penger� an

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1.  Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, yang selanjutnya disebut 

Orang Pribadi, adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan 
oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut:

a. bukan Warga Negara Indonesia atau bukan permanent resident of 
Indonesia, yang � nggal atau berada di Indonesia � dak lebih dari 2 
(dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau

b. bukan kru dari maskapai penerbangan.

2.  Barang Bawaan adalah Barang Kena Pajak yang dibeli oleh Orang 
Pribadi dari Toko Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean oleh yang 
bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, 
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melalui bandar udara.

3.  Toko Retail adalah toko yang menjual Barang Kena Pajak di dalam 
Daerah Pabean dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 
serta berpar� sipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan 
Nilai kepada Orang Pribadi, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

4.  Unit Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara adalah 
unit khusus dari Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari Konter 
Pemeriksaan Barang Bawaan dan Konter Pembayaran, yang lokasi 
kerjanya melipu�  suatu tempat sebelum check in counter dan suatu 
tempat setelah konter pemeriksaan imigrasi, dan bertugas memproses 
permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Orang 
Pribadi.

5.  Konter Pemeriksaan Barang Bawaan adalah bagian dari Unit Pelaksana 
Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang bertugas memeriksa 
Barang Bawaan.

6.  Konter Pembayaran adalah bagian dari Unit Pelaksana Res� tusi Pajak 
Pertambahan Nilai Bandar Udara yang bertugas mengembalikan Pajak 
Pertambahan Nilai untuk jumlah paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah 
dibayar oleh Orang Pribadi.

7.  Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya membawahi bandar 
udara.

8.  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut 
KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja 
KPP.

9.  Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan cash 
register/struk pembayaran/ invoice sebagai satu kesatuan yang � dak 
terpisahkan, yang diterbitkan oleh Toko Retail atas pembelian Barang 
Bawaan yang Pajak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh 
Orang Pribadi.

10  Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 
Pertambahan Nilai adalah dokumen yang menyatakan jumlah Pajak 
Pertambahan Nilai yang dapat dikembalikan kepada Orang Pribadi.
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11.  Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran 
hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan 
kerja yang � dak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran 
langsung.

12.  Uang Muka Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai adalah UP untuk membayar 
pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Orang Pribadi.

13.  Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 
kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

14.  Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara yang bertugas 
membantu Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran 
kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

15.  Pemegang Uang Muka Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai adalah 
Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditempatkan pada Unit 
Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang 
melakukan pembayaran res� tusi Pajak Pertambahan Nilai.

16.  Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut 
SPM UP adalah SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang dananya dipergunakan sebagai UP 
untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

17.  SPM UP Pengembalian adalah SPM UP yang diterbitkan untuk membayar 
Uang Muka Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai.

18.  Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang 
selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk 
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

19.  Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disebut 
SPMKP adalah surat perintah kepada Bendahara Umum Negara atau 
kuasanya untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang 
ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN, sebagai dasar 
pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Orang 
Pribadi.
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20.  Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 
surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara 
Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1)  Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Bawaan dari Toko Retail 
yang sudah dibayar oleh Orang Pribadi dapat dikembalikan kepada 
Orang Pribadi.

(2)  Perolehan Barang Bawaan yang dapat dikembalikan Pajak Pertambahan 
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perolehan Barang 
Bawaan sejak tanggal 1 April 2010.

Pasal 3

(1)  Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Bawaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan atas 
permintaan Orang Pribadi berkenaan.

(2)  Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Bawaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang � dak dapat diminta kembali adalah Pajak 
Pertambahan Nilai atas perolehan:

a.  makanan, minuman, produk-produk tembakau;

b.  senjata api dan bahan peledak; dan

c.  barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat.

(3)  Permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Orang Pribadi meninggalkan 
Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui 
Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara.

(4)  Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bandar udara 
tempat keberangkatan Orang Pribadi, yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008264

BAB II

PERMINTAAN PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ORANG PRIBADI

Pasal 4

(1)  Permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 
Barang Bawaan dilakukan oleh Orang Pribadi dengan terlebih dahulu 
memberitahukan kepada Toko Retail dan menunjukkan Paspor Luar 
Negeri yang dipegangnya.

(2)  Toko Retail yang menyerahkan Barang Bawaan harus menerbitkan 
Faktur Pajak Khusus untuk Orang Pribadi dengan menggunakan format 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan 
ini, yang dibuat dalam rangkap 3 (� ga) dengan peruntukan sebagai 
berikut:

a.  lembar kesatu, untuk Orang Pribadi;

b.  lembar kedua, untuk Unit Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan 
Nilai Bandar Udara melalui Orang Pribadi;

c.  lembar ke� ga, untuk arsip Toko Retail.

(3)  Faktur Pajak Khusus atas pembelian Barang Bawaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Pasal 13 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya, 
dengan ketentuan pengisian sebagai berikut: 

a.  pada kolom “Nomor Pokok Wajib Pajak” diisi dengan nomor Paspor 
Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya;

b.  pada kolom “alamat pembeli” diisi dengan alamat lengkap Orang 
Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya.

(4)  Faktur Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian Pajak Pertambahan 
Nilai dengan membubuhi tanda pada kolom permohonan pengembalian 
Pajak Pertambahan Nilai yang dibubuhi tanda tangan Orang Pribadi, dan 
kasir Toko Retail yang diberi stempel Toko Retail.
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Pasal 5

Toko Retail menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 
Nilai atas seluruh penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukannya, termasuk 
penyerahan Barang Bawaan kepada Orang Pribadi, sesuai ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya.

Pasal 6

(1)  Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diminta kembali sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

a.  nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah);

b.  pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 
(satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.

(2)  Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diminta kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum 
dalam 1 (satu) Faktur Pajak Khusus dari 1 (satu) Toko Retail pada 1 (satu) 
tanggal yang sama.

Pasal 7

(1)  Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dilakukan pada saat Orang Pribadi meninggalkan Indonesia 
melalui bandar udara.

(2)  Orang Pribadi menyampaikan Faktur Pajak Khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui 
Unit Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara, dengan 
menunjukkan:

a. dokumen pendukung yang melipu� :

1)  Paspor Luar Negeri; dan
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2)  Tiket atau pas naik pesawat untuk keberangkatan Orang Pribadi 
ke luar Daerah Pabean;

b. Barang Bawaan yang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehannya 
dimintakan kembali.

BAB III

PENYELESAIAN PERMINTAAN PENGEMBALIAN PAJAK 
PERTAMBAHAN

NILAI ORANG PRIBADI

Bagian Kesatu
Cara Pembayaran Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi

Pasal 8

(1)  Pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi 
dilakukan secara langsung melalui penerbitan SPMKP ke rekening Orang 
Pribadi.

(2)  Pengecualian dari ketentuan pembayaran tersebut pada ayat (1) dapat 
diberikan untuk pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai 
Orang Pribadi yang nilai pembayarannya paling sedikit Rp500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah).

(3)  Pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tunai dalam mata uang 
Rupiah.

Bagian Kedua
Pengujian Permintaan Pengembalian

Pasal 9

(1)  Direktur Jenderal Pajak melakukan pencocokan jenis dan jumlah Barang 
Bawaan dengan Faktur Pajak Khusus.
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(2)  Pencocokan jenis dan jumlah Barang Bawaan dengan Faktur Pajak 
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas 
Konter Pemeriksaan Barang Bawaan.

Pasal 10

(1)  Apabila hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 
menunjukkan kesesuaian seluruhnya atau sebagian dan permohonan 
Orang Pribadi disetujui seluruhnya atau sebagian, petugas Konter 
Pemeriksaan Barang Bawaan memberikan tanda endorsement pada 
Faktur Pajak Khusus menggunakan format sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)  Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Bawaan ditolak 
dalam hal :

a.  Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian adalah 
atas perolehan Barang Bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (2);

b. Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian � dak 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/
atau.

 c.  Orang Pribadi yang meminta pengembalian � dak dapat memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(3) Dalam hal permohonan Orang Pribadi ditolak, Petugas Konter 
Pemeriksaan Barang Bawaan memberikan tanda penolakan pada Faktur 
Pajak Khusus menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini, dan mengembalikan Faktur 
Pajak Khusus tersebut kepada Orang Pribadi.

Pasal 11

(1)  Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) dan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit 
Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara memproses 
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
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(2)  Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui untuk dikembalikan 
paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Petugas Konter Pemeriksaan Barang 
Bawaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. menerbitkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai menggunakan format 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri 
Keuangan ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan 
sebagai berikut:

  1) lembar kesatu untuk KPP;

  2) lembar kedua untuk Orang Pribadi;

  3) lembar ke� ga untuk arsip Unit Pelaksana Res� tusi Pajak 
Pertambahan Nilai Bandar Udara;

b.  menyerahkan Faktur Pajak Khusus yang telah di endorse dan 
Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 
Pertambahan Nilai ke Konter Pembayaran.

(3)  Berdasarkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
Konter Pembayaran melakukan pembayaran secara tunai dengan mata 
uang Rupiah.

(4)  Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui untuk dikembalikan 
melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Petugas Konter Pemeriksaan 
Barang Bawaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.  meminta kepada Orang Pribadi nomor rekening, nama bank tujuan 
transfer dan mata uang yang dikehendaki untuk dicantumkan pada 
Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 
Pertambahan Nilai;

b.  menerbitkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, yang dibuat dalam rangkap 
3 (� ga) dengan peruntukan sebagai berikut:

1) lembar kesatu untuk KPP;

2) lembar kedua untuk Orang Pribadi;

3) lembar ke� ga untuk arsip Unit Pelaksana Res� tusi Pajak 
Pertambahan Nilai Bandar Udara;
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c.  mengirimkan berkas permohonan pengembalian yang terdiri dari 
Faktur Pajak Khusus yang telah di-endorse dan Nota Persetujuan 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai 
sebagaimana dimaksud pada huruf b ke KPP paling lambat hari 
kerja berikutnya.

(5)  Penyelesaian pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 12

(1)  Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui untuk dikembalikan 
melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (4) dan Orang Pribadi:

a. � dak dapat menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a; atau

b. menghendaki pengembalian secara tunai dalam mata uang 
rupiah, 

 maka Konter Pembayaran membayar pengembalian Pajak Pertambahan 
Nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dalam mata 
uang Rupiah.

(2)  Atas selisih lebih Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui untuk 
dikembalikan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan sebesar 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
� dak dikembalikan kepada Orang Pribadi.

Bagian Ke� ga
Penyediaan Uang Muka Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 13

(1)  Pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 12 ayat (1) 
dilakukan oleh Pemegang Uang Muka Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai 
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yang ditempatkan pada Unit Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan 
Nilai Bandar Udara.

(2)  Pemegang Uang Muka Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala KPP dan bertanggung 
jawab kepada Bendahara Pengeluaran KPP tersebut.

Pasal 14

(1)  Dalam rangka penyediaan uang untuk Uang Muka Res� tusi Pajak 
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), KPP 
menerbitkan SPM UP Pengembalian (kode Akun 825115 Pengeluaran 
Uang Persediaan Pengembalian (Res� tusi) Pajak sesuai peraturan 
perundang-undangan.

(2)  Penerbitan SPM UP Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan atas dasar perkiraan pengeluaran yang dibuat Direktorat 
Jenderal Pajak.

(3)  Penyediaan UP untuk Uang Muka Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai 
(kode Akun 825115) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sebesar rencana kebutuhan pembayaran pengembalian secara tunai 
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 15

(1)  Atas pembayaran pengembalian secara tunai, KPP wajib 
mempertanggungjawabkan penggunaannya dengan menerbitkan 
SPMKP.

(2)  KPP menerbitkan SPMKP berdasarkan realisasi pembayaran 
pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 dan Pasal 14.

(3)  Penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian

Pasal 16

(1)  Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(4) huruf c, KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling 
lama 3 (� ga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari 
Unit Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara.

(2)  Setelah menerbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPP 
membuat Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
Pajak menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam LampiranV 
Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3)  Berdasarkan Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
Pajak, KPP menerbitkan SKPKPP menggunakan format sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini, paling 
lama 3 (� ga) hari kerja sejak diterbitkannya SKPLB.

(4)  SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 
(dua) dengan peruntukan sebagai berikut:

a.  lembar kesatu untuk KPPN;

b.  lembar kedua untuk arsip KPP.

(5)  Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan 
SPMKP dalam rangkap 3 (� ga) dengan menggunakan format SPMKP 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri 
Keuangan ini, yang peruntukannya:

a.  lembar kesatu dan lembar kedua untuk KPPN;

b.  lembar ke� ga untuk arsip KPP.

(6)  SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke KPPN 
dengan surat pengantar khusus sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini, paling lama 3 (� ga) hari 
kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SPMKP.
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Pasal 17

(1)  Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), 
Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D sesuai 
peraturan perundang-undangan.

(2)  Pembayaran pengembalian atas dasar SP2D sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang Rupiah.

(3)  Biaya konversi dari mata uang Rupiah ke mata uang asing dan biaya 
transfer dari Bank Operasional 1 ke rekening Orang Pribadi atas 
pembayaran pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditanggung oleh Orang Pribadi berkenaan.

Pasal 18

(1)  Dalam hal Orang Pribadi meminta pengembalian dalam mata uang selain 
Rupiah, Bank Operasional 1 melakukan konversi atas nilai pengembalian 
sebagaimana tersebut dalam SP2D ke dalam nilai mata uang berkenaan 
sesuai tanggal valuta.

(2)  Pelaksanaan konversi atas nilai pengembalian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan atas dasar kurs valuta yang berlaku pada Bank 
Operasional I berkenaan.

Bagian Kelima
Penyediaan Uang Muka Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai Pada

Pergan� an Tahun Anggaran

Pasal 19

(1)  KPP pada se� ap akhir tahun anggaran harus menyetorkan kembali sisa 
uang persediaan yang masih berada dalam pengelolaannya.

(2)  Dalam hal penyetoran � dak dapat dilakukan hingga tahun anggaran 
berakhir, sisa uang persediaan pengembalian yang masih berada dalam 
pengelolaan KPP diperhitungkan dengan pemberian uang persediaan 
pengembalian tahun berikutnya.
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(3)  Atas realisasi pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang 
telah dilakukan hingga tanggal 31 Desember, KPP wajib melakukan 
penerbitan SPMKP atas pengeluaran pengembalian tersebut.

(4)  Penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran 
berkenaan.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Uang Muka Res� tusi Pajak 
Pertambahan Nilai pada pergan� an tahun anggaran diatur dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN

PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pasal 20

(1)  Atas pelaksanaan pembayaran pengembalian setoran Pajak Pertambahan 
Nilai kepada Orang Pribadi yang dilakukannya, Direktorat Jenderal Pajak 
membuat laporan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan 
diselenggarakan secara terpisah dari penyelenggaraan laporan realisasi 
penerimaan perpajakan yang bersifat umum.

Pasal 21

(1)  Direktur Jenderal Pajak sesuai tugas dan fungsinya ber� ndak selaku 
Kuasa Pengguna Anggaran atas realisasi pembayaran pengembalian 
Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi.

(2)  Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sesuai peraturan perundang-undangan, berkewajiban menyampaikan 
pertanggungjawaban atas pengelolaan uang dalam rangka pelaksanaan 
pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dimaksud.

(3)  Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam 
suatu Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pembayaran 
Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi.
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(4)  Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan satuan kerja 
berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1)  Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.  KPP yang mengelola pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada 
Orang Pribadi; dan

b.  tata cara penda� aran dan kewajiban Toko Retail; 

 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

(2)  Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 
Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak, dan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun 
secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan 
masing-masing.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, dalam hal penyediaan 
Uang Muka Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan Pasal 14 belum dapat dilaksanakan, pengembalian Pajak 
Pertambahan Nilai yang nilai pembayarannya paling sedikit Rp500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan melalui 
penerbitan SPMKP ke rekening Orang Pribadi.



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008 275

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Lampiran II 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Lampiran III sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2), Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), 
Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Lampiran VII 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dan Lampiran VIII sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan ini, adalah 
Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 25

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN
� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 159
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/PMK.03/2010

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN 
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN 

YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK 
TERUTANG PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan 
Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang 
Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN 
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG 
MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG 
TIDAK TERUTANG PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2.  Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai 
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

3.  Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

4.  Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai.

5.  Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena 
Pajak.

6.  Penyerahan yang Terutang Pajak adalah penyerahan barang atau jasa 
yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, � dak termasuk penyerahan 
yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

7.  Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak adalah penyerahan barang dan 
jasa yang � dak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan yang 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :

1. usaha terpadu (integrated), terdiri dari :

a. unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang 
Pajak; dan

b. unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak 
Terutang Pajak.

2.  usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang � dak terutang 
pajak;

3.  usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa 
yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang � dak terutang pajak; 
atau

4.  usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian 
lainnya � dak terutang pajak,

sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak � dak dapat 
diketahui dengan pas� , jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk 
Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman 
penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Pasal 3

Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
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P = PM x Z

dengan ketentuan :
P  adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
PM  adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/

atau Jasa Kena Pajak;
Z  adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang 

Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

Pasal 4

(1)  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 
telah mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman 
penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus menghitung 
kembali besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

(2)  Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan 
pedoman penghitungan sebagai berikut :

a. untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang masa manfaatnya 
lebih dari 1 (satu) tahun :

PM
P’   = —  x  Z’

T
dengan ketentuan :
P’   adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1(satu) 

tahun buku;
PM  adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak.
T   adalah masa manfaat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 

yang ditentukan sebagai berikut: 
1) untuk Barang Kena Pajak berupa tanah dan bangunan adalah 10 

(sepuluh) tahun;
2)  untuk Barang Kena Pajak selain tanah dan bangunan dan Jasa Kena 

Pajak adalah 4 (empat) tahun;
Z’  adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan 

yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) 
tahun buku.
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b. untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang masa manfaatnya 
1 (satu) tahun atau kurang :

P’ = PM x Z’

dengan ketentuan :
P’  adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 

(satu) tahun buku;
PM  adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak;
Z’  adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan 

yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) 
tahun buku.

Pasal 5

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperhitungkan dengan Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak, paling lama pada bulan ke� ga 
setelah berakhirnya tahun buku.

Pasal 6

Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 � dak perlu dilakukan dalam hal masa 
manfaat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a telah berakhir.

Pasal 7

Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan ini � dak berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah 
ditetapkan untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 
Masukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan 
ayat (7a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
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Pasal 8

Tata cara penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan 
Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan 
Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, 
dicabut dan dinyatakan � dak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010

MENTERI KEUANGAN,

� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 168
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 78/PMK.03/2010 

TENTANG : PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN 
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN 
YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK 
TERUTANG PAJAK

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG 

TERUTANG
PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

I.  PENGERTIAN UMUM

 Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak 
dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain :
a.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu 

(integrated), misalnya Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan jagung 
(jagung bukan merupakan Barang Kena Pajak), dan juga mempunyai 
pabrik minyak jagung (minyak jagung merupakan Barang Kena Pajak).

b.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas 
penyerahannya terutang dan � dak terutang Pajak Pertambahan Nilai, 
misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, 
disamping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan 
penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha.

c.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa 
yang atas penyerahannya terutang dan yang � dak terutang Pajak 
Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan 
usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa 
ro�  juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang 
merupakan jasa yang � dak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d.  Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang 
terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai, misalnya pengusaha pembangunan perumahan 
yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang Pajak 
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Pertambahan Nilai dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang 
Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana tersebut di 
atas, perlakuan pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut :
a.  Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas 
penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan 
seluruhnya, seper�  misalnya :
1) Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan 

untuk memproduksi minyak jagung;

2) Pajak Masukan untuk perolehan alat-alat perkantoran yang hanya 
digunakan untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor.

b.  Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 
Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang 
atas penyerahannya � dak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau 
mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai, � dak dapat dikreditkan seluruhnya, seper�  misalnya :
1) Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan 

untuk perkebunan jagung, karena jagung bukan merupakan 
Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya � dak terutang Pajak 
Pertambahan Nilai;

2)  Pajak Masukan untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa 
angkutan umum, karena jasa angkutan umum bukan merupakan 
Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya � dak terutang Pajak 
Pertambahan Nilai;

3) Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk 
membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan 
rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai.

c.  Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau 
Jasa Kena Pajak yang belum dapat d pas� kan penggunaannya untuk 
penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang � dak terutang 
pajak, pengkreditannya menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan ini.
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 Misalnya :
1) Pajak Masukan untuk perolehan truk yang digunakan baik untuk 

perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung;

2) Pajak Masukan untuk perolehan komputer yang digunakan baik 
untuk kegiatan penyerahan jasa perhotelan maupun untuk kegiatan 
penyerahan jasa persewaan kantor.

II. CONTOH PENGHITUNGAN

Contoh 1 :
1)  Pengusaha Kena Pajak A yang bergerak di bidang usaha real estate 

yang menghasilkan rumah yang atas penyerahannya terutang Pajak 
Pertambahan Nilai dan rumah sederhana yang atas penyerahannya 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

2)  Pada bulan Februari 2011 Pengusaha Kena Pajak A membeli barang 
modal berupa truk dengan nilai perolehan Rp200.000.000,00 dan Pajak 
Pertambahan Nilai Rp 20.000.000,00.

3)  Pada saat perolehan truk tersebut, Pengusaha Kena Pajak A belum 
dapat menentukan berapa penyerahan rumah yang terutang Pajak 
Pertambahan Nilai dan rumah sederhana yang atas penyerahannya 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

4)  Berdasarkan perkiraan Pengusaha Kena Pajak A, jumlah rumah 
sederhana yang akan dibangun pada tahun 2011 adalah sebanyak 30% 
dari total rumah yang dibangun.

5)  Berdasarkan data-data tersebut Pengusaha Kena Pajak A dapat 
mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan truk dengan perhitungan 
sebagai berikut :

Rp 20.000.000,00 x 70% = Rp 14.000.000,00

Contoh 2 :
1) Pengusaha Kena Pajak B adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

industri pembuatan sepatu.
2) Pada bulan Januari 2011 membeli generator listrik dengan nilai 

perolehan sebesar Rp 100.000.000,00 dan Pajak Pertambahan Nilai Rp 
10.000.000,00.

3)  Generator listrik tersebut dimaksudkan untuk digunakan seluruhnya 
untuk kegiatan pabrik.

4)  Maka Pajak Masukan atas perolehan generator listrik yang dapat 
dikreditkan pada Masa Pajak Januari 2011 adalah Rp 10.000.000,00.
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5)  Selama tahun 2011 ternyata generator listrik tersebut digunakan :
a.  untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2011 :

i.  10% untuk perumahan karyawan dan direksi;
ii.  90% untuk kegiatan pabrik, dan

b.  untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2011 :
i.  20% untuk perumahan karyawan dan direksi;
ii.  80% untuk kegiatan pabrik.

 Berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata penggunaan generator 
listrik untuk kegiatan pabrik adalah :

  90% + 80%                        
 --------------- = 85%                                  

2 

6)  Masa manfaat generator listrik tersebut sebenarnya adalah 5 (lima) 
tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak Masukan ini masa 
manfaat generator listrik tersebut ditetapkan 4 (empat) tahun.

7)  Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk 
tahun buku 2011 yang dilakukan pada Masa Pajak Februari 2012 adalah 
sebagai berikut :

Rp 10.000.000,00
                       85% x ----------------------  = Rp 2.125.000,00

4

8)  Pajak Masukan atas perolehan generator listrik yang telah dikreditkan 
untuk � ap tahun buku sesuai masa manfaat generator listrik tersebut 
adalah :

Rp 10.000.000,00
                                  ----------------------- = Rp 2.500.000,00

 4

9)  Jadi Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali (mengurangi 
Pajak Masukan untuk Masa Pajak Februari 2012) adalah sebesar :

Rp 2.500.000,00 – Rp 2.125.000,00 = Rp 375.000,00

10) Penghitungan kembali Pajak Masukan seper�  perhitungan di atas 
dilakukan sampai dengan masa manfaat generator listrik berakhir.

Contoh 3:
1)  Pengusaha Kena Pajak C adalah perusahaan integrated (terpadu) yang 

bergerak di bidang perkebunan jagung dan pabrik minyak jagung.
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2)  Pada bulan April 2011 membeli truk yang digunakan baik untuk 
perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung dengan harga 
perolehan sebesar Rp 200.000.000,00 dan Pajak Pertambahan Nilai 
sebesar Rp 20.000.000,00.

3)  Berdasarkan data-data yang dimiliki, diperkirakan persentase rata-
rata jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan 
seluruhnya adalah sebesar 70%.

4)  Berdasarkan data tersebut maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April 2011 sebesar :

Rp 20.000.000,00 x 70% = Rp 14.000.000,00

5)  Selanjutnya diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 
2011 adalah Rp 100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung 
sebesar Rp 40.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp 
60.000.000.000,00.

6)  Masa manfaat truk sebenarnya adalah 5 (lima) tahun, tetapi untuk 
tujuan penghitungan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan ini ditetapkan 4 (empat) tahun.

7)  Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat 
dikreditkan selama tahun buku 2011 yang dilakukan pada Masa Pajak 
Maret 2012 adalah :

   Rp 60.000.000.000,00          Rp 20.000.000,00
   ------------------------------  x   --------------------------  =  Rp 3.000.000,00
   Rp 100.000.000.000,00                      4

8)  Pajak Masukan atas perolehan truk yang telah dikreditkan untuk � ap 
tahun buku sesuai masa manfaat truk tersebut adalah :

                             Rp 14.000.000,00
                             ----------------------- = Rp 3.500.000,00
                                          4

9)  Jadi Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali (mengurangi 
Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2012) adalah sebesar :

Rp 3.500.000,00 – Rp 3.000.000,00 = Rp 500.000,00
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10)  Penghitungan kembali Pajak Masukan seper�  perhitungan di atas 
dilakukan se� ap tahun sampai dengan masa manfaat truk berakhir.

Contoh 4 :
1)  Kelanjutan dari contoh 3, diketahui bahwa total peredaran usaha 

selama tahun buku 2012 adalah Rp 100.000.000.000,00, yang berasal 
dari penjualan jagung sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan penjualan 
minyak jagung sebesar Rp 90.000.000.000,00.

2)  Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat 
dikreditkan selama tahun buku 2012 yang dilakukan pada Masa Pajak 
Maret 2013 adalah :

  Rp 90.000.000.000,00                  Rp 20.000.000,00
 -------------------------------     x    ---------------------------  = Rp 4.500.000,00
   Rp 100.000.000.000,00                            4

3)  Pajak Masukan atas perolehan truk yang telah dikreditkan untuk � ap 
tahun buku sesuai masa manfaat truk tersebut adalah :

     Rp 14.000.000,00
     ----------------------- = Rp 3.500.000,00
                      4

4)  Jadi Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali (menambah 
Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2013) adalah sebesar :

Rp 4.500.000,00 – Rp 3.500.000,00 = Rp 1.000.000,00

Contoh 5 :
1)  Kelanjutan dari contoh 4, diketahui bahwa total peredaran usaha 

selama tahun buku 2013 adalah Rp 100.000.000.000,00, yang berasal 
dari penjualan jagung sebesar Rp 30.000.000.000,00 dan penjualan 
minyak jagung sebesar Rp 70.000.000.000,00.

2)  Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat 
dikreditkan selama tahun buku 2013 yang dilakukan pada Masa Pajak 
Maret 2014 adalah :

  Rp 70.000.000.000,00             Rp 20.000.000,00
  ------------------------------    x   --------------------------   =   Rp 3.500.000,00
  Rp 100.000.000.000,00                      4

3)  Pajak Masukan atas perolehan truk yang telah dikreditkan untuk � ap 
tahun buku sesuai masa manfaat truk tersebut adalah :
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   Rp 14.000.000,00
   -----------------------   =   Rp 3.500.000,00
                      4

4)  Jadi Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali adalah 
sebesar:

Rp 3.500.000,00 – Rp 3.500.000,00 = Rp 0,00

Contoh 6 :
1)  Kelanjutan dari contoh 5, diketahui bahwa total peredaran usaha 

selama tahun buku 2014 adalah Rp 100.000.000.000,00, yang berasal 
dari penjualan jagung sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan penjualan 
minyak jagung sebesar Rp 50.000.000.000,00.

2)  Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat 
dikreditkan selama tahun buku 2014 yang dilakukan pada Masa Pajak 
Maret 2015 adalah :

     Rp 50.000.000.000,00           Rp 20.000.000,00
                   ------------------------------   x   -------------------------  =   Rp 2.500.000,00
                   Rp 100.000.000.000,00                 4

3)  Pajak Masukan atas perolehan truk yang telah dikreditkan untuk � ap 
tahun buku sesuai masa manfaat truk tersebut adalah :

                         Rp 14.000.000,00
                         -----------------------    =   Rp 3.500.000,00
                                        4

4)  Jadi Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali (mengurangi 
Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2015) adalah sebesar :

Rp 3.500.000,00 – Rp 2.500.000,00 = Rp 1.000.000,00

5)  Penghitungan Pajak Masukan sebagaimana perhitungan di atas � dak 
perlu lagi dilakukan pada tahun 2016.

Contoh 7 :
1)  Pengusaha Kena Pajak C tersebut di atas pada bulan Mei 2011 membeli 

bahan bakar solar untuk truk yang digunakan baik untuk sektor 
perkebunan dan distribusi jagung maupun untuk sektor pabrikasi 
dan distribusi minyak jagung sebesar Rp 50.000.000,00 dan Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar Rp 5.000.000,00;
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2)  Pengusaha Kena Pajak mengkreditkan Pajak Masukan tersebut 
berdasarkan perkiraan persentase perbandingan jumlah penyerahan 
yang terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya sebesar 70%, 
sehingga Pajak Masukan yang dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa 
Pajak Mei 2011 adalah sebesar :

Rp 5.000.000,00 x 70% = Rp 3.500.000,00

3)  Selanjutnya diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 
2011 adalah Rp 100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung 
sebesar Rp 40.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp 
60.000.000.000,00.

4)  Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar 
solar untuk truk yang dapat dikreditkan selama tahun buku 2011 yang 
dilakukan pada Masa Pajak Maret 2012 adalah :

                   Rp 60.000.000.000,00
                 -------------------------------    x Rp 5.000.000,00 = Rp 3.000.000,00
                  Rp 100.000.000.000,00

5)  Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar solar untuk truk yang telah 
dikreditkan pada Masa Pajak Mei tahun 2011 adalah Rp 3.500.000,00.

6)  Jadi Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali (mengurangi 
Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2012) adalah sebesar :

Rp 3.500.000,00 – Rp 3.000.000,00 = Rp 500.000,00

Contoh 8 :
1)  Sama dengan contoh 7, namun diketahui total peredaran usaha selama 

tahun buku 2011 adalah Rp 100.000.000.000,00, yang berasal dari 
penjualan jagung sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan penjualan minyak 
jagung sebesar Rp 90.000.000.000,00.

2)  Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar 
solar untuk truk yang dapat dikreditkan selama tahun buku 2011 yang 
dilakukan pada Masa Pajak Maret 2012 adalah :

           Rp 90.000.000.000,00
          ------------------------------- x Rp 5.000.000,00 = Rp 4.500.000,00
           Rp 100.000.000.000,00

3)  Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar solar untuk truk yang telah 
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dikreditkan pada Masa Pajak Mei tahun 2011 adalah Rp 3.500.000,00
4)  Jadi Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali (menambah 

Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2012) adalah sebesar :

Rp 4.500.000,00 – Rp 3.500.000,00 = Rp 1.000.000,00

MENTERI KEUANGAN,

� d.

SRI MULYANI INDRAWATI
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/PMK.03/2010

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN

KEGIATAN USAHA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 

Menimbang :

1.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (7a) Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, besarnya 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang 
melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan 
pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan;

2.  bahwa berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7b) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman 
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak 
yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);
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2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
  

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN 
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG 
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2.  Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga, Penggan� an, Nilai Impor, 
Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung 
pajak yang terutang.

3.  Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai 
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

4.  Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata 
melakukan :

a. penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau

b. penyerahan emas perhiasan secara eceran.

5.  Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 
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dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena 
Pajak � dak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena 
Pajak.

6.  Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipungut 
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, dan/atau 
Jasa Kena Pajak.

7.  Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang 
dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, dalam 
menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, wajib 
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

Pasal 3

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan 
pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, yaitu sebesar :
a.  90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha 

Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara 
eceran;

b.  80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha 
Kena Pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Pasal 4

(1)  Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung dengan 
cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan 
Pajak.
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(2)  Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
peredaran usaha.

Pasal 5

Pajak Pertambahan Nilai yang wajib disetor pada se� ap Masa Pajak dihitung 
dengan cara Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikurangi 
dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, yaitu sebesar :

a.  sama dengan 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), bagi Pengusaha Kena Pajak yang 
melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;

b.  sama dengan 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), bagi Pengusaha Kena Pajak yang 
melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Pasal 6

Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan 
Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini � dak dapat 
membebankan Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/
atau Jasa Kena Pajak sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.

Pasal 7

(1)  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu wajib 
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan menurut ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini walaupun Pengusaha 
Kena Pajak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (7) 
Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2)  Dalam hal pada suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 
Kegiatan Usaha Tertentu beralih usaha di luar Kegiatan Usaha Tertentu, 
berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Pengusaha Kena Pajak dapat menghitung besarnya Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 
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9 ayat (7) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau 
menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan 
Pajak Keluaran apabila peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun 
buku � dak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus 
juta rupiah);

b.  Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan mekanisme pengkreditan 
Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran apabila peredaran usahanya 
dalam 1 (satu) tahun buku di atas Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar 
delapan ratus juta rupiah),

 terhitung sejak Masa Pajak saat Pengusaha Kena Pajak � dak melakukan 
Kegiatan Usaha Tertentu.      

(3)  Bagi Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang melakukan Kegiatan 
Usaha Tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan 
pembukuan, penger� an tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah tahun kalender.

Pasal 8

Dalam hal terjadi retur, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikembalikan atau diretur oleh pembeli, 
mengurangi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pengusaha Kena 
Pajak penjual dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena Pajak, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010

MENTERI KEUANGAN,
               

� d.
               

SRI MULYANI INDRAWATI
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Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
� d.   

         
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 171 
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMK.03/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH 

TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK , PENENTUAN 
TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, 

PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1.  bahwa penetapan batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak telah 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 
tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran 
Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, 
Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan 
Penundaan Pembayaran Pajak yang merupakan peraturan pelaksanaan 
dari ketentuan Pasal 3 ayat (3c), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dan 
Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);

2.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur bahwa ketentuan dalam 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berlaku 
pula bagi undang-undang perpajakan lainnya, kecuali apabila ditentukan 
lain;

3.  bahwa selain pengaturan mengenai penetapan batas waktu pembayaran 
dan penyetoran pajak sebagaimana tersebut pada huruf a, sesuai 
ketentuan yang memberikan pengecualian sebagaimana tersebut 
pada huruf b, telah diatur batas waktu pembayaran dan penyetoran 
PPN berdasarkan Pasal 15A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
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atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu paling lama akhir 
bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan;

4.  bahwa dalam rangka penyelarasan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu melakukan penyesuaian 
terhadap ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo 
pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf 
a;

5.  bahwa berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran 
dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata 
Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara 
Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang 
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, 
Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, 
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Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan 
Penundaan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN 
TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN 
TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN 
DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN 
PEMBAYARAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/
PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan 
Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara 
Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran 
dan Penundaan Pembayaran Pajak diubah sebagai berikut:

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 
1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.  Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang 
selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2.  Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-
Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
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3.  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut 
Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

4.  Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak 
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

5.  Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak 
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang PPN.

6.  Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM 
adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang PPN.

2.  Ketentuan Pasal 2 ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) diubah, di antara 
ayat (13) dan ayat (14) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (13a), dan di 
antara ayat (14) dan ayat (15) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (14a), 
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)  PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan 
harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah 
Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

(2)  PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus 
disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah 
Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

(3)  PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(4)  PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 
15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(5)  PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(6)  PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus 
disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa 
Pajak berakhir.



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008318

(7) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan 
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(8)  PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi 
bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea 
Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan 
PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen 
pemberitahuan pabean impor.

(9)  PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 
(satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

(10)  PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang 
sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang 
dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh 
bendahara.

(11)  PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas 
kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak 
badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, 
dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(12)  PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan 
tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(13)  PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh 
orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri 
paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak 
berakhir.

(13a)  PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak � dak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh 
orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak � dak 
berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling 
lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya 
pajak.

(14)  PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling 
lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
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(14a)  PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat 
Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus 
disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada 
Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara.

(15)  PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh 
Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor 
paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak 
berakhir.

(16)  PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan 
beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus 
dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.

(17)  Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-
Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat 
Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas 
waktu untuk masing-masing jenis pajak.

3.  Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A 
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor 
paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum 
Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

4.  Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, di antara ayat (1) dan 
ayat (2) disisipkan 3 (� ga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), 
dan di antara ayat (3) dan (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) 
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)  Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran 
pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut 
PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat 
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(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) wajib 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) 
hari setelah Masa Pajak berakhir.

(1a)  Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan 
PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (13) dan ayat (13a), serta Pasal 2A, dengan menggunakan 
Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak 
tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan 
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(1b)  Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib 
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dengan menggunakan lembar 
ke� ga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang 
wilayahnya melipu�  tempat bangunan tersebut, paling lama akhir 
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(1c)  Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak 
wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13a) dengan 
menggunakan lembar ke� ga Surat Setoran Pajak ke Kantor 
Pelayanan Pajak yang wilayahnya melipu�  tempat � nggal orang 
pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir 
bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

(2)  Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) wajib 
melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada 
hari kerja terakhir minggu berikutnya.

(3)  Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) wajib 
melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari 
setelah Masa Pajak berakhir. 

(3a)  Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah 
disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15) ke 
Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terda� ar paling lama 
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(4)  Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (16) dan ayat (17) yang melaporkan beberapa Masa Pajak 
dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya 
Masa Pajak terakhir.
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Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010

MENTERI KEUANGAN,
� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 169



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008322

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/PMK.03/2010

TENTANG

SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK
MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN DAN TELAH DIBERIKAN 

PENGEMBALIAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGALAMI 
KEADAAN GAGAL BERPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai), diatur bahwa Pengusaha Kena Pajak 
yang mengalami gagal berproduksi wajib membayar Pajak Masukan 
yang telah dikreditkan dan telah dikembalikan;

2.  bahwa berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6b) Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak 
Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi 
Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);
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2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA 
CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN 
DAN TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG 
MENGALAMI KEADAAN GAGAL BERPRODUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.  Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2.   Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena 
Pajak.

3.  Barang Modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat 
lebih dari 1 (satu) tahun, yang menurut tujuan semula � dak untuk 
diperjualbelikan.
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Pasal 2

(1)  Pengusaha Kena Pajak yang mengalami gagal berproduksi wajib 
membayar kembali Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan Barang 
Modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian.

(2)  Gagal berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut:

a.   Suatu keadaan dari Pengusaha Kena Pajak dengan kegiatan usaha 
utama sebagai produsen yang menghasilkan Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena Pajak, apabila dalam jangka waktu 3 (� ga) tahun 
sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan � dak melakukan 
kegiatan:

1)  penyerahan Barang Kena Pajak;

2)  penyerahan Jasa Kena Pajak;

3)  ekspor Barang Kena Pajak; dan/atau

4)  ekspor Jasa Kena Pajak,

 yang berasal dari hasil produksinya sendiri.

b.  Suatu keadaan dari Pengusaha Kena Pajak dengan kegiatan usaha 
utama Pengusaha Kena Pajak selain produsen sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan � dak melakukan 
kegiatan:

1)  penyerahan Barang Kena Pajak;

2)  penyerahan Jasa Kena Pajak;

3)  ekspor Barang Kena Pajak; dan/atau

4)  ekspor Jasa Kena Pajak,

(3)  Besarnya Pajak Masukan yang wajib dibayar kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Pajak Masukan yang telah 
dikreditkan dan telah diberikan pengembalian.

(4)  Pajak Masukan yang wajib dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat gagal 
berproduksi.

(5)  Saat gagal berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir 
dalam jangka waktu:

a.  3 (� ga) tahun untuk suatu keadaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a; dan
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b.  1 (satu) tahun untuk keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b.

(6)  Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi 
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan mencantumkan 
keterangan “Pembayaran kembali Pajak Masukan atas impor dan/atau 
perolehan Barang Modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan 
pengembalian”.

(7)  Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilaporkan pada Masa Pajak dilakukan pembayaran.

Pasal 3

Dalam hal gagal berproduksi disebabkan oleh bencana alam atau sebab lain di 
luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak (force majeur), Pengusaha Kena Pajak 
� dak wajib membayar kembali Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan 
Barang Modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembayaran kembali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diterbitkan Surat Tagihan Pajak 
atas sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 5

(1)   Dalam hal Pengusaha Kena Pajak � dak melakukan kewajiban pembayaran 
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terhadap 
Pengusaha Kena Pajak diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(2)  Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 
Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar se� ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010

MENTERI KEUANGAN,

� d.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

� d.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 170
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 4/PJ/2010

TENTANG

TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/
ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN SEBAGAI TEMPAT TERUTANG 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK 

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Lain Selain Tempat Tinggal, 
atau Tempat Kedudukan, dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan Sebagai 
Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT LAIN SELAIN 
TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN 
USAHA DILAKUKAN SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG 
MEWAH.

Pasal 1

(1)  Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
terutang di tempat � nggal dan/atau tempat kegiatan usaha atau tempat 
lain

(2)  Bagi Pengusaha Kena Pajak Badan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang di 
tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha atau tempat lain.

Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) yang mempunyai tempat � nggal � dak sama dengan tempat kegiatan 
usahanya, dikukuhkan dan terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah hanya di tempat kegiatan usahanya, sepanjang 
Pengusaha Kena Pajak tersebut � dak melakukan kegiatan usaha apapun di 
tempat � nggalnya.

Pasal 3

Tempat lain sebagaimana dimakud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor 525/PJ/2000 tentang Tempat Lain sebagai 
Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak, dicabut dan dinyatakan 
� dak berlaku.
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Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2010

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

� d.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 8/PJ/2010

TENTANG

SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS 
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI 

PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA 
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Saat Terutangnya Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah 
dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan Barang Kena Pajak yang 
Tergolong Mewah Antar Cabang;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5069);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SAAT TERUTANGNYA 
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA 
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PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA 
DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR 
CABANG.

Pasal 1

(1)  Dalam hal Pengusaha mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, 
baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Pengusaha 
tersebut harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada se� ap 
tempat pajak terutang.

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) � dak berlaku dalam hal 
Pengusaha melakukan pemusatan tempat pajak terutang.

(3)  Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh 
Pengusaha Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan 
penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah antar cabang, 
terutang Pajak Pertambahan Nilai.

(4)  Dalam hal pusat atau cabang yang menyerahkan Barang Kena Pajak yang 
tergolong mewah adalah Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan 
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, atas penyerahan Barang 
Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terutang Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah.

(5)  Saat terutangnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan 
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) ditetapkan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak tersebut 
dari Pengusaha Kena Pajak pusat atau cabang kepada pihak lain.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-428/PJ./2002 tentang Saat Terutangnya Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang 
Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan Barang 
Kena Pajak yang Tergolong Mewah Antar Cabang, dicabut dan dinyatakan � dak 
berlaku lagi.
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Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

� d.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 67/PJ/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG 

KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Air Minum, Perbankan, dan Perusahaan Perantara 
Efek memiliki karakteris� k usaha dengan jumlah pelanggan yang cukup 
banyak dengan jumlah transaksi cukup besar;

b. bahwa formulir tagihan dari Perusahaan Air Minum, Perbankan, dan 
Perusahaan Perantara Efek telah cukup dikenal oleh masyarakat luas;

c. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepas� an hukum bagi 
Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak dan menatausahakan 
Faktur Pajak;

d. bahwa berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
PER-10/PJ./2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya 
Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
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Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2010 tentang 
Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur 
Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG 
DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN 
FAKTUR PAJAK.

Pasal 1

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak 
adalah :

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan 
ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang 
� dak terpisahkan dengan PEB tersebut;

b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh 
BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

c. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh 
PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan 
Bahan Bakar Minyak;

d. Buk�  tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan 
telekomunikasi;

e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, 
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yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam 
negeri;

f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa 
kepelabuhanan;

g. Buk�  tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;

h. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan 
yang � dak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang 
Kena Pajak Tidak Berwujud;

i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran 
Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau buk�  
pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan 
satu kesatuan yang � dak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor 
Barang Kena Pajak;

j. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas 
pemanfaatan Barang Kena Pajak � dak berwujud atau Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean.

k. Buk�  tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak oleh Perusahaaan Air Minum;

l. Buk�  tagihan (Trading Confi rma� on) atas penyerahan Jasa Kena Pajak 
oleh perusahaan perantara efek; dan

m. Buk�  tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.

Pasal 2

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan 
huruf h, huruf k, huruf l, dan huruf m paling sedikit harus memuat :

1. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;

2. Jumlah satuan barang apabila ada;

3. Dasar Pengenaan Pajak; dan

4. Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
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Pasal 3

(1)  Dokumen tertentu memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, 
jelas, dan benar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

(2)  Pengusaha Kena Pajak yang membuat dokumen tertentu yang � dak 
memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pasal 4

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i dan huruf j 
dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam dokumen tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sampai dengan huruf g, 
huruf k, huruf l, dan huruf m merupakan Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan mencantumkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama pembeli Barang Kena Pajak atau 
penerima Jasa Kena Pajak.

(2) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam dokumen tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i dan huruf j merupakan 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sepanjang dokumen tertentu 
tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 dan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama pihak yang 
melakukan impor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan 
Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak � dak berwujud.

Pasal 6

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak 
yang telah terlanjur dicetak tetapi � dak memenuhi ketentuan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 2, tetap dapat dipergunakan sampai habis dengan cara 
membubuhkan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 pada dokumen tersebut.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen 
Tertentu Yang Diperlukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-312/PJ./2001, 
dicabut dan dinyatakan � dak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

DIREKTUR JENDERAL,

� d.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 65/PJ/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-13/PJ./2010 TENTANG BENTUK, UKURAN, PROSEDUR 

PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA 
PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU 

PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepas� an hukum bagi 
Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam membuat Faktur Pajak 
dan menatausahakan Faktur Pajak;

b. bahwa untuk memberikan kepas� an hukum bagi Pengusaha Kena Pajak 
yang berpar� sipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai 
kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

c. berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
PER-13/PJ./2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan 
dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara 
Pembetulan atau Penggan� an, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara 
Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggan� an Faktur Pajak;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan 
Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010 tentang 
Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, 
Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggan� an, 
dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ./2010 tentang Tata 
Cara Penda� aran dan Kewajiban Toko Retail serta Kantor Pelayanan 
Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan 
Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ./2010 TENTANG 
BENTUK, UKURAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, 
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU 
PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Faktur Pajak adalah buk�  pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 
Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak.
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3. Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang melipu�  seluruh 
penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau 
penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

4. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah Pengusaha Kena Pajak 
yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

a. melalui suatu tempat penjualan eceran, seper�  toko dan kios atau 
langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat 
konsumen akhir lainnya;

b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada 
konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, 
pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan

c. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual 
beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung 
menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

5. Toko Retail adalah toko yang menjual Barang Kena Pajak di dalam 
Daerah Pabean dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 
serta berpar� sipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan 
Nilai kepada Orang Pribadi, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2

(1)  Faktur Pajak harus dibuat pada:

a.  saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

b.  saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran 
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum 
penyerahan Jasa Kena Pajak;

c.  saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan 
sebagian tahap pekerjaan; atau

d.  saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada 
Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai.

(2)  Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
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Pasal 3

(1)  Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepen� ngan 
Pengusaha Kena Pajak.

(2)  Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran IA dan 
Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan 
bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
ini.

Pasal 4

(1)  Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

(2)  Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang 
peruntukannya masing-masing sebagai berikut :
 a. Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau 

penerima Jasa Kena Pajak.

 b.  Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan 
Faktur Pajak.

(3)  Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), maka harus dinyatakan secara jelas 
peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)  Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan 
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-
Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, serta ditandatangani 
oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk 
menandatanganinya.

(2)  Dalam hal diperlukan, Pengusaha Kena Pajak dapat menambahkan 
keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan 
perubahannya.

(3)  Faktur Pajak yang � dak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau � dak 
ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur 
Pajak cacat.
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(4)  Dihapus.

(5)  Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak adalah sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, 
yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini. 

Pasal 6

(1)  Pengusaha Kena pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan 
menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, 
yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini.

(2)  Kode Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.  2 (dua) digit Kode Transaksi;

b.  1 (satu) digit Kode Status;dan

c.  3 (� ga) digit Kode Cabang.

(3)  Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari :
a.  2 (dua) digit Tahun Penerbitan;dan

b.  8 (delapan) digit Nomor Urut.

Pasal 7

(1)  Penggunaan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

a.  Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang, yang :

a.1 sistem penerbitan Faktur Pajak-nya belum online antara Kantor 
Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya;dan/atau

a.2 Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang 
ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau 
ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau 
mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan/atau 
berada di Kawasan Ekonomi Khusus;
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 Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak ditentukan sendiri secara 
berurutan, yaitu diisi dengan kode ‘000’ untuk Kantor Pusat dan 
dimulai dari kode ‘001’ untuk Kantor Cabang; atau

b.  bagi Pengusaha Kena Pajak yang :

b.1 � dak melakukan pemusatan;atau

b.2 melakukan pemusatan selain Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak diisi dengan kode ‘000’

(2)  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas Kode Cabang yang 
digunakan beserta keterangan dari Kode Cabang tersebut kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan pajak terutang dilakukan 
paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan penggunaan Kode 
Cabang, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran IVA Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan 
bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
ini.

(3)  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) � dak 
diperbolehkan mengubah peruntukan Kode Cabang yang telah 
digunakan.

(4)  Penambahan dan/atau pengurangan Kode Cabang dapat dilakukan oleh 
Pengusaha Kena Pajak.

(5)  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas penambahan dan/
atau pengurangan penggunaan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan pajak terutang 
dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah :

a.  bulan diterbitkannya Faktur Pajak dalam hal terjadi penambahan 
Kantor cabang, atau

b.  terjadinya pengurangan Kantor Cabang,

 dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
IVB Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang 
� dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

(6)  Dalam hal terjadi Pengurangan Kode Cabang akibat adanya penutupan 
Kantor Cabang, maka Pengusaha Kena Pajak :

a.  harus menghen� kan penggunaan Kode Cabang pada Kode Faktur 
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Pajak atas Kantor Cabang yang ditutup;dan

b.  � dak boleh menggunakan kembali Kode Cabang yang sudah 
dihen� kan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(7)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a.  � dak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan 
Kode Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat 
(5), maka Faktur Pajak yang diterbitkan sampai dengan diterimanya 
pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Cacat;

b.  menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Kode Cabang 
selain dari Kode Cabang yang telah ditetapkan, maka Faktur Pajak 
tersebut merupakan Faktur Pajak Cacat.

Pasal 8

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kesalahan dalam pengisian Kode 
dan Nomor Seri, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak 
cacat.

Pasal 9

(1)  Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) huruf b dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara 
berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status 
Faktur Pajak dan mata uang yang digunakan.

(2)  Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Urut 00000001 pada se� ap 
awal tahun kalender mulai bulan Januari, kecuali bagi Pengusaha Kena 
Pajak yang baru dikukuhkan atau Pengusaha Kena Pajak yang pindah 
Kantor Pelayanan Pajak, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa Pajak 
Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan atau dikukuhkan di Kantor 
Pelayanan Pajak yang baru. 

(3)  Dalam hal Faktur Pajak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, maka Nomor Urut 
00000001 dimulai pada se� ap awal tahun kalender mulai bulan Januari 
pada masing-masing Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya kecuali 
bagi Kantor Cabang yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 
dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan.

(4)  Dalam hal sebelum bulan Januari awal tahun kalender berikutnya, Nomor 
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Urut pada Faktur Pajak yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak 
telah mencapai Nomor Urut 99999999 (sembilan puluh sembilan juta 
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan 
puluh sembilan), maka Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur 
Pajak yang Nomor Urut-nya dimulai lagi dari Nomor Urut 00000001.

(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi 
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang 
Nomor Urut pada Faktur Pajak-nya di Kantor Pusat atau di Kantor-Kantor 
Cabangnya telah mencapai Nomor Urut 99999999 (sembilan puluh 
sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan).

(6)  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 
(5) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan 
atau tempat pemusatan pajak terutang dilakukan, paling lama pada 
akhir bulan berikutnya setelah bulan Nomor Urut 00000001 digunakan 
kembali, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan 
bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
ini.

(7)  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
harus menerbitkan Faktur Pajak dengan Nomor Urut dimulai dari Nomor 
Urut 00000001 pada awal tahun kalender berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(8)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun kalender bulan Januari 
atau bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan pada Masa Pajak 
Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), menerbitkan Faktur Pajak � dak dimulai dari Nomor Urut 
00000001, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak 
cacat.

(9)  Ketentuan pada ayat (8) berlaku pula bagi Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(10)  Dalam hal sebelum Masa Pajak Januari tahun berikutnya Pengusaha 
Kena Pajak menerbitkan Faktur Pajak mulai dari Nomor Urut 00000001 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), namun Pengusaha 
Kena Pajak � dak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan 
atau tempat pemusatan pajak terutang dilakukan, maka Faktur Pajak 
yang diterbitkan sampai dengan Masa Pajak Desember atau sampai 
dengan diterimanya pemberitahuan, merupakan Faktur Pajak cacat.
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Pasal 9A

(1)  Ketentuan penerbitan Faktur Pajak bagi Toko Retail yang ditunjuk 
oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16E 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, berlaku ketentuan:

a.  Untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada orang pribadi 
pemegang paspor luar negeri wajib menerbitkan Faktur Pajak 
Khusus, dengan menggunakan nomor urut tersendiri yang terpisah 
dari nomor urut Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak 
kepada selain orang pribadi pemegang paspor luar negeri, sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang 
tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak 
Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor 
luar negeri.

b.  Untuk penyerahan Barang Kena Pajak selain kepada orang pribadi 
pemegang paspor luar negeri, Toko Retail sebagai Pengusaha Kena 
Pajak Pedagang Eceran dapat menerbitkan:

1).  Faktur Pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
tentang bentuk dan ukuran formulir serta tata cara pengisian 
keterangan pada Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak 
Pedagang Eceran; atau

2).  Faktur Pajak lengkap sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai, dengan menggunakan kode 
dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2)  Ketentuan tentang penggunaan nomor urut 00000001 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) dan kewajiban pemberitahuan 
penggunaan nomor urut 00000001 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (6) serta konsekuensi apabila menggunakan nomor urut 00000001 
� dak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (8) dan ayat (10) juga berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak Toko 
Retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 10

(1)  Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai 
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dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat tersebut 
mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak dengan menggunakan 
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIA Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2)  Pengusaha Kena Pajak dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang Pejabat 
untuk menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).

(3)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang � dak memiliki 
struktur organisasi, memberikan kuasa kepada pihak lain untuk 
menandatangani Faktur Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama kuasa yang berhak 
menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan 
berikutnya saat pihak yang diberi kuasa mulai menandatangani Faktur 
Pajak, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran VIA Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan 
bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini 
dan menyertakan Surat Kuasa Khusus dengan menggunakan formulir 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak ini, yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak ini.

(4)  Dalam hal terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak 
menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (3), maka Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak 
bulan pejabat atau kuasa penggan�  mulai menandatangani Faktur Pajak, 
dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
VIB Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang 
� dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(5)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak 
terutang, maka pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
pula pejabat di tempat-tempat kegiatan usaha yang dipusatkan, yang 
ditunjuk oleh Kantor Pusat untuk menandatangani Faktur Pajak yang 
diterbitkan oleh tempat pemusatan pajak terutang yang dicetak di 
tempat-tempat kegiatan usaha masing-masing.
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(6)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak � dak atau terlambat menyampaikan 
pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha 
Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak terutang dilakukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), maka Faktur 
Pajak yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan, 
merupakan Faktur Pajak cacat.

Pasal 11

Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam 
Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang 
PPN Tahun 1984 dan perubahannya, dan pengisiannya sesuai dengan tata cara 
pengisian keterangan pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (5), dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Pasal 12

(1)  Atas Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah 
dalam penulisan, sehingga � dak memuat keterangan yang lengkap, 
jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak 
tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak penggan�  yang tata caranya 
diatur dalam Lampiran VIII huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, 
yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini.

(2)  Atas Faktur Pajak yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang 
menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut 
dapat membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang tata caranya diatur 
dalam Lampiran VIII huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, 
yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini.

(3)  Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah 
diterbitkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak 
harus melakukan pembatalan Faktur Pajak yang tata caranya diatur 
dalam Lampiran VIII huruf C Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, 
yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini.
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Pasal 12A 

Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut pada 
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang � dak sesuai dengan ketentuan dalam 
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dapat menerbitkan Faktur Pajak Penggan�  dengan 
ketentuan sebagai berikut :

1. Faktur Pajak yang salah pengisian nomor urutnya digan�  dengan Faktur 
Pajak Penggan�  dengan mengisi nomor urut pada Kode dan Nomor Seri 
Faktur Pajak dengan nomor urut yang sebenarnya.

2. Kode Status pada Kode Faktur Pajak Penggan�  adalah Kode Status 1 
(satu). 

3. Tahun Penerbitan pada Nomor Seri Faktur Pajak Penggan�  adalah tahun 
penerbitan Faktur Pajak yang digan� . 

4. Tanggal penerbitan Faktur Pajak Penggan�  sama dengan tanggal 
penerbitan Faktur Pajak yang digan� . 

5. Pada Faktur Pajak Penggan�  dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode 
dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang digan� . 

6. Faktur Pajak Penggan�  dan Faktur Pajak yang digan�  agar 
diadministrasikan dan digabungkan menjadi 1 (satu) berkas. 

7. Pengusaha Kena Pajak harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN 
pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur 
Pajak yang digan� .

Pasal 13

(1)  Penerbitan Faktur Pajak penggan�  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) atau pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (3) dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak 
yang digan�  atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan 
pemeriksaan atau atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam 
Faktur Pajak tersebut belum dibebankan sebagai biaya.

(2)  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penerbitan Faktur Pajak penggan�  
dan/atau pembatalan Faktur Pajak harus melakukan pembetulan 
terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada 
Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang digan�  atau dibatalkan tersebut 
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dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang digan�  atau dibatalkan 
tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan.

(3)  Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang 
telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan 
Nilai pada Faktur Pajak yang digan�  atau dibatalkan oleh Pengusaha 
Kena Pajak Penjual, harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak 
yang digan�  atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur 
Pajak yang digan�  atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan 
pemeriksaan.

Pasal 14

(1)  Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewa�  
jangka waktu 3 (� ga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggap � dak menerbitkan 
Faktur Pajak.

(2)  Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) � dak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan 
Nilai yang tercantum di dalamnya.

Pasal 15

(1) Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 
14 ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 1983 dan perubahannya dalam 
hal: 

a. menerbitkan Faktur Pajak yang � dak memuat keterangan dan/
atau � dak mengisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau � dak 
ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh 
Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

b. menerbitkan Faktur Pajak setelah melewa�  batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan/atau 

c. menerbitkan Faktur Pajak cacat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (7), Pasal 8, Pasal 9 ayat (10), dan Pasal 10 ayat (6). 
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(2)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dalam hal Faktur Pajak � dak memuat keterangan mengenai :

a.  Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena 
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; atau

b.  Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena 
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, dan nama dan tandatangan 
yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena 
Pajak Pedagang Eceran.

(3) Bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima 
Jasa Kena Pajak yang:

a. Menerima Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak 
tersebut � dak dapat dikreditkan. 

b. Menerima Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak 
tersebut tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan 
sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 

Pasal 16

(1)  Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang 
dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, 
namun Faktur Pajak-nya belum diterbitkan, maka Faktur Pajak harus 
diterbitkan dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, 
yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini.

(2)  Atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Faktur 
Pajak-nya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak ini yang masih menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 
yang lama, namun Faktur Pajak-nya diterima dan/atau dilaporkan oleh 
Pengusaha Kena Pajak Pembeli setelah berlakunya Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini, maka Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum pada 
Faktur Pajak tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sepanjang 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan.
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(3)  Penerbitan Faktur Pajak penggan�  atas Faktur Pajak yang telah 
diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, 
menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditetapkan dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 17

(1)  Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 Pengusaha Kena Pajak 
Pedagang Eceran dapat menggunakan kode dan nomor seri khusus 
sebagai penggan�  Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2)  Kode dan nomor seri khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa nomor invoice atau nomor struk yang ditentukan sendiri oleh 
Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

(3)  Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 seluruh Pengusaha Kena Pajak 
wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 18

(1)  Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku ;

a.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 
tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor PER-97/PJ./2005; dan

b.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 
tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara 
Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, 
dicabut dan dinyatakan � dak berlaku.

(2)  Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Faktur Pajak 
sepanjang � dak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
ini, dinyatakan tetap berlaku.
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Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

� d.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911
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Lampiran II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2010
TANGGAL : 24 Maret 2010

TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN

1.  Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
 Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang formatnya 

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak ini.

2.  Pengusaha Kena Pajak
 Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha 

Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak, sesuai dengan keterangan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak, kecuali alamat diisi dengan alamat tempat domisili/tempat 
kegiatan usaha terakhir Pengusaha Kena Pajak.

3.  Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak.
 Diisi sesuai dengan nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli 

Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak.

4.  Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan :
a. Nomor Urut

 Diisi dengan nomor urut dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
Pajak yang diserahkan

b.  Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

 Diisi dengan nama Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
yang diserahkan.

-  Dalam hal diterima Uang Muka atau Termin atau cicilan, kolom 
Nama Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diisi dengan 
keterangan, misalnya Uang Muka atau Termin, atau Angsuran, 
atas pembelian BKP dan/atau perolehan JKP.

-  Dalam hal diperlukan, Pengusaha Kena Pajak dapat 
menambahkan keterangan jumlah unit dan harga per unit dari 
BKP yang diserahkan.
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c.  Harga Jual/Penggan� an/Uang Muka/Termin

1)  Diisi dengan Harga Jual atau Penggan� an atas Barang Kena 
Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan sebelum dikurangi 
Uang Muka atau Termin.

2)  Dalam hal diterima Uang Muka atau Termin , maka yang 
menjadi dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah 
jumlah Uang Muka atau Termin yang bersangkutan.

3)  Dalam hal pembayaran Harga Jual/Penggan� an/Uang Muka/
Termin dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka 
hanya baris “Dasar Pengenaan Pajak” dan baris “PPN = 10% X 
Dasar Pengenaan Pajak” yang harus dikonversikan ke dalam 
mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut 
Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan 
Faktur Pajak.

4)  Dalam hal keterangan Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak 
yang diserahkan � dak dapat ditampung dalam satu Faktur 
Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak dapat :

-  membuat lebih dari 1 (satu) formulir Faktur Pajak yang 
masing-masing formulir harus menggunakan Kode, 
Nomor Seri, dan tanggal Faktur Pajak yang sama, serta 
ditandatangani dan diberi keterangan nomor halaman 
pada se� ap lembarnya, dan khusus untuk pengisian jumlah, 
Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar 
Pengenaan Pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai cukup diisi 
pada formulir terakhir Faktur Pajak; atau

-  membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang menunjuk nomor dan 
tanggal Faktur-faktur Penjualan yang merupakan lampiran 
yang � dak terpisahkan dari Faktur Pajak tersebut, dalam hal 
Faktur Penjualan dibuat berbeda dengan Faktur Pajak.

5.  Jumlah Harga Jual/Penggan� an/Uang Muka/Termin.
 Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/

Penggan� an/Uang Muka/Termin.

6.  Potongan Harga.
 Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang 
diberikan.
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7.  Uang Muka yang telah diterima.
 Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

8.  Dasar Pengenaan Pajak.
 Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggan� an/Uang Muka/Termin 

dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima

9.  PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak.
 Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% 

dari Dasar Pengenaan Pajak.

10.  Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 Hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong 

Mewah, yaitu sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan 
dengan Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi dasar penghitungan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah.

11.  ............................... Tanggal .....................
 Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.

12.  Nama dan Tandatangan.
 Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang telah ditunjuk oleh 

Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak, yang telah 
diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai dilakukan, paling lama pada akhir bulan berikutnya 
sejak pejabat yang ditunjuk tersebut menandatangani Faktur Pajak.

 Dalam hal Pengusaha Kena Pajak adalah Orang Pribadi yang � dak memiliki 
struktur organisasi, pemilik kegiatan usaha dapat menandatangani sendiri 
atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani Faktur 
Pajak. Pemberitahuan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak 
tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya 
sejak pihak yang diberi kuasa tersebut mulai menandatangani Faktur 
Pajak. Apabila Penandatanganan Faktur Pajak dikuasakan kepada pihak 
lain maka di bawah kolom nama pada Faktur Pajak diberikan keterangan 
tambahan “Kuasa Pemilik Kegiatan Usaha”.

 Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur 
� dak harus sama dengan pejabat atau Kuasa yang berwenang untuk 
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menandatangani Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

 Cap tanda tangan � dak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.

13.  Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa 
Kena Pajak menggunakan mata uang asing maka :
a.  Pengusaha Kena Pajak harus menambah kolom Valuta Asing 

sebagaimana contoh pada Lampiran IB.

b.  Keterangan kurs diisi sesuai dengan Kurs Menteri Keuangan yang 
berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak.

c.  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan dengan 
menggunakan mata uang asing dan rupiah, Lampiran IB harus 
digunakan juga untuk transaksi yang menggunakan mata uang 
rupiah.
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Lampiran III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR  : PER - 13/PJ/2010
TANGGAL : 24 Maret 2010

KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

A. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.
1.  Format Kode Faktur Pajak terdiri dari 6 (enam) digit, yaitu :

a.  2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi,

b.  1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status,

c.  3 (� ga) digit berikutnya adalah Kode Cabang,

2. Format Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 10 (sepuluh) digit, 
dengan rincian sebagai berikut :

a.  2 (dua) digit pertama adalah Tahun Penerbitan.

b.  8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor Urut.

 Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara keseluruhan 
menjadi sebagai berikut :

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kode Transaksi

Kode Status

Kode FP Nomor Seri FP

Kode Cabang Th. Penerbitan Nomor Urut

 Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai 
dengan banyaknya digit.

Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak berikut ar� nya :

010.000-07.00000001,  berar�  penyerahan kepada Selain Pemungut 
PPN, Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak 
Penggan� ), diterbitkan tahun 2007 dengan 
nomor urut 1.
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011.000-07.00000005,  berar�  penyerahan kepada Selain Pemungut 
PPN, Faktur Pajak Penggan� . Faktur Pajak 
Penggan�  diterbitkan tahun 2007 dengan nomor 
urut 5. Dalam hal ini Kode dan Nomor Seri Faktur 
Pajak yang digan�  harus dicantumkan dalam 
kolom yang telah disediakan (yaitu kolom Kode 
dan Nomor Seri FP yang digan� ).

B.  Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.

1.  Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak

a.  Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut :
- 01  digunakan untuk penyerahan kepada selain Pemungut 

PPN.

 Kode ini digunakan atas penyerahan BKP/JKP kepada pihak 
lain yang bukan Pemungut PPN, termasuk penyerahan 
kepada Perwakilan Negara Asing atau Perwakilan Organisasi 
Internasional yang � dak mendapat persetujuan untuk 
diberikan fasilitas perpajakan oleh Menteri Keuangan, dan 
penyerahan BKP/JKP antar Pemungut PPN selain Bendahara 
Pemerintah, yang PPN-nya dipungut oleh pihak yang 
menyerahkan BKP/JKP.

 Kode ini digunakan dalam hal penyerahan dilakukan 
kepada selain Pemungut PPN dan bukan merupakan jenis 
penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai 
dengan kode 09.

- 02 digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN 
Bendahara Pemerintah.

-  03  digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN 
Lainnya (selain Bendahara Pemerintah).

 Kode ini digunakan atas penyerahan BKP/JKP kepada 
Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini 
KPS Migas selaku Pemungut PPN.

- 04 digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP 
Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN.

 Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang 
menggunakan DPP dengan Nilai Lain.
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- 05 Kode ini � dak dapat digunakan lagi sejak 1 April 2010.

-  06  digunakan untuk penyerahan Lainnya kepada selain 
Pemungut PPN, dan penyerahan kepada orang pribadi 
pemegang paspor luar negeri (turis asing). Kode ini digunakan 
atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan 
pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP 
kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis 
asing), antara lain :

a.  Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%, 
contohnya penyerahan JKP di bidang pertambangan 
yang bersifat lex specialis, yang terutang Pajak Penjualan 
dengan tarif 5%.

b.  Penyerahan hasil tembakau yang dibuat didalam 
negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau 
hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh impor� r 
hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan 
yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, 
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 
atas Penyerahan Hasil Tembakau.

c.  Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor 
luar negeri (turis asing) oleh toko retail yang ditunjuk, 
terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.

- 07 digunakan untuk penyerahan yang PPN atau PPN 
dan PPn BM-nya Tidak Dipungut kepada selain Pemungut 
PPN, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya 
Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada selain Pemungut 
PPN, dan penyerahan ke Kawasan Bebas/Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) kepada selain Pemungut PPN. Kode ini 
digunakan atas Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn 
BM-nya Tidak Dipungut, Ditanggung Pemerintah (DTP), dan 
Penyerahan ke Kawasan Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara 
lain :

a.  Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea 
Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan 
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Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang 
Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

b.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan 
Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus 
Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Dan Perusahaan 
Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).

c.  Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat 
Penimbunan Berikat.

d.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan 
Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi 
Terpadu.

e.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk 
Keperluan Penerbangan Internasional.

f.  Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.

g.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan 
Dari Pungutan Bea Masuk.

h.  Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan 
Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak 
Goreng Sawit Di Dalam Negeri.

i.  Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan 
Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan 
Bakar Naba�  Di Dalam Negeri.

j.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan 
Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawasan 
Atas Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada 
Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan 
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

k.  Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara 
Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta 
Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/
atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah 
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Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain 
Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.

l.  Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara 
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan 
Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- 08  digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan 
dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM kepada selain 
Pemungut PPN.

 Kode ini digunakan atas penyerahan yang dibebaskan 
dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM, berdasarkan 
peraturan khusus yang berlaku antara lain :

a.  Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau 
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau 
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan 
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

b.  Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau 
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat 
Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai.

c.  Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian 
pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara 
Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

- 09  digunakan untuk penyerahan Ak� va Pasal 16D kepada 
selain Pemungut PPN.

b. Penyerahan kepada selain Pemungut PPN (Kode 01) dapat 
melipu�  penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 
04) dan/atau penyerahan lainnya dan penyerahan kepada 
orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 
06) dan/atau penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya 
Tidak Dipungut, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-
nya Ditanggung Pemerintah (DTP), dan penyerahan ke Kawasan 
Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Kode 07) dan/atau 
penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN 
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dan PPn BM (Kode 08) dan/atau penyerahan Ak� va Pasal 16D 
(Kode 09).

c.  Dalam hal terdapat penyerahan sebagaimana dimaksud pada 
bu� r 1.b maka Kode Transaksi yang digunakan adalah Kode 
Transaksi berdasarkan jenis penyerahan. Contoh penyerahan 
jasa biro perjalanan yang Dasar Pengenaan Pajak-nya 
menggunakan Nilai Lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari 
jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih, dilakukan 
kepada selain Pemungut PPN dengan Faktur Pajak, maka Kode 
Transaksi yang digunakan adalah ‘04’ bukan ‘01’.

d.  Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi ‘01’ adalah 
penyerahan kepada selain Pemungut PPN yang jenis 
penyerahannya � dak termasuk dalam kategori penyerahan yang 
menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04) dan/atau penyerahan 
lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor 
luar negeri (turis asing) (Kode 06) dan/atau penyerahan yang 
PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut, penyerahan 
yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Ditanggung Pemerintah 
(DTP), dan penyerahan ke Kawasan Bebas/Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) (Kode07) dan/atau penyerahan yang Dibebaskan 
dari pengenaaan PPN atau PPN dan PPn BM (Kode 08) dan/
atau penyerahan Ak� va Pasal 16D (Kode 09).

e  Penyerahan kepada Pemungut PPN baik Pemungut PPN 
Bendahara Pemerintah (Kode 02) maupun Pemungut PPN 
Selain Bendahara Pemerintah (Kode 03) dapat melipu�  
penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04) dan/
atau penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi 
pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06) dan/
atau penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak 
Dipungut, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya 
Ditanggung Pemerintah (DTP), dan penyerahan ke Kawasan 
Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Kode 07) dan/atau 
penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN 
dan PPn BM (Kode 08) dan/atau penyerahan Ak� va Pasal 16D 
(Kode 09).

f.  Dalam hal terdapat penyerahan sebagaimana dimaksud pada 
bu� r 1.e maka Kode Transaksi yang digunakan adalah Kode 
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Transaksi kepada Pemungut PPN baik Pemungut PPN Bendahara 
Pemerintah maupun Pemungut PPN Selain Bendahara 
Pemerintah. Contoh penyerahan kendaraan bermotor bekas 
yang Dasar Pengenaan Pajak-nya menggunakan Nilai Lain 
sebesar 10% (spuluh persen) dari Harga Jual, dilakukan kepada 
Pemungut PPN Bendahara Pemerintah dengan Faktur Pajak, 
maka Kode Transaksi yang digunakan adalah ‘02’ bukan ‘04’.

2.  Tata Cara Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak
 Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

a.  0 (nol) untuk status normal;

b.  1 (satu) untuk status penggan� an.

3.  Tata Cara Penggunaan Kode Cabang pada Faktur Pajak
a.  Kode Cabang diisi dengan ketentuan pengisian sebagai 

berikut:

1)  Bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapat ijin 
pemusatan PPN terutang yang :

-  sistem penerbitan Faktur Pajak-nya belum online antara 
Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau

-  Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada 
yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat 
dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan 
Berikat dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor 
Tujuan Ekspor;

 maka Kode Cabang ditentukan sendiri secara berurutan, 
diisi dengan kode ‘000’ untuk Kantor Pusat dan dimulai 
dari kode ‘001’ untuk Kantor Cabang.

2)  Bagi Pengusaha Kena Pajak selain dari Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada bu� r 3.a.1., Kode Cabang pada 
Kode Faktur Pajak diisi dengan kode ‘000’

b.  Pengaturan Kode Cabang bagi Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 adalah sebagai 
berikut :

1)  Pengusaha Kena Pajak dapat mengurutkan Kode Cabang 
berdasarkan tanggal pengukuhan masing-masing Kantor 
Cabang.
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2)  Kode Cabang dapat ditambah dan/atau dihen� kan 
penggunaannya karena adanya penambahan dan/atau 
pengurangan Kantor Cabang sesuai dengan perkembangan 
usaha.

3)  Peruntukan Kode Cabang � dak boleh berubah, dan Kode 
Cabang yang sudah dihen� kan penggunaannya � dak boleh 
digunakan kembali.

4.  Tata Cara Penggunaan Tahun Penerbitan pada Faktur Pajak
 Tahun Penerbitan yang digunakan pada Nomor Seri Faktur Pajak 

ditulis dengan mencantumkan dua digit terakhir dari tahun 
diterbitkannya Faktur Pajak, contohnya tahun 2009 ditulis ‘09’.

5.  Tata Cara Penggunaan Nomor Urut pada Faktur Pajak
a.  Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak dan tanggal Faktur 

Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan 
antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak, Faktur Pajak 
yang � dak diisi dengan keterangan iden� tas pembeli BKP/JKP, 
atau mata uang yang digunakan dalam transaksi. Contoh :

010.000-09.00000001,  berar�  penyerahan kepada Selain 
Pemungut PPN, Faktur Pajak statusnya 
adalah Normal, diterbitkan tahun 
2009 dengan nomor urut 1.

020.000-09.00000002,  berar�  penyerahan kepada Pemungut 
Bendahara Pemerintah, Faktur Pajak 
Normal, diterbitkan tahun 2009 
dengan nomor urut 2.

010.000-09.00000003,  berar�  penyerahan kepada Selain 
Pemungut PPN, Faktur Pajak Normal, 
diterbitkan tahun 2009 dengan nomor 
urut 3, dengan mata uang asing.

011.000-09.00000007,  berar�  penyerahan kepada Selain 
Pemungut PPN, Faktur Pajak statusnya 
adalah Penggan� , diterbitkan tahun 
2009 dengan nomor urut 4.

b.  Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Urut 00000001 pada 
se� ap awal tahun takwim, yaitu mulai Masa Pajak Januari dan 
secara berurutan, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak Januari 
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dan secara berurutan, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang 
baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa 
Pajak Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Bagi Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada bu� r 3 huruf a angka 1, maka 
Nomor Urut 00000001 (satu) dimulai pada se� ap awal tahun 
takwim Masa Pajak Januari pada masing-masing Kantor Pusat 
dan Kantor-kantor Cabangnya, kecuali bagi Kantor Cabang yang 
baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa 
Pajak Kantor Cabang dikukuhkan. Contoh :

010.000-09.00000001,  berar�  penyerahan kepada Selain 
Pemungut PPN, status Faktur Pajak 
adalah Normal, dilakukan oleh Kantor 
Pusat, diterbitkan tahun 2009 dengan 
nomor urut 1.

020.000-09.00000002,  berar�  penyerahan kepada Pemungut 
Bendahara Pemerintah, status Faktur 
Pajak adalah Normal, dilakukan oleh 
Kantor Pusat , diterbitkan tahun 2009 
dengan nomor urut 2.

010.001-09.00000001,  berar�  penyerahan kepada Selain 
Pemungut PPN,status Faktur Pajak 
adalah Normal, dilakukan oleh Kantor 
Cabang ke-1 (satu), diterbitkan tahun 
2009 dengan nomor urut 1.

020.001-09.00000002,  berar�  pnyerahan kepada Pemungut 
Bendahara Pemerintah, status Faktur 
Pajak adalah Normal, dilakukan oleh 
Kantor Cabang ke-1 (satu), diterbitkan 
tahun 2009 dengan nomor urut 2.

020.001-09.00000003,  berar�  penyerahan kepada Pemungut 
Bendahara Pemerintah, status Faktur 
Pajak adalah Normal, dilakukan oleh 
Kantor Pusat, diterbitkan tahun 2009 
dengan nomor urut 3.

c.  Apabila sebelum Masa Pajak Januari tahun berikutnya, Nomor 
Urut telah habis digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak 
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(termasuk Nomor Urut di Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor 
Cabang bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada bu� r 3 huruf a angka 1), maka Pengusaha Kena Pajak 
harus menerbitkan Faktur pajak dengan Nomor Urut dimulai 
dari Nomor Urut 00000001 (satu). Contoh bagi Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada bu� r 3 huruf a angka 1 :

No. 
Kantor Pusat/

Cabang 
Kode Cabang pada
Kode Faktur Pajak

Tahun 
Takwim

Nomor Urut yang 
telah diterbitkan s.d. 
tanggal 16 November 

2009

1. Menado ‘001’ 2009 
00000001 s.d. 

00000040

2. 
Cabang 
Surabaya 1 

‘001’ 2009 
00000001 s.d. 

00050001

3. 
Cabang 
Surabaya 2 

‘002’ 2009 

00000001 s.d. 
99999999

00000001 s.d. 
00000020

4. 
Cabang 
Medan 1 

‘003’ 2009 
00000001 s.d. 

00004979

5. 
Cabang 
Medan 2 

‘004’ 2009 
00000001 s.d. 

00099998

6. 

Cabang 
PDKB KBN 
Cilincing 
Jakarta 

‘005’ 2009 
00000001 s.d. 

00040005

7. 
Cabang 
Surabaya 3 

‘006’ 2009 

00000001 s.d. 
99999999

00000001 s.d. 
00000035

8. 
Cabang 
Medan 3 

‘007’ 2009 
00000001 s.d. 

05000005
   



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008372

Lampiran IVA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR  : PER - 13/PJ/2010
TANGGAL  : 24 Maret 2010

Format Surat Pemberitahuan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena 
Pajak yang telah mendapat ijin pemusatan PPN terutang yang:
- sistem penerbitan Faktur Pajak-nya belum online antara kantor Pusat dan Kantor-

kantor Cabang-nya; dan/atau
-  Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai 

Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha di Kawasan 
Berikat dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Kepada Yth.
Kepala KPP ....................
Jl. ...............................
di .......................

Dengan ini, saya :

Nama   : .....................................................
Jabatan   : .....................................................
Nama PKP   : .....................................................
NPWP   : .....................................................
Tanggal Pengukuhan  : .....................................................

memberitahukan penggunaan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak, sebagai 
berikut:

No 
Nama Kantor Pusat/
Cabang dan alamat 

tanggal 
Pengukuhan PKP 

Kode Cabang 
pada Kode FP 

Mulai Digunakan

1. Nama .........................
Alamat .......................

2.

3.

4.

5.

dst.
      

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mes� nya. Atas perha� an saudara kami 
ucapkan terima kasih.

....................................., ...........................

   Meterai

............................................
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Lampiran IVB
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR  : PER - 13/PJ/2010
TANGGAL : 24 Maret 2010

Format Surat Pemberitahuan penambahan/pengurangan Kode Cabang pada Kode Faktur 
Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapat ijin pemusatan PPN terutang yang :
-  sistem penerbitan Faktur Pajak-nya belum online antara kantor Pusat dan Kantor-

kantor Cabang-nya dan/atau Kantor Pusat; dan/atau
-  Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan 

Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat dan/atau 

mendapat fasilitas Kemudahan Impor tujuan Ekspor.

Kepada Yth.
Kepala KPP ....................
Jl. ...............................
di .......................

Dengan ini, saya :

Nama   : .....................................................
Jabatan   : .....................................................
Nama PKP   : .....................................................
NPWP   : .....................................................
Tanggal Pengukuhan  : .....................................................

memberitahukan penambahan dan/atau pengurangan Kode Cabang yang 
digunakan pada Kode Faktur Pajak, sebagai berikut :

No 
Nama Kantor Pusat/
Cabang dan alamat 

tanggal 
Pengukuhan 

PKP 

Kode Cabang 
pada Kode FP 

Mulai 
Digunakan

Digunakan 
sampai 
dengan

Ket. 
*)

1. Nama .........................
Alamat .......................

2.

3.

4.

5.

dst.

      
Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mes� nya. Atas perha� an saudara kami 
ucapkan terima kasih.

....................................., ...........................

   Meterai

............................................
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Lampiran V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR  : PER - 13/PJ/2010
TANGGAL : 24 Maret 2010 

Format Surat Pemberitahuan Menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut mulai dari 
00000001 yang diterbitkan � dak pada awal tahun takwim.

 

Kepada Yth. 
Kepala KPP ....................
 Jl. ...............................
 di .......................

Dengan ini, saya :

Nama  : .....................................................
Jabatan : .....................................................
Nama PKP : .....................................................
NPWP : .....................................................
Tanggal Pengukuhan :  .....................................................

memberitahukan bahwa untuk tahun ............. dan Kode Cabang ..................., Nomor 
Urut pada Faktur Pajak telah mencapai Nomor Urut 99999999 (sembilan puluh 
sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan, sehingga mulai tanggal .......................... , kami akan menerbitkan Faktur 
Pajak dengan Nomor Urut dimulai dari 00000001 (satu) kembali.

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan 
dilakukan perbaikan sebagaimana mes� nya. Atas perha� an saudara kami ucapkan 
terima kasih. 

....................................., ...........................

Meterai

............................................
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Lampiran VIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 13/PJ/2010
TANGGAL : 24 Maret 2010 

Format Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/kuasa yang berwenang menandatangani 
Faktur Pajak.

Kepada Yth. 
Kepala KPP ....................
Jl. ...............................
di .......................

Dengan ini, saya :

Nama :  .....................................................
Jabatan  :  .....................................................
Nama PKP : .....................................................
NPWP : .....................................................
Tanggal Pengukuhan : .....................................................

memberitahukan iden� tas dan contoh tanda tangan Pejabat/kuasa yang ditunjuk 
untuk menandatangani Faktur Pajak, yaitu :

No  

Nama 
Pejabat/ 

kuasa yang 
Ditunjuk

NPWP Jabatan 
Tanggal Mulai

Menandatangani

Lokasi 
Tempat 

Keg. 
Usaha

Contoh 
Tanda 

Tangan

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan 
dilakukan perbaikan sebagaimana mes� nya. Atas perha� an saudara kami ucapkan 
terima kasih. 

....................................., ...........................

      Meterai

............................................
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Lampiran VIB
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :  PER - 13/PJ/2010
TANGGAL : 24 Maret 2010 

Format Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Kuasa yang berwenang menandatangani 
Faktur Pajak :

 
Kepada Yth. 
Kepala KPP ....................
Jl. ...............................
di .......................

Dengan ini, saya :

Nama : .....................................................
Jabatan : .....................................................
Nama PKP  : ....................................................
NPWP  : .....................................................
Tanggal Pengukuhan  : .....................................................

memberitahukan perubahan Pejabat/kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur 
Pajak, yaitu :

Pejabat/ Kuasa Lama
Nama : .....................................................
NPWP :  .....................................................
Jabatan :  .....................................................
s.d. tanggal  :  .....................................................

Contoh tanda tangan  :  .....................................................

Pejabat/Kuasa Baru
Nama : .....................................................
NPWP :  .....................................................
Jabatan : .....................................................
Mulai tanggal  : .....................................................

Contoh tanda tangan  : .....................................................

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Pemberitahuan 
ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mes� nya. Atas perha� an Saudara kami 
ucapkan terima kasih.

....................................., ...........................

   Meterai

 ............................................
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Lampiran VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 13/PJ/2010
TANGGAL  :  24 Maret 2010 

Format Surat Kuasa Khusus penunjukan Kuasa untuk menandatangani Faktur Pajak oleh 
PKP Orang Pribadi yang � dak memiliki struktur organisasi dan � dak menandatangani sendiri 
Faktur Pajak-nya.

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama PKP : .....................................................
NPWP : .....................................................

Tanggal Pengukuhan  : .....................................................
(selanjutnya disebut sebagai Yang Memberi Kuasa)

memberitahukan kuasa kepada :
Nama Pihak yang ditunjuk  : .....................................................

NPWP : .....................................................

Mulai tanggal : ........................ s.d. ............................. atau
  ...................................
(selanjutnya disebut sebagai Yang Diberi Kuasa)

KHUSUS

untuk dan atas nama Yang Memberi Kuasa, menandatangani Faktur Pajak.

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam SuratPemberitahuan 
ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mes� nya. Atas perha� an Saudara kami 
ucapkan terima kasih.

    ....................................., ...........................

Yang Diberi Kuasa,    Yang Memberi Kuasa,

                 Meterai
...................................                ............................................
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Lampiran VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR  : PER - 13/PJ/2010
TANGGAL : 24 Maret 2010 

A.  TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK YANG CACAT, RUSAK, 
SALAH DALAM PENGISIAN, ATAU SALAH DALAM PENULISAN

1.  Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena 
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, 
Pengusaha Kena Pajak penjual atau penerima Jasa Kena Pajak 
membuat Faktur Pajak Penggan�  terhadap Faktur Pajak yang rusak, 
cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.

2.  Pembetulan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, 
atau salah dalam penulisan � dak diperkenankan dengan cara 
menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan 
cara membuat Faktur Pajak Penggan�  sebagaimana dimakskud 
dalam bu� r 1.

3.  Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Penggan�  dilaksanakan 
seper�  penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai 
dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan 
pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

4.  Faktur Pajak Penggan�  sebagaimana dimaksud pada bu� r 1, diisi 
berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan 
Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah 
dalam pengisian tersebut.

5.  Pada Faktur Pajak Penggan�  sebagaimana dimaksud pada bu� r 1, 
dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta 
tanggal Faktur Pajak yang dibubuhkan cap yang mencantumkan 
Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang digan�  
tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut 
seper�  contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur 
Pajak yang digan�  dapat diisi dengan cara manual.

Faktur Pajak yang digan�  :

Kode dan Nomor Seri :  ................................

Tanggal : ............................... :  
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6.  Penerbitan Faktur Pajak Penggan�  mengakibatkan adanya 
kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan 
pembuatan Faktur Pajak tersebut.

7.  Faktur Pajak Penggan�  dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai pada :

1.  Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya 
Faktur Pajak yang digan� , dengan mencantumkan nilai setelah 
penggan� an;dan

2.  Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Penggan�  tersebut 
dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan 
PPn BM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak yang diterbitkan 
oleh Pengusaha Kena Pajak.

8.  Pelaporan Faktur Pajak Penggan�  pada Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada 
bu� r 7 huruf a dan b, harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri 
Faktur Pajak yang digan�  pada kolom yang telah ditentukan.

B.  TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK YANG HILANG

1.  Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajak
a.  Pengusaha Kena Pajak Penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak 

dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy 
dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak 
pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dengan tembusan 
kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena 
Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan 
kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena 
Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan.

b. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak penjual 
atau pemberi Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak pembeli 
atau penerima Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur 
Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli 
atau penerima Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisir oleh Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau 
penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan. Copy dibuat dalam 
rangka 2 (dua), yaitu :
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- Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak penjual 
atau pemberi Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak 
pembeli atau penerima Jasa kena Pajak.

- Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang 
bersangkutan

c.  Legalisir diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak 
dikukuhkan setelah meneli�  asli arsip Faktur Pajak dan Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha 
Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak tersebut.

d.  Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual 
atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan 
peneli� an atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak untuk 
meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut 
sudah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran

  2. Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa kena Pajak
a.  Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak 

dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy 
dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak 
penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dengan tembusan 
kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena 
Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan 
kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena 
Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.

b.  Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli 
atau penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual 
atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur 
Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau 
pemberi Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisir oleh Kantor Pelayanan 
Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa 
Kena Pajak dikukuhkan. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), 
yaitu :

- Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak pembeli 
atau penerima Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena 
Pajak penjual atau pemberi Jasa kena Pajak.
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- Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang 
bersangkutan

c.  Legalisir diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak 
dikukuhkan setelah meneli�  asli arsip Faktur Pajak dan Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha 
Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak tersebut.

d.  Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli 
atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan 
peneli� an atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 
Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa 
Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang 
dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak 
Masukan.

C.  TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

1.  Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya 
telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.

2.  Pembatalan transaksi harus didukung oleh buk�  atau dokumen 
yang membuk� kan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. 
Buk�  dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang 
menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.

3.  Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur 
Pajak harus memiliki buk�  dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang 
menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.

4.  Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) 
oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak 
tersebut.

5.  Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak 
harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak 
yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena 
Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.

6.  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur 
Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
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Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap 
melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) 
pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

7.  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur 
Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 
Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak 
Penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan 
cara tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dan 
mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan 
PPn BM.

 8.  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur 
Pajak yang dibatalkan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka 
Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak 
yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak 
yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada 
kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR - 14/PJ/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN 

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

1.  bahwa untuk menyelaraskan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2.  bahwa untuk mengakomodir perubahan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009;

3.  berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);
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2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang 
Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-142/PJ/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ/2006 TENTANG 
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN).

Pasal I

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1.  KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.

2.  KP4 adalah Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan 
dalam wilayah KPP yang sekarang menjadi Kantor Pelayanan, Penyuluhan 
dan Konsultasi Perpajakan.

3.  SPT adalah Surat Pemberitahuan, yaitu :
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a.  bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan � dak lebih 
dari 30 (� ga puluh) Faktur Pajak yang memuat keterangan lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang 
PPN Tahun 1984 dan perubahannya dalam 1 (satu) Masa Pajak 
adalah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik dalam bentuk 
formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik;

b.  bagi PKP yang menerbitkan lebih dari 30 (� ga puluh) Faktur 
Pajak yang memuat keterangan lengkap sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan 
perubahannya dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa PPN 
dalam bentuk data elektronik.

4.  Lampiran SPT adalah Lampiran 1 SPT dan Lampiran 2 SPT.

5.  e-SPT adalah Aplikasi Pengisian SPT.

6.  Data elektronik adalah data SPT yang dihasilkan dari e-SPT.

7.  Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat 
digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer 
lainnya, antara lain : diske� e, fl ash disk, dan Compact Disc (CD).

8.  e-Filing adalah cara penyampaian dengan sistem on-line yang real � me 
melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) 
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

9.  Peneli� an adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya termasuk 
penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

10.  Pengujian data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kebenaran pengisian data elektronik Induk SPT dan Lampiran SPT.

11.  Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan 
usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan 
barang � dak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, 
atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

12.  PKP adalah Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 11 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
(BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak 
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berdasarkan Undang-undang PPN, � dak termasuk Pengusaha Kecil yang 
batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali 
Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2.  Menyempurnakan beberapa bagian pada lampiran II PER-146/PJ/2006 
tentang Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN sebagai berikut :

a.  Mengubah sub judul petunjuk pengisian SPT Masa PPN

* Huruf D : Hal-hal pen� ng yang perlu diketahui

* Nomor urut 2 : Tata cara pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM, 
bentuk pelaporan dan penyampaian SPT Masa 
PPN

* Huruf a : batas waktu penyetoran

* Huruf c : batas waktu pelaporan SPT Masa PPN

 sehingga huruf D nomor urut 2 huruf a dan huruf c berbunyi sebagai 
berikut :

“a  Batas waktu penyetoran

 PPN atau PPN dan PPn BM yang terutang dalam satu Masa 
Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya 
setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN 
disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran 
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari 
libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari 
kerja berikutnya.

c.  Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN

    SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan 
berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal akhir 
bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur 
nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari 
kerja berikutnya”

b.  Memberikan penegasan tambahan pada sub judul Petunjuk 
Pengisian Formulir 1107A Lampiran I Pajak Keluaran dan PPnBM 
(D.1.2.32.01) :

* Huruf B  : petunjuk pengisian

*  Nomor urut 3 : Bagian Ke� ga

* Angka romawi I : Ekspor
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 sehingga huruf B, nomor urut 3, angka romawi I, “bagian Ekspor”, 
berbunyi sebagai berikut :

I. EKSPOR

- Kolom Nomor
 Cukup jelas.

-  Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima JKP
 Diisi dengan nama pembeli BKP/penerima manfaat BKP Tidak 

Berwujud/penerima JKP sesuai dengan yang tercantum dalam 
dokumen ekspor atau dokumen tertentu yang kedudukannya 
dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk ekspor Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

- Kolom Nomor dan tanggal PEB
 Diisi dengan Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang 

(PEB) yang telah mendapat persetujuan ekspor dari Ditjen 
Bea dan Cukai atau dokumen tertentu yang kedudukannya 
dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk ekspor Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

-  Kolom DPP (Rupiah)
 Diisi dengan DPP sesuai dengan :

-  nilai ekspor BKP, baik dengan L/C maupun tanpa L/C, yang 
tercantum dalam PEB yang dilampiri Faktur Penjualan 
(invoice) sebagai suatu kesatuan dokumen yang � dak 
terpisahkan; atau

-  DPP Nilai Penggan� an pada dokumen tertentu yang 
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk 
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor 
Jasa Kena Pajak.

DPP atas ekspor ini dilaporkan dalam Masa Pajak sesuai tanggal :

-  penda� aran pada PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai; atau

-  pada dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan 
dengan Faktur Pajak untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

-  Baris Jumlah Ekspor  1
 Diisi dengan jumlah DPP dari bu� r I, kemudian jumlah DPP 

dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN (Formulir 1107) bu� r 
I.A.1.
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Catatan :

*  Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilampiri dengan 
invoice merupakan dokumen yang kedudukannya dipersamakan 
dengan Faktur Pajak;

*  Dalam hal ekspor BKP Tidak Berwujud juga memerlukan 
dokumen PEB yang di endorse oleh Ditjen Bea dan Cukai maka 
PKP cukup melaporkan dokumen Pemberitahuan Ekspor BKP 
Tidak Berwujud dalam SPT Masa PPN.

  C. Memberikan penegasan tambahan pada sub judul Petunjuk 
Pengisian Formulir 1107A Lampiran I Pajak Keluaran dan PPnBM 
(D.1.2.32.01) :

* Huruf B : petunjuk pengisian
* Nomor urut 3 : Bagian Ke� ga
* Angka romawi II : Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur  

  Pajak
    sehingga huruf B, nomor urut 3, angka romawi II, “bagian 

Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak”, berbunyi 
sebagai berikut :

II. PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

 Bagian ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan yang 
menggunakan dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya 
dipersamakan dengan Faktur Pajak.

-  Kolom Nomor
    Cukup jelas.

-  Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima JKP
 Diisi dengan nama pembeli BKP/penerima JKP (termasuk Pemungut 

PPN) sesuai dengan nama yang tercantum dalam Faktur Pajak.

   -  Kolom NPWP
 Diisi dengan NPWP dari masing-masing pembeli BKP/penerima JKP 

(termasuk Pemungut PPN) sesuai dengan yang tercantum dalam 
Faktur Pajak.

   -  Kolom Faktur Pajak/Nota Retur
 Kolom Kode dan Nomor Seri serta kolom Tanggal diisi dengan 

Kode dan Nomor Seri serta tanggal yang tercantum dalam Faktur 
Pajak atau dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya 
dipersamakan dengan Faktur Pajak.
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 Dalam hal Nota Retur atau Nota Pembatalan, maka yang 
dicantumkan adalah nomor Nota Retur atau Nota Pembatalan dan 
tanggal yang tercantum pada Nota Retur atau Nota Pembatalan.

 Dalam hal terjadi retur (pengembalian), maka kolom DPP, PPN atau 
PPN dan PPnBM diisi dengan jumlah harga jual, PPN atau PPN dan 
PPnBM, atas BKP yang dikembalikan yang tercantum dalam Nota 
Retur dengan penulisan angka dalam tanda kurung ( ) sebagai 
pengurang.

-  Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPnBM 
(Rupiah)

 Kolom-kolom ini diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPnBM 
yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Nota retur atau Nota 
Pembatalan.

 Kolom PPnBM (Rupiah) hanya diisi jika PKP adalah pengusaha 
yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dan melakukan 
penyerahan BKP yang tergolong mewah pada Masa Pajak yang 
bersangkutan.

-  Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Digan� 
 Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang digan�  dalam 

hal terdapat Faktur Pajak Penggan� .

-  Baris Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak
    Diisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPnBM dari bu� r II.

 Contoh apabila terdapat pembatalan Faktur Pajak, penggan� an 
Faktur Pajak, BKP yang diretur atau JKP yang dibatalkan.

1.  Contoh apabila terdapat pembatalan Faktur Pajak.

 Pada tanggal 1 Januari 2011 PT Ceria (PKP) melakukan penjualan 
kepada PT Can� k (PKP) dengan nilai penjualan sebesar Rp 
100.000.000,-. PT Ceria menerbitkan Faktur Pajak dengan DPP 
sebesar Rp 100.000.000,- dan PPN sebesar Rp 10.000.000,-. Pada 
tanggal 15 Februari 2011 PT Can� k membatalkan pembelian, 
sehingga PT Ceria harus melakukan pembatalan Faktur Pajak.

 Sebagai konsekuensi dari pembatalan tersebut, maka :

a.  PT Ceria melakukan hal-hal sebagai berikut :

*  Dalam hal PT Ceria belum melaporkan Faktur Pajak 
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tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari, maka 
PT Ceria harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut 
dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari dengan 
mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN 
dan PPnBM.

*  Dalam hal PT Ceria telah melaporkan Faktur Pajak 
tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 
sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka PT Ceria harus 
melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak 
Januari, dengan cara sebagai berikut : Faktur Pajak 
tersebut tetap dilaporkan dengan mencantumkan nilai 
0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

b.  Dalam hal PT Can� k telah melaporkan Faktur Pajak tersebut 
dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan, 
maka PT Can� k harus melakukan pembetulan SPT Masa 
PPN Masa Pajak yang bersangkutan dengan cara sebagai 
berikut: Faktur Pajak tersebut tetap dilaporkan dengan 
mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan 
PPnBM.

2.  Contoh apabila terdapat penggan� an Faktur Pajak.

 Pada tanggal 5 Januari 2011 PT Cerdik (PKP) melakukan 
penjualan kepada PT Pandai (PKP) dengan nilai penjualan 
sebesar Rp 200.000.000,-. PT Cerdik menerbitkan Faktur 
Pajak dengan DPP sebesar Rp 200.000.000,-. dan PPN sebesar 
Rp 20.000.000,-. Pada bulan Juni 2011 PT Cerdik melakukan 
penggan� an Faktur Pajak karena ternyata nilai penjualan 
adalah sebesar Rp 250.000.000,-. Atas penggan� an tersebut PT 
Cerdik menerbitkan Faktur Pajak Penggan�  pada tanggal 5 Juni 
2011 dengan DPP sebesar Rp 250.000.000,- dan PPN sebesar 
Rp 25.000.000,-

a.  Tata cara pelaporan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN bagi 
PT Cerdik adalah sebagai berikut :

 Pada Masa Pajak Januari 2011, Faktur Pajak dengan Kode 
dan Nomor Faktur Pajak yang digan�  dilaporkan pada 
SPT Masa PPN dengan DPP Rp 200.000.000,- dan PPN Rp 
20.000.000,-.
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 Pada bulan Juni 2011, PT Cerdik melakukan hal-hal sebagai 
berikut :

* Melakukan pelaporan Faktur Pajak Penggan�  tersebut 
pada SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011. Kolom Kode 
dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi dengan Kode dan 
Nomor Seri Faktur Pajak Penggan� , kolom DPP, PPN dan 
PPnBM diisi dengan ‘0’, sedangkan kolom kode dan No. 
Seri FP Yang Digan�  diisi dengan Kode dan Nomor Seri 
Faktur Pajak yang digan� .

* Melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak 
Januari 2011 dan melaporkan Faktur Pajak Penggan�  
tersebut. Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi 
dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Penggan� , 
kolom DPP dan PPN diisi dengan Nilai Rp 250.000.000,- 
dan Rp 25.000.000,- sedangkan kolom Kode dan No. Seri 
FP Yang Digan�  diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur 
Pajak yang digan� . Faktur Pajak yang digan�  � dak perlu 
dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa 
Pajak Januari 2011.

b.  Tata cara pelaporan Faktur Pajak pada SPT Masa PPN bagi 
PT Pandai adalah sebagai berikut :

    Pada bulan Juni 2011, PT Pandai harus melakukan 
pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak dimana Faktur 
Pajak yang digan�  tersebut dilaporkan sebagai Faktur Pajak 
Masukan, dan melaporkan Faktur Pajak Penggan�  tersebut. 
Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi dengan Kode 
dan Nomor Seri Faktur Pajak Penggan� , kolom DPP dan 
PPN diisi dengan Nilai Rp 250.000.000,- dan Rp 25.000.000,- 
sedangkan kolom Kode dan No. Seri FP Yang Digan�  diisi 
dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang digan� . 
Faktur Pajak yang digan�  � dak perlu dilaporkan lagi pada 
SPT Masa PPN Pembetulan.

3.  Contoh apabila terdapat BKP yang diretur.

 Pada tanggal 10 Juni 2011 PT Aman (PKP) melakukan retur 
BKP atas pembelian dari PT Bahagia (PKP) dengan nilai BKP 
sebesar Rp 15.000.000,-. PT Aman menerbitkan Nota Retur 
atas pengembalian BKP tersebut.
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 Tata cara pelaporan Nota Retur bagi PT Aman dan PT Bahagia 
adalah sebagai berikut :

a.  PT Aman sebagai pembeli melaporkan retur pembelian 
tersebut pada Lampiran 2 Da� ar Pajak Masukan dan 
PPnBM. Kolom Kode dan Nomor serta Tanggal Nota Retur 
diisi dengan nomor dan tanggal Nota Retur, sedangkan 
kolom DPP dan PPN diisi dengan nilai BKP yang diretur dan 
PPN atas BKP yang diretur tersebut. Nilai ditulis dalam tanda 
kurung sebagai pengurang.

b.  PT Bahagia sebagai penjual melaporkan retur pembelian 
dari PT Aman pada Lampiran 1 Da� ar Pajak Keluaran dan 
PPnBM. Kolom Kode dan Nomor serta Tanggal Nota Retur 
diisi dengan nomor dan tanggal Nota Retur, sedangkan 
kolom DPP dan PPN diisi dengan nilai BKP yang diretur dan 
PPN atas BKP yang diretur tersebut. Nilai ditulis dalam tanda 
kurung sebagai pengurang.

4.  Contoh apabila terdapat JKP yang dibatalkan.

 Pada tanggal 10 Juni 2011 PT Sentosa (PKP) melakukan 
pembatalan JKP atas sewa ruangan dari PT Damai (PKP) dengan 
nilai JKP sebesar Rp 12.000.000,-. PT Sentosa menerbitkan Nota 
Pembatalan atas JKP yang dibatalkan tersebut.

 Tata cara pelaporan Nota pembatalan bagi PT Sentosa dan PT 
Damai adalah sebagai berikut :

a.  PT Sentosa sebagai penerima jasa melaporkan nota 
pembatalan atas sewa tersebut pada Lampiran 2 Da� ar 
Pajak Masukan dan PPnBM. Kolom Kode dan Nomor serta 
Tanggal Nota Retur diisi dengan nomor dan tanggal Nota 
Pembatalan, sedangkan kolom DPP dan PPN diisi dengan 
nilai JKP yang dibatalkan dan PPN atas JKP yang dibatalkan 
tersebut. Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai 
pengurang.

b.  PT Damai sebagai pemberi jasa melaporkan nota pembatalan 
dari PT Damai pada Lampiran 1 Da� ar Pajak Keluaran 
dan PPnBM, Kolom Kode dan Nomor serta Tanggal Nota 
Retur diisi dengan nomor dan tanggal Nota Pembatalan, 
sedangkan kolom DPP dan PPN diisi dengan nilai JKP yang 
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dibatalkan dan PPN atas JKP yang dibatalkan tersebut. Nilai 
ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang.”

Jenis-jenis transaksi yang terkait dengan Penyerahan Dalam Negeri Dengan 
Faktur Pajak:

1.  Penyerahan kepada Selain Pemungut PPN
 Diisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan 

BKP/JKP kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN, termasuk 
penyerahan BKP/JKP antar Pemungut PPN selain Bendaharawan, yang 
PPN-nya dipungut oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP.

 Khusus untuk penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari 
pengenaan PPnBM saja dan PKP yang melakukan penyerahan telah 
memiliki SKB, maka jumlah DPP dan PPN tetap dimasukkan ke kolom 
DPP dan kolom PPN, tetapi jumlah PPnBM yang mendapat fasilitas, � dak 
diisi atau ditambahkan pada kolom PPnBM.

 Bagian ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan kepada 
Perwakilan Negara Asing atau Perwakilan Organisasi Internasional yang 
� dak mendapat persetujuan untuk diberikan fasilitas perpajakan oleh 
Menteri Keuangan.

2.  Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara 
Pemerintah

 Diisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan 
BKP/JKP kepada Bendahara Pemerintah selaku Pemungut PPN.

 Penyerahan kepada Bendahara Pemerintah dilaporkan dalam Masa 
Pajak diterbitkannya Faktur Pajak kepada Bendahara Pemerintah.

 Contoh :

Bulan Januari 2011:

PT A menyerahkan BKP kepada :

* Departemen Pertanian Rp 100 juta (� dak termasuk PPN);

* Departemen Keuangan Rp 50 juta (� dak termasuk PPN);

Bulan Maret 2011:

 PT A mengajukan penagihan Faktur Pajak dan SSP harus dibuat dalam 
bulan Maret 2011 tersebut.
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Bulan April 2011:

Diterima pembayaran (termasuk PPN) dari :
* Departemen Pertanian Rp 110 juta;
* Departemen Keuangan Rp 55 juta.
Pelaporan:

 Penyerahan ini � dak dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 
2011 atau Masa Pajak Februari 2011 atau Masa Pajak April 2011, tetapi 
dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2011 yaitu pada saat 
PT A menerbitkan Faktur Pajak, sebagai berikut :

 Lampiran 1 SPT Masa PPN (Formulir 1107 A) Masa Pajak Maret 2011, 
bu� r II kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan transaksi 
kepada Departemen Pertanian sebesar Rp 100 juta (DPP) dan Rp 10 juta 
(PPN), serta transaksi kepada Departemen Keuangan sebesar Rp 50 juta 
(DPP) dan Rp 5 juta (PPN).

3.  Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya 
(Selain Bendahara Pemerintah)

 Diisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan 
BKP/JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN selain Bendahara 
Pemerintah, dalam hal ini KPS Migas selaku Pemungut PPN. Penyerahan 
kepada Pemungut PPN Lainnya (Selain Bendahara Pemerintah) dilaporkan 
dalam Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak.

 Catatan:
 Khusus untuk transaksi kepada Pemungut PPN (Bendahara Pemerintah 

atau lainnya), tetap dimasukkan ke dalam transaksi kepada Pemungut 
PPN meskipun transaksi yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai 
jenis transaksi lain.

4.  Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain
 Diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPnBM, atas penyerahan BKP dan/

atau JKP yang menggunakan DPP dengan Nilai Lain.

Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak antara lain:

1.  untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak adalah Harga Jual atau Penggan� an setelah dikurangi laba 
kotor;

2.  untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 
Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggan� an setelah dikurangi 
laba kotor;
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3.  untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah 
perkiraan harga jual rata-rata;

4.  untuk penyerahan fi lm cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per 
judul fi lm;

5.  untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga 
jual eceran;

6.  untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau ak� va yang 
menurut tujuan semula � dak untuk diperjualbelikan, yang masih 
tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar 
wajar;

7.  untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau 
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang 
adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;

8.  untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara 
adalah harga yang disepaka�  antara pedagang perantara dengan 
pembeli;

9.  untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah 
harga lelang;

10.  untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh 
persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya 
ditagih; atau

11.  untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata 
adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang 
seharusnya ditagih.

 Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan jasa yang 
dilakukan oleh :

*  Pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata; dan

*  Pengusaha jasa pengiriman paket, 
 � dak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain tersebut telah 

diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena 
Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam rangka usaha tersebut.

5.  Penyerahan yang Pajak Masukannya di Deemed.
 Diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan/

atau JKP yang PPN-nya dihitung dengan menggunakan Deemed Pajak 
Masukan.
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 Catatan:
 Untuk jenis penyerahan ini � dak digunakan lagi sejak 1 April 2010.

6.  Penyerahan Lainnya
 Diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan/

atau JKP selain jenis penyerahan pada nomor 1 sampai dengan nomor 5, 
antara lain:

a.  Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%, contohnya 
penyerahan JKP di bidang pertambangan yang bersifat lex specialis, 
yang terutang Pajak Penjualan dengan tarif 5%.

b.  Penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri 
(turis asing).

7.  Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya Tidak Dipungut
 Diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPnBM atas Penyerahan yang PPN 

atau PPN dan PPnBM-nya Tidak Dipungut berdasarkan peraturan khusus 
yang berlaku, antara lain:

a.  Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk 
Tambahan, PPN dan PPnBM dan Pajak Penghasilan dalam rangka 
Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana 
Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

b. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi 
Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor 
(EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).

c.  Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

d.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di 
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

e.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan 
Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan 
Internasional.

f.  Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.

g.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan PPN dan PPnBM 
atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan dari Pungutan Bea 
Masuk.

h.  Ketentuan yang mengatur mengenai Penyerahan yang PPN atau 
PPN dan PPnBM-nya Ditanggung Pemerintah (DTP).
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i.  Ketentuan yang mengatur mengenai Kawasan Bebas dan Kawasan 
Ekonomi Khusus.

8.  Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN atau PPN dan 
PPnBM

 Diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan yang 
dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM, berdasarkan 
peraturan khusus yang berlaku antara lain:

1.  Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan atau Penyerahan 
Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak 
Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai.

2.  Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan atau Penyerahan 
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan 
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

3.  Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak 
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta 
pejabatnya.

9.  Penyerahan Ak� va Pasal 16D
 Kolom DPP diisi dengan Harga Jual dari Ak� va yang diserahkan, kecuali 

ditetapkan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kolom PPN diisi 
jumlah PPN terutang yaitu 10% dari nilai DPP sedangkan kolom PPnBM 
� dak perlu diisi.

d.  Memberikan penegasan judul Petunjuk Pengisian Formulir 1107A 
Lampiran I Pajak Keluaran dan PPnBM (D.1.2.32.01):

*  Huruf B : petunjuk pengisian

*    Nomor urut 3 : Bagian Ke� ga

*    Angka romawi III : Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur 
Pajak Sederhana

 sehingga huruf B, nomor urut 3, angka romawi III, “bagian 
Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Sederhana”, 
berbunyi sebagai berikut :
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III.  Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Sederhana

 Jumlah seluruh DPP, PPN atau PPN dan PPnBM, atas penyerahan BKP 
atau JKP:

*  yang Faktur Pajaknya � dak diisi nama dan NPWP Pembeli;

*  kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

 PKP toko retail yang ditunjuk, yang melakukan penyerahan BKP kepada 
orang pribadi pemegang paspor luar negeri, wajib membuat rincian 
penyerahan BKP tersebut dengan format yang ditetapkan oleh DJP. 
Rincian penyerahan BKP tersebut dilampirkan dalam SPT Masa PPN dan 
merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari SPT Masa PPN PKP yang 
bersangkutan.

 Catatan:
 Bagi PKP toko retail yang ditunjuk, yang melakukan penyerahan BKP 

kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, Faktur Pajak yang 
dilaporkan dalam SPT Masa PPN hanya Faktur Pajak Khusus (kode 
transaksi 06).

e.  Menghapus pada sub judul Petunjuk Pengisan Formulir 1107A 
Lampiran I Pajak Keluaran dan PPnBM (D.1.2.32.01):

* Huruf C  : Contoh pengisian SPT Masa PPN Bagi 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Tertentu

*   Nomor urut 4 : Pengusaha Toko Emas Perhiasan

f.  Memberikan penegasan tambahan pada sub judul Petunjuk 
Pengisian Formulir 1107B Lampiran II Pajak Masukan dan PPnBM 
(D.1.2.32.02):

* Huruf B : petunjuk pengisian
* Nomor urut 3 : Bagian Ke� ga 
* Angka romawi I : Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan dan 

PPnB
* Angka 2 : Bagi PKP Yang Menggunakan Pedoman 

Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
 Sehingga huruf B, nomor urut 3, angka romawi I, angka 2, “Bagi 

PKP Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan 
Pajak Masukan”, berbunyi sebagai berikut:



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008 399

2.  BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN 
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

 Hanya diisi oleh PKP yang menghitung besarnya Pajak Masukan yang 
dapat dikreditkan dengan menggunakan Pedoman Penghitungan 
Pengkreditan Pajak Masukan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Memberikan penegasan tambahan pada sub judul Petunjuk 
Pengisian SPT Masa PPN Formulir 1107 (F.1.2.32.01):

*   Huruf B : petunjuk pengisian

*   Nomor urut 2 : Bagian Kedua

*   Angka romawi II : Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih 
Bayar

* Bagian  :  PPN lebih dibayar pada: ....

 Sehingga huruf B, nomor urut 2, angka romawi II, bagian “PPN 
lebih dibayar pada”, berbunyi sebagai berikut:

-  PPN lebih dibayar pada:

 Bu� r II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)
 Diisi dengan tanda X pada kotak jika terdapat pajak yang 

lebih dibayar pada SPT Masa PPN Bukan Pembetulan

 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
 Diisi dengan tanda X pada kotak jika terdapat pajak yang 

lebih dibayar pada SPT Masa PPN Bukan Pembetulan 
yang dimintakan kompensasi ke Masa Pajak berikutnya, 
kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN atau Pasal 9 ayat (4c) 
UU PPN yang mengajukan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak.

 Apabila atas Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada 
contoh-contoh penghitungan PPN pada bu� r II.D 
pada SPT Masa PPN Bukan Pembetulan dimintakan 
kompensasi maka pengisian pada formulir SPT Masa 
PPN adalah sebagai berikut:

 PPN lebih dibayar pada :
X  Bu� r II.D
X  Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya “

 Bu� r II.D atau  Bu� r II. F (Diisi dalam hal SPT 
Pembetulan)
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 Diisi dengan tanda X pada salah satu kotak jika terdapat 
pajak yang lebih dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan 
sesuai dengan nilai yang akan dikompensasikan atau 
dires� tusikan.

 Dikompensasikan ke Masa Pajak ...................

 Diisi dengan tanda X pada kotak jika pajak yang lebih 
dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan diminta 
untuk dikompensasikan dengan PPN dalam Masa 
Pajak berikutnya atau Masa Pajak saat SPT Masa PPN 
Pembetulan disampaikan. Ketentuan ini � dak berlaku 
bagi :

a.  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (4b) UU PPN;

b.  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;

c.  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (4a) UU PPN yang melakukan 
pembetulan SPT Masa PPN masa akhir tahun,

 yang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak.

 Apabila atas Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada 
contoh penghitungan PPN (contoh nomor 2.1) pada 
bu� r II.F pada SPT Masa PPN Pembetulan dimintakan 
kompensasi maka pengisian pada formulir SPT Masa 
PPN adalah sebagai berikut :

-  Contoh nomor 2.1.1.

PPN lebih dibayar pada :
X  Bu� r II.D atau  Bu� r II. F (Diisi dalam hal SPT 

Pembetulan)
X  Dikompensasikan ke Masa Pajak Februari

- Contoh nomor 2.1.2.

 PPN lebih dibayar pada :

 Bu� r II.D atau X  Bu� r II. F (Diisi dalam hal SPT 
Pembetulan)

X  Dikompensasikan ke Masa Pajak April
 Dikembalikan (Res� tusi)

 Diisi dengan tanda X pada kotak jika pajak yang lebih 
dibayar (baik pada SPT Masa PPN Bukan Pembetulan 
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maupun pada SPT Masa PPN Pembetulan) diminta untuk 
dikembalikan (res� tusi), oleh :

1.  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (4b) UU PPN; 

2.  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;

3.  Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 
pada akhir tahun buku atau Pengusaha Kena Pajak 
Orang Pribadi yang � dak melakukan pembukuan, 
pada akhir tahun kalender.

 Kegiatan Tertentu
 Diisi dengan tanda X oleh Pengusaha Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU 
PPN yang atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan 
permohonan pengembalian pada se� ap Masa Pajak 
yaitu :

1.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor 
Barang Kena Pajak Berwujud;

2.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

3.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa 
Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya � dak 
dipungut;

4.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

5.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa 
Kena Pajak; dan/atau 

6.  Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum 
berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) 
UU PPN.

 Dokumen Terlampir
 Diisi dengan tanda X pada kotak jika dokumen 

permohonan pengembalian (res� tusi) dilampirkan 
lengkap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 
berlaku.

 Dokumen disusulkan
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 Diisi dengan tanda X pada kotak jika dokumen 
permohonan pengembalian (res� tusi) disusulkan atau 
diserahkan kemudian.

 Apabila atas Lebih Bayar pada SPT Masa PPN Bukan 
Pembetulan dimintakan res� tusi maka pengisian pada 
formulir SPT Masa PPN adalah sebagai berikut :

 PPN lebih dibayar pada :
X  Bu� r II.D
X  Dikembalikan (Res� tusi)

 Apabila atas Lebih Bayar pada SPT Masa Pembetulan 
pada contoh soal 2.1.2 dimintakan res� tusi maka 
pengisian pada formulir SPT Masa PPN adalah sebagai 
berikut :

PPN lebih dibayar pada :
 Bu� r II.D atau X  Bu� r II. F 

X  Dikembalikan (Res� tusi)
-  Khusus Res� tusi untuk Wajib Pajak dengan kriteria 

tertentu:

 Prosedur Biasa

 Diisi dengan tanda X pada kotak jika Wajib Pajak dengan 
Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C 
UU KUP atau Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU 
KUP menginginkan prosedur pengembaliannya (res� tusi) 
diproses dengan prosedur biasa (pemeriksaan).

 Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C UU KUP)

 Diisi dengan tanda X pada kotak jika :

1.  Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17C UU KUP;

2.  Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan 
tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 D UU 
KUP;

3.  Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 9 ayat (4c) UU PPN,
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 menginginkan prosedur pengembaliannya (res� tusi) 
diproses dengan pengembalian pendahuluan.

 Dalam hal yang mengajukan permohonan adalah PKP 
berisiko rendah wajib melampirkan SK Penetapan sebagai 
PKP berisiko rendah.

 Dalam hal yang mengajukan permohonan adalah PKP yang 
memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 
17D UU KUP wajib melampirkan surat keterangan/pernyataan 
yang menyatakan bahwa permohonan pengembalian yang 
diajukannya berdasarkan Pasal 17D UU KUP. Surat keterangan 
ini � dak diperlukan dalam hal PKP juga berstatus sebagai PKP 
berisiko rendah dan melampirkan SK Penetapan PKP berisiko 
rendah

 Fotokopi SK atau Surat Pernyataan tersebut merupakan bagian 
yang � dak terpisahkan dari kelengkapan SPT Masa PPN.

 Catatan :

 Dalam hal jumlah lebih dibayar diminta untuk dikembalikan, 
maka SPT Masa PPN ini dapat berfungsi sebagai surat 
permohonan pengembalian (res� tusi) sepanjang telah 
dilengkapi dengan dokumen dan kelengkapan permohonan 
pengembalian (res� tusi).

3.  Menambah 1 (satu) lampiran baru yaitu Da� ar Rincian Penyerahan 
Barang Kena Pajak (BKP) Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor 
Luar Negeri yang menjadi Lampiran III pada Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 sebagaimana terlampir 
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk pelaporan SPT Masa PPN 
mulai Masa Pajak April 2010.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

� d.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911
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Lampiran
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR  : PER - 14/PJ/2010
TANGGAL :  24 Maret 2010 

DAFTAR RINCIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP)
KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

NAMA PENGUSAHA KENA PAJAK
NPWP
MASA PAJAK
TAHUN PAJAK 

No
IDENTITAS FAKTUR PAJAK

KETERANGAN
NAMA NO. PASPORT NOMOR TANGGAL DPP PPN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TEMPAT TANGGAL DAN PEMBUATAN DAFTAR TANDA TANGAN PENGUSAHA KENA PAJAK
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 15/PJ/2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PAJAK NOMOR 29/PJ/2008 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA 

CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK 

FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA 
PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK, 

DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT 
PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

1.  bahwa untuk menyelaraskan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

2.  bahwa untuk mengakomodasi perubahan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009;

3.  berdasarkan per� mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor 29/PJ/2008 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam 
Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang 
Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak, dalam Rangka Pengolahan Data 
dan Dokumen di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
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Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2008 Tentang Bentuk, 
Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard 
Copy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan 
Pajak, dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan 
Data dan Dokumen Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA 
ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 29/PJ/2008 TENTANG 
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR 
KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN 
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK, DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN 
DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN.

Pasal I

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan diantara angka 1 dan 3 ditambahkan 
1 angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1.  Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah 
KPP di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak ditetapkan sebagai KPP yang wajib melaksanakan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

2.  Faktur Pajak adalah Faktur Pajak yang memuat keterangan lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN 
Tahun 1984 dan perubahannya.

3.  Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah PKP 
yang dikukuhkan di KPP, yang menerbitkan Faktur Pajak dan membuat 
Nota Retur serta membuat dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai 
Faktur Pajak atau mengkreditkan Faktur Pajak dan menerima Nota Retur 
serta menggunakan dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur 
pajak, yang jumlahnya baik sebagai Pajak Keluaran maupun sebagai 
Pajak Masukan masing-masing � dak lebih dari 30 (� ga puluh) dalam 1 
(satu) Masa Pajak.

4.  Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah SPT 
Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk formulir kertas (hard 
copy).

5.  Lampiran SPT adalah Lampiran 1 SPT dan Lampiran 2 SPT.

6.  Peneli� an adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya termasuk 
penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.  Menyempurnakan beberapa bagian pada lampiran II PER-29/PJ/2008 
tentang Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN 1108 sebagai berikut:

a.  Mengubah sub judul petunjuk pengisian SPT Masa PPN:
* Huruf B : SPT Masa PPN
sehingga huruf B berbunyi sebagai berikut:

 “Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-undang 
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Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan aturan 
pelaksanaannya terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor PER-29/PJ/2008 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara 
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
(SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) bagi 
Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak 
Dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan 
Data dan Dokumen Perpajakan, maka untuk PKP yang dikukuhkan 
di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak, SPT Masa PPN bentuk Formulir 1108 wajib 
digunakan bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir 
kertas (hard copy)”.

b.  Mengubah sub judul petunjuk pengisian SPT Masa PPN:

*  Huruf D : Hal-hal pen� ng yang perlu diketahui
* Nomor urut 3 :  Tata cara penyetoran PPN atau PPN dan 

PPnBM, bentuk, pelaporan dan penyampaian 
SPT Masa PPN

* Huruf a :  batas waktu penyetoran
* Huruf c :  batas waktu pelaporan SPT Masa PPN
 sehingga huruf D, nomor urut 3, huruf a dan huruf c berbunyi 

sebagai berikut:

“a. Batas waktu penyetoran

 PPN atau PPN dan PPn BM yang terutang dalam satu Masa 
Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya 
setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN 
disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran 
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari 
libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari 
kerja berikutnya.

 c.  Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN

 SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan 
berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal akhir 
bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur 
nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari 
kerja berikutnya”

c.  Memberikan penegasan tambahan pada sub judul Petunjuk 
Pengisian Formulir 1108 A Lampiran I Pajak Keluaran dan PPnBM 
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(D.1.2.32.05):

*  Huruf B : petunjuk pengisian
*  Nomor urut 3 : Bagian Ke� ga
*  Angka romawi I : Ekspor
 sehingga huruf B, nomor urut 3, angka romawi I, ”bagian 

Ekspor”, berbunyi sebagai berikut:

I.  EKSPOR

-  Kolom Nomor
 Cukup jelas.

-  Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima JKP
 Diisi dengan nama pembeli BKP/penerima manfaat 

BKP Tidak Berwujud/penerima JKP sesuai dengan yang 
tercantum dalam dokumen ekspor atau dokumen tertentu 
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak 
untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau 
ekspor Jasa Kena Pajak.

-  Kolom Nomor dan tanggal PEB
 Diisi dengan Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Ekspor 

Barang (PEB) yang telah mendapat persetujuan ekspor 
dari Ditjen Bea dan Cukai atau dokumen tertentu yang 
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk 
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor 
Jasa Kena Pajak.

 Contoh : PEB-0000023          23-01-2008

-  Kolom DPP (Rupiah)
 Diisi dengan DPP sesuai dengan:

-  nilai ekspor BKP, baik dengan L/C maupun tanpa L/C, 
yang tercantum dalam PEB yang dilampiri Faktur 
Penjualan (invoice) sebagai suatu kesatuan dokumen 
yang � dak terpisahkan; atau

-  DPP Nilai Penggan� an pada dokumen tertentu yang 
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak 
untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/
atau ekspor Jasa Kena Pajak.

 DPP atas ekspor ini dilaporkan dalam Masa Pajak sesuai 
tanggal:

-  penda� aran pada PEB atau Persetujuan Ekspor dari 
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Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

-  pada dokumen tertentu yang kedudukannya 
dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk ekspor Barang 
Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena 
Pajak.

Jumlah DPP tanpa tanda koma (,) tanpa Rp (Rupiah).

Contoh : 100.000.000

-  Baris Sub Jumlah Ekspor  1A
 Diisi dengan jumlah DPP pada halaman satu dari Ekspor 

atau penyerahan ekspor sesuai nomor 1-15. Sub Jumlah 
Ekspor pada halaman satu, juga diisikan pada halaman 
berikutnya meskipun jumlah penyerahan ekspor � dak 
lebih dari 15 penyerahan ekspor. Sehingga nan� nya 
Jumlah Ekspor akan dapat dilihat di halaman kedua dari 
lampiran satu.

- Baris Jumlah Ekspor  1
 Diisi dengan jumlah DPP dari bu� r I, kemudian jumlah 

DPP dipindahkah ke lampiran 2 pajak keluaran seluruhnya 
dan Induk SPT Masa PPN (Formulir 1108) bu� r I.A.1.

 Catatan :
*  Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilampiri 

dengan Invoice merupakan dokumen yang 
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;

*  Dalam hal ekspor BKP Tidak Berwujud juga 
memerlukan dokumen PEB yang di endorse oleh 
Ditjen Bea dan Cukai maka PKP cukup melaporkan 
dokumen Pemberitahuan Ekspor BKP Tidak Berwujud 
dalam SPT Masa PPN.

*  Formulir Lampiran 1 - Da� ar Pajak Keluaran dan PPn 
BM untuk penyerahan Ekspor terdiri dari 30 baris 
isian (lihat kolom No: 1-30). Wajib Pajak mengisikan 
sesuai dengan transaksi penyerahan ekspor yang 
dilakukan maksimal 30 penyerahan ekspor (jika 
� dak ada penyerahan dalam negeri dengan faktur 
pajak), sedangkan apabila penyerahan melebihi 
30 penyerahan (ekspor + penyerahan dalam 
negeri) dalam satu Masa Pajak, maka WP wajib 
menyampaikan SPT secara elektronik.

* Walaupun jumlah penyerahan Ekspor kurang dari 
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15 penyerahan, baris Sub Jumlah Ekspor  1A  pada 
halaman pertama, tetap dipindahkan ke halaman 
berikutnya, baik pada bagian atas maupun di bagian 
bawah pada baris Jumlah Ekspor   1

d.  Memberikan penegasan tambahan pada sub judul Petunjuk 
Pengisian Formulir 1108A Lampiran I Pajak Keluaran dan PPnBM 
(D.1.2.32.05):

*  Huruf B : petunjuk pengisian
*  Nomor urut 3 : Bagian Ke� ga
*  Angka romawi II : Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur  

  Pajak
 sehingga huruf B, Nomor urut 3, angka romawi II, ”bagian 

Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak”, berbunyi sebagai 
berikut:

II.  PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

 Bagian ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan yang 
menggunakan dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya 
dipersamakan dengan Faktur Pajak.

-  Kolom Nomor
 Cukup jelas

-  Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima JKP
 Diisi dengan nama pembeli BKP/Penerima JKP (termasuk 

Pemungut PPN) sesuai dengan nama yang tercantum dalam 
Faktur Pajak.

-  Kolom NPWP
 Diisi dengan NPWP dari masing-masing pembeli BKP/

penerima JKP (termasuk Pemungut PPN) sesuai dengan 
yang tercantum dalam Faktur Pajak.

 Contoh: NPWP : 02.191.148.8-424.000

-  Kolom Faktur Pajak/Nota Retur
 Kolom Kode dan Nomor Seri serta kolom Tanggal diisi 

dengan Kode dan Nomor Seri serta tanggal yang tercantum 
dalam Faktur Pajak atau dokumen-dokumen tertentu yang 
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

 Dalam hal Nota Retur atau Nota Pembatalan, maka 
yang dicantumkan adalah nomor Nota Retur atau Nota 
Pembatalan dan tanggal yang tercantum pada Nota Retur 
atau Nota Pembatalan.
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 Dalam hal terjadi retur (pengembalian), maka kolom DPP, 
PPN atau PPN dan PPn BM diisi dengan jumlah harga jual, 
PPN atau PPN dan PPn BM, atas BKP yang dikembalikan 
yang tercantum dalam Nota Retur dengan penulisan angka 
dalam tanda kurung ( ) sebagai pengurang.

 Contoh: 

 - Faktur Pajak 000.000-08.00000009 23-01-2008

 -  Nota Retur RET-000004 25-01-2008

- Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom 
PPn BM (Rupiah)

 Kolom-kolom ini diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn 
BM yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Nota Retur 
atau Nota Pembatalan. Kolom PPn BM (Rupiah) hanya 
diisi jika PKP adalah pengusaha yang menghasilkan BKP 
yang tergolong mewah dan melakukan penyerahan 
BKP yang tergolong mewah pada Masa Pajak yang 
bersangkutan.

                                     DPP                     PPN

 Contoh :  - Faktur Pajak 100.999.758 10.099.975

                       - Nota Retur (15.890.253) (1.589.025)

-  Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Digan� 
 Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang 

digan�  dalam hal terdapat Faktur Pajak Penggan� .

-  Baris Sub Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan 
Faktur Pajak

 Diisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPn BM 
sesuai nomor 1-15. Sub jumlah penyerahan dalam 
negeri pada halaman pertama, juga diisikan pada 
halaman berikutnya meskipun sub jumlah penyerahan 
dalam negeri � dak lebih dari 15 penyerahan. Sehingga 
nan� nya sub jumlah penyerahan dalam negeri akan 
dapat dilihat di halaman kedua dari lampiran satu.

- Baris Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur 
Pajak  1C

 Angka atau jumlah dari 1C � dak dipindahkan ke Formulir 
Induk 1108, jumlah 1C digunakan untuk mengecek 
jumlah  2 ,  3 , dan  5
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Contoh apabila terdapat pembatalan Faktur Pajak, penggan� an Faktur Pajak, 
BKP yang diretur atau JKP yang dibatalkan.

1.  Contoh apabila terdapat pembatalan Faktur Pajak.
 Pada tanggal 1 Januari 2011 PT Ceria (PKP) melakukan penjualan kepada 

PT Can� k (PKP) dengan nilai penjualan sebesar Rp 100.000.000,-. PT 
Ceria menerbitkan Faktur Pajak dengan DPP sebesar Rp 100.000.000,- 
dan PPN sebesar Rp 10.000.000,-. Pada tanggal 15 Februari 2011 PT 
Can� k membatalkan pembelian, sehingga PT Ceria harus melakukan 
pembatalan Faktur Pajak. Sebagai konsekuensi dari pembatalan tersebut, 
maka :

a.  PT Ceria melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam hal PT Ceria belum melaporkan Faktur Pajak tersebut 
dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari, maka PT Ceria harus 
tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN 
Masa Pajak Januari dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom 
DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

- Dalam hal PT Ceria telah melaporkan Faktur Pajak tersebut 
dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sebagai Faktur Pajak 
Keluaran, maka PT Ceria harus melakukan pembetulan SPT 
Masa PPN Masa Pajak Januari, dengan cara sebagai berikut: 
Faktur Pajak tersebut tetap dilaporkan dengan mencantumkan 
nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

b.  Dalam hal PT Can� k telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam 
SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan, maka PT Can� k 
harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang 
bersangkutan dengan cara sebagai berikut: Faktur Pajak tersebut 
tetap dilaporkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, 
PPN atau PPN dan PPn BM.

2.  Contoh apabila terdapat penggan� an Faktur Pajak.
 Pada tanggal 5 Januari 2011 PT Cerdik (PKP) melakukan penjualan kepada 

PT Pandai (PKP) dengan nilai penjualan sebesar Rp 200.000.000,-. PT 
Cerdik menerbitkan Faktur Pajak dengan DPP sebesar Rp 200.000.000,-. 
dan PPN sebesar Rp 20.000.000,-. Pada bulan Juni 2011 PT Cerdik 
melakukan penggan� an Faktur Pajak karena ternyata nilai penjualan 
adalah sebesar Rp 250.000.000,-. Atas penggan� an tersebut PT Cerdik 
menerbitkan Faktur Pajak Penggan�  pada tanggal 5 Juni 2011 dengan 
DPP sebesar Rp 250.000.000,- dan PPN sebesar Rp 25.000.000,-

a.  Tata cara pelaporan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN bagi PT 
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Cerdik adalah sebagai berikut :

 Pada Masa Pajak Januari 2011, Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor 
Faktur Pajak yang digan�  dilaporkan pada SPT Masa PPN dengan DPP 
Rp200.000.000,- dan PPN Rp20.000.000,-.

 Pada bulan Juni 2011, PT Cerdik melakukan hal-hal sebagai berikut :
-  Melakukan pelaporan Faktur Pajak Penggan�  tersebut pada SPT 

Masa PPN Masa Pajak Juni 2011. Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur 
Pajak diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Penggan� , 
kolom DPP, PPN dan PPn BM diisi dengan ’0’, sedangkan kolom 
Kode dan No. Seri FP Yang Digan�  diisi dengan Kode dan Nomor 
Seri Faktur Pajak yang digan� .

-  Melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 
dan melaporkan Faktur Pajak Penggan�  tersebut. Kolom Kode 
dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi dengan Kode dan Nomor Seri 
Faktur Pajak Penggan� , kolom DPP dan PPN diisi dengan Nilai Rp 
250.000.000,- dan Rp 25.000.000,- sedangkan kolom Kode dan No. 
Seri FP Yang Digan�  diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 
yang digan� . Faktur Pajak yang digan�  � dak perlu dilaporkan lagi 
pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011.

b.  Tata cara pelaporan Faktur Pajak pada SPT Masa PPN bagi PT Pandai 
adalah sebagai berikut :

 Pada bulan Juni 2011, PT Pandai harus melakukan pembetulan SPT 
Masa PPN Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang digan�  tersebut 
dilaporkan sebagai Faktur Pajak Masukan, dan melaporkan Faktur 
Pajak Penggan�  tersebut. Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur 
Pajak diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Penggan� , 
kolom DPP dan PPN diisi dengan Nilai Rp 250.000.000,- dan Rp 
25.000.000,-, sedangkan kolom Kode dan No. Seri FP Yang Digan�  
diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang digan� . Faktur 
Pajak yang digan�  � dak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN 
Pembetulan.

2.1  Contoh apabila terdapat penggan� an faktur pajak pada Masa yang 
sama.

 Pada tanggal 5 Januari 2008 PT Angkasa (PKP) melakukan penjualan 
kepada PT Bahari (PKP) dengan nilai penjualan sebesar Rp. 500.000.000,-. 
PT Angkasa menerbitkan Faktur Pajak (FP) dengan Kode dan Nomor 
010.000-07.00000009 dengan DPP sebesar Rp. 500.000.000,- dan PPN 
Rp 50.000.000,-. Pada tanggal 10 Januari 2008 PT Angkasa melakukan 
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penggan� an FP karena ternyata nilai penjualan adalah sebesar Rp 
550.000.000,- Atas penggan� an tersebut PT Angkasa menerbitkan 
FP Penggan�  pada tanggal 10 Januari 2008 dengan Kode dan Nomor 
011.000 - 07.00000022, DPP sebesar Rp 550.000.000,- dan PPN sebesar 
Rp. 55.000.000,-.

a. Tata cara pelaporan FP dalam SPT Masa PPN bagi PT Angkasa 
adalah sebagai berikut:

 Pada Masa Pajak Januari 2008, FP dengan Kode dan Nomor 
010.000-07.00000009 dilaporkan dengan DPP Rp 500.000.000,- 
dan PPN Rp 50.000.000,- kemudian PT Angkasa melaporkan 
Faktur Pajak Penggan�  pada SPT Masa Pajak Januari 2008 dengan 
mengisi kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan 011.000-
07.00000022, kolom DPP sebesar Rp 550.000.000,- dan PPN 
sebesar Rp 55.000.000,- sedangkan kolom Kode dan No. Seri FP 
yang digan�  diisi dengan 010.000- 07.00000009.

 Khusus bagi PKP yang mengisi SPT Masa PPN secara manual, 
nilai yang tercantum pada Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor 
010.000-07.00000009 dilaporkan dengan DPP Rp 500.000.000,- 
dan PPN Rp. 50.000.000,- namun angka ini diabaikan pada saat 
penghitungan total jumlah Pajak Keluaran (PK).

b.  Tata cara pelaporan FP pada SPT Masa PPN bagi PT Bahari sama 
dengan PT Angkasa sebagai Pajak Masukan (PM) pada formulir 
1108 B.

3.  Contoh apabila terdapat BKP yang diretur.
 Pada tanggal 10 Juni 2011 PT Aman (PKP) melakukan retur BKP atas 

pembelian dari PT Bahagia (PKP) dengan nilai BKP sebesar Rp 15.000.000,-. 
PT Aman menerbitkan Nota Retur atas pengembalian BKP tersebut.

 Tata cara pelaporan Nota Retur bagi PT Aman dan PT Bahagia adalah 
sebagai berikut:

a.  PT Aman sebagai pembeli melaporkan retur pembelian tersebut 
pada Lampiran 2 Da� ar Pajak Masukan dan PPn BM. Kolom Kode 
dan Nomor serta Tanggal Nota Retur diisi dengan nomor dan 
tanggal Nota Retur, sedangkan kolom DPP dan PPN diisi dengan 
nilai BKP yang diretur dan PPN atas BKP yang diretur tersebut. Nilai 
ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang.

b.  PT Bahagia sebagai penjual melaporkan retur pembelian dari PT 
Aman pada Lampiran 1 Da� ar Pajak Keluaran dan PPn BM. Kolom 
Kode dan Nomor serta Tanggal Nota Retur diisi dengan nomor dan 
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tanggal Nota Retur, sedangkan kolom DPP dan PPN diisi dengan 
nilai BKP yang diretur dan PPN atas BKP yang diretur tersebut. Nilai 
ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang.

4.  Contoh apabila terdapat JKP yang dibatalkan.
 Pada tanggal 10 Juni 2011 PT Sentosa (PKP) melakukan pembatalan 

JKP atas sewa ruangan dari PT Damai (PKP) dengan nilai JKP sebesar Rp 
12.000.000,-. PT Sentosa menerbitkan Nota Pembatalan atas JKP yang 
dibatalkan tersebut.

 Tata cara pelaporan Nota Pembatalan bagi PT Sentosa dan PT Damai 
adalah sebagai berikut:

a.  PT Sentosa sebagai penerima jasa melaporkan nota pembatalan 
atas sewa tersebut pada Lampiran 2 Da� ar Pajak Masukan dan PPn 
BM. Kolom Kode dan Nomor serta Tanggal Nota Retur diisi dengan 
nomor dan tanggal Nota Pembatalan, sedangkan kolom DPP dan 
PPN diisi dengan nilai JKP yang dibatalkan dan PPN atas JKP yang 
dibatalkan tersebut. Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai 
pengurang.

b.  PT Damai sebagai pemberi jasa melaporkan nota pembatalan dari 
PT Damai pada Lampiran 1 Da� ar Pajak Keluaran dan PPn BM. 
Kolom Kode dan Nomor serta Tanggal Nota Retur diisi dengan 
nomor dan tanggal Nota Pembatalan, sedangkan kolom DPP dan 
PPN diisi dengan nilai JKP yang dibatalkan dan PPN atas JKP yang 
dibatalkan tersebut. Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai 
pengurang.”

Jenis-jenis transaksi yang terkait dengan Penyerahan Dalam Negeri Dengan 
Faktur Pajak:

1.  Penyerahan kepada Selain Pemungut PPN

 Diisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas penyerahan 
BKP/JKP kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN, termasuk 
penyerahan BKP/JKP antar Pemungut PPN selain Bendaharawan, yang 
PPN-nya dipungut oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP.

 Khusus untuk penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari 
pengenaan PPn BM saja dan PKP yang melakukan penyerahan telah 
memiliki SKB, maka jumlah DPP dan PPN tetap dimasukkan ke kolom 
DPP dan kolom PPN, tetapi jumlah PPn BM yang mendapat fasilitas, 
� dak diisi atau ditambahkan pada kolom PPn BM.
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 Bagian ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan kepada 
Perwakilan Negara Asing atau Perwakilan Organisasi Internasional yang 
� dak mendapat persetujuan untuk diberikan fasilitas perpajakan oleh 
Menteri Keuangan.

 2.  Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara 
Pemerintah

 Diisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas penyerahan 
BKP/JKP kepada Bendahara Pemerintah selaku Pemungut PPN.

 Penyerahan kepada Bendahara Pemerintah dilaporkan dalam Masa 
Pajak diterbitkannya Faktur Pajak kepada Bendahara Pemerintah.

Contoh :
Bulan Januari 2011:
PT A menyerahkan BKP kepada :
- Departemen Pertanian Rp 100 juta (� dak termasuk PPN);
- Departemen Keuangan Rp 50 juta (� dak termasuk PPN);

Bulan Maret 2011 :
 PT A mengajukan penagihan. Faktur Pajak dan SSP harus dibuat dalam 

bulan Maret 2011 tersebut.

Bulan April 2011 :
Diterima pembayaran (termasuk PPN) dari :
- Departemen Pertanian Rp 110 juta;
- Departemen Keuangan Rp 55 juta.

 Pelaporan :
 Penyerahan ini � dak dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 

2011 atau Masa Pajak Februari 2011 atau Masa Pajak April 2011, tetapi 
dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2011 yaitu pada saat 
PT A menerbitkan Faktur Pajak, sebagai berikut :

 Lampiran 1 SPT Masa PPN (Formulir 1108 A) Masa Pajak Maret 2011, 
bu� r II kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan transaksi 
kepada Departemen Pertanian sebesar Rp 100 juta (DPP) dan Rp 10 juta 
(PPN), serta transaksi kepada Departemen Keuangan sebesar Rp 50 juta 
(DPP) dan Rp 5 juta (PPN).

3.  Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya 
(Selain Bendahara Pemerintah)

 Diisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas penyerahan 
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BKP/JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN selain Bendahara 
Pemerintah, dalam hal ini KPS Migas selaku Pemungut PPN. Penyerahan 
kepada Pemungut PPN Lainnya (Selain Bendahara Pemerintah) dilaporkan 
dalam Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak.

 Catatan:
 Khusus untuk transaksi kepada Pemungut PPN (Bendahara Pemerintah 

atau lainnya), tetap dimasukkan ke dalam transaksi kepada Pemungut 
PPN meskipun transaksi yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai 
jenis transaksi lain.

4.  Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain
 Diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM, atas penyerahan BKP dan/

atau JKP yang menggunakan DPP dengan Nilai Lain.

 Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak antara lain:
1.  untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak adalah Harga Jual atau Penggan� an setelah dikurangi laba 
kotor;

2.  untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 
Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggan� an setelah dikurangi 
laba kotor;

3.  untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah 
perkiraan harga jual rata-rata;

4.  untuk penyerahan fi lm cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per 
judul fi lm;

5.  untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga 
jual eceran;

6.  untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau ak� va yang 
menurut tujuan semula � dak untuk diperjualbelikan, yang masih 
tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar 
wajar;

7.  untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau 
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang 
adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;

8.  untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara 
adalah harga yang disepaka�  antara pedagang perantara dengan 
pembeli;

9.  untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah 
harga lelang;
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10.  untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh 
persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya 
ditagih; atau

11.  untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata 
adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang 
seharusnya ditagih.

 Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan jasa yang dilakukan 
oleh:
- Pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata; dan

- Pengusaha jasa pengiriman paket,

 � dak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain tersebut telah 
diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan 
atau Jasa Kena Pajak dalam rangka usaha tersebut.

5.  Penyerahan yang Pajak Masukannya diDeemed.
 Diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas penyerahan BKP dan/

atau JKP yang PPN-nya dihitung dengan menggunakan Deemed Pajak 
Masukan.

 Catatan:
 Untuk jenis penyerahan ini � dak digunakan lagi sejak 1 April 2010.

6.  Penyerahan Lainnya
 Diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas penyerahan BKP dan/

atau JKP selain jenis penyerahan pada nomor 1 sampai dengan nomor 5, 
antara lain:
a.  Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%, contohnya 

penyerahan JKP di bidang pertambangan yang bersifat lex specialis, 
yang terutang Pajak Penjualan dengan tarif 5%.

b.  Penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri 
(turis asing).

7.  Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut
 Diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas Penyerahan yang PPN 

atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut berdasarkan peraturan khusus 
yang berlaku, antara lain:

a.  Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk 
Tambahan, PPN dan PPnBM dan Pajak Penghasilan dalam rangka 
Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana 
Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
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b.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi 
Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor 
(EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).

c.  Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

d.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di 
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

e.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan 
Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan 
Internasional.

f.  Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.

g.  Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan PPN dan PPnBM 
atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan dari Pungutan Bea 
Masuk.

h.  Ketentuan yang mengatur mengenai Penyerahan yang PPN atau 
PPN dan PPnBM-nya Ditanggung Pemerintah (DTP).

i.  Ketentuan yang mengatur mengenai Kawasan Bebas dan Kawasan 
Ekonomi Khusus.

8.  Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN atau PPN dan PPn 
BM

 Diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas penyerahan yang 
dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM, berdasarkan 
peraturan khusus yang berlaku antara lain:
a.  Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan atau Penyerahan 

Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak 
Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai.

b.  Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan atau Penyerahan 
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan 
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

c.  Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak 
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta 
pejabatnya.

9.  Penyerahan Ak� va Pasal 16D
 Kolom DPP diisi dengan Harga Jual dari Ak� va yang diserahkan, kecuali 

ditetapkan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kolom PPN diisi 
jumlah PPN terutang yaitu 10% dari nilai DPP sedangkan kolom PPn BM 
� dak perlu diisi.
Catatan:
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-->  Formulir Lampiran 1 - Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur 
Pajak terdiri dari 30 baris isian (lihat kolom No: 1-30). Wajib Pajak 
mengisikan sesuai dengan jumlah baris yang tersedia. Apabila 
Wajib Pajak melakukan transaksi yang melebihi jumlah baris yang 
tersedia dalam suatu Masa Pajak, maka Wajib Pajak menyampaikan 
SPT secara elektronik

-->  Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk, 
Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas 
(Hard Copy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor 
Pelayanan Pajak dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen 
di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, pasal 1 ayat 
2: “Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP 
adalah PKP yang dikukuhkan di KPP, yang menerbitkan Faktur Pajak 
dan membuat Nota Retur serta membuat dokumen tertentu yang 
diperlakukan sebagai Faktur Pajak atau mengkreditkan faktur Pajak 
dan menerima Nota Retur serta menggunakan dokumen tertentu 
yang diperlakukan sebagai Faktur pajak, yang jumlahnya baik 
sebagai Pajak Keluaran maupun sebagai Pajak Masukan masing-
masing � dak lebih dari 30 (� ga puluh) dalam satu Masa Pajak ”.

 Misalnya: PKP melakukan penyerahan ekspor 20 penyerahan dan 
penyerahan dalam negeri 25 penyerahan maka PKP tersebut wajib 
menggunakan pelaporan secara elektronik.

-->  Walaupun jumlah penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak 
kurang dari 15 penyerahan, baris Sub Jumlah Penyerahan Dalam 
Negeri dengan Faktur Pajak (gambar 6) pada halaman pertama, 
tetap dipindahkan ke halaman berikutnya, baik pada bagian atas 
maupun di bagian bawah pada baris Jumlah Penyerahan Dalam 
Negeri dengan Faktur Pajak (gambar 7)

 

e.  Memberikan penegasan judul Petunjuk Pengisian Formulir 1108 A 
Lampiran I Pajak Keluaran dan PPnBM (D.1.2.32.05):
* Huruf B : petunjuk pengisian
* Nomor urut 3 : Bagian Ke� ga
* Angka romawi III  : Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak  

  Sederhana
 sehingga huruf B, nomor urut 3, angka romawi III, ”bagian Penyerahan 

Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Sederhana”, berbunyi sebagai 
berikut:
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III. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Sederhana
 Jumlah seluruh DPP, PPN atau PPN dan PPnBM, atas penyerahan 

BKP atau JKP:

* yang Faktur Pajaknya � dak diisi nama dan NPWP Pembeli;

* kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

 PKP toko retail yang ditunjuk, yang melakukan penyerahan BKP 
kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, wajib membuat 
rincian penyerahan BKP tersebut dengan format yang ditetapkan 
oleh DJP. Rincian penyerahan BKP tersebut dilampirkan dalam SPT 
Masa PPN dan merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari SPT 
Masa PPN PKP yang bersangkutan.

 Catatan :

 Bagi PKP toko retail yang ditunjuk, yang melakukan penyerahan 
BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, Faktur 
Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN hanya Faktur Pajak 
Khusus (kode transaksi 06).

f. Menghapus pada sub judul Petunjuk Pengisian Formulir 1108A Lampiran 
I Pajak Keluaran dan PPnBM (D.1.2.32.05):
* Huruf C : Contoh Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) Tertentu
* Nomor urut  : Pengusaha Toko Emas Perhiasan

g. Memberikan penegasan tambahan pada sub judul Petunjuk Pengisian 
Formulir 1108B Lampiran II Pajak Masukan dan PPnBM (D.1.2.32.06):

*  Huruf B : petunjuk pengisian
*  Nomor urut 3 : Bagian Ke� ga
*  Angka romawi I : Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan dan 

PPnBM
*  Angka 2 : Bagi PKP Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan 

Pengkreditan Pajak Masukan
  sehingga huruf B, nomor urut 3, angka romawi I, angka 2, ” Bagi PKP Yang 

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan”, 
berbunyi sebagai berikut:

2.  BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN 
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

 Hanya diisi oleh PKP yang menghitung besarnya Pajak Masukan yang 
dapat dikreditkan dengan menggunakan Pedoman Penghitungan 
Pengkreditan Pajak Masukan sesuai ketentuan yang berlaku.
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h.  Memberikan penegasan tambahan pada sub judul Petunjuk Pengisian 
SPT Masa PPN Formulir 1108 (F.1.2.32.03):
* Huruf B : petunjuk pengisian
* Nomor urut 2 : Bagian kedua
* Angka romawi II  : Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar
* Bagian G  : PPN lebih dibayar pada:…

 sehingga huruf B, nomor urut 2, angka romawi II, bagian G “- PPN lebih 
dibayar pada”, berbunyi sebagai berikut:

-  PPN lebih dibayar pada:
 Bu� r II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)

 Diisi dengan tanda X pada kotak jika terdapat pajak yang lebih 
dibayar pada SPT Masa PPN Bukan Pembetulan

 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
 Diisi dengan tanda X pada kotak jika terdapat pajak yang lebih 

dibayar pada SPT Masa PPN Bukan Pembetulan yang dimintakan 
kompensasi ke Masa Pajak berikutnya, kecuali Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN 
atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN yang mengajukan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak.

 Apabila atas Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada contoh-
contoh penghitungan PPN pada bu� r II.D pada SPT Masa PPN 
Bukan Pembetulan dimintakan kompensasi maka pengisian 
pada formulir SPT Masa PPN adalah sebagai berikut:

 PPN lebih dibayar pada :
X  Bu� r II.D
X  Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya “

 Bu� r II.D atau  Bu� r II. F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

 Diisi dengan tanda X pada salah satu kotak jika terdapat pajak 
yang lebih dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan sesuai 
dengan nilai yang akan dikompensasikan atau dires� tusikan.  
Dikompensasikan ke Masa Pajak ...................

 Diisi dengan tanda X pada kotak jika pajak yang lebih dibayar 
pada SPT Masa PPN Pembetulan diminta untuk dikompensasikan 
dengan PPN dalam Masa Pajak berikutnya atau Masa Pajak saat 
SPT Masa PPN Pembetulan disampaikan. Ketentuan ini � dak 
berlaku bagi :

a.  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (4b) UU PPN;
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b.  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (4c) UU PPN;

c.  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (4a) UU PPN yang melakukan pembetulan SPT Masa 
PPN masa akhir tahun,

 yang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

 Apabila atas Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada contoh 
penghitungan PPN (contoh nomor 2.1) pada bu� r II.F pada SPT 
Masa PPN Pembetulan dimintakan kompensasi maka pengisian 
pada formulir SPT Masa PPN adalah sebagai berikut : 

-  Contoh nomor 2.1.1.
 PPN lebih dibayar pada :
 X Bu� r II.D atau  Bu� r II. F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
 X Dikompensasikan ke Masa Pajak Februari

-  Contoh nomor 2.1.2.
 PPN lebih dibayar pada :
  Bu� r II.D atau  X  Bu� r II. F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
 X Dikompensasikan ke Masa Pajak April

- Dikembalikan (Res� tusi)
 Diisi dengan tanda X pada kotak jika pajak yang lebih dibayar (baik 

pada SPT Masa PPN Bukan Pembetulan maupun pada SPT Masa 
PPN Pembetulan) diminta untuk dikembalikan (res� tusi), oleh :

1.  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (4b) UU PPN; 

2.  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (4c) UU PPN;

3.  Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, pada akhir tahun buku atau 
Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang � dak melakukan 
pembukuan, pada akhir tahun kalender.

-  Kegiatan Tertentu
 Diisi dengan tanda X oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN yang atas kelebihan 
Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada 
se� ap Masa Pajak yaitu :

1.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena 
Pajak Berwujud;
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2.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

3.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Pertambahan Nilainya � dak dipungut;

4.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud;

5.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; 
dan/atau 

6.  Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) UU PPN.

-  Dokumen Terlampir
 Diisi dengan tanda X pada kotak jika dokumen permohonan 

pengembalian (res� tusi) dilampirkan lengkap sesuai dengan 
ketentuan perpajakan yang berlaku.

-  Dokumen disusulkan
 Diisi dengan tanda X pada kotak jika dokumen permohonan 

pengembalian (res� tusi) disusulkan atau diserahkan kemudian.

 Apabila atas Lebih Bayar pada SPT Masa PPN Bukan Pembetulan 
dimintakan res� tusi maka pengisian pada formulir SPT Masa PPN 
adalah sebagai berikut :

 PPN lebih dibayar pada :

 X   Bu� r II.D

 X   Dikembalikan (Res� tusi)

 Apabila atas Lebih Bayar pada SPT Masa Pembetulan pada contoh 
soal 2.1.2 dimintakan res� tusi maka pengisian pada formulir SPT 
Masa PPN adalah sebagai berikut :

 PPN lebih dibayar pada :

 Bu� r II.D atau  X Bu� r II. F 

 X  Dikembalikan (Res� tusi)

-  Khusus Res� tusi untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu :

  Prosedur Biasa
 Diisi dengan tanda X pada kotak jika Wajib Pajak dengan Kriteria 

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP atau 
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP menginginkan prosedur 
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pengembaliannya (res� tusi) diproses dengan prosedur biasa 
(pemeriksaan).

 Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C UU KUP)

 Diisi dengan tanda X pada kotak jika :

a.  Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 17C UU KUP;

b.  Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 D UU KUP;

c.  Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 9 ayat (4c) UU PPN,

 menginginkan prosedur pengembaliannya (res� tusi) diproses 
dengan pengembalian pendahuluan.

 Dalam hal yang mengajukan permohonan adalah PKP berisiko 
rendah wajib melampirkan SK Penetapan sebagai PKP berisiko 
rendah.

 Dalam hal yang mengajukan permohonan adalah PKP yang 
memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 
17D UU KUP wajib melampirkan surat keterangan/pernyataan 
yang menyatakan bahwa permohonan pengembalian yang 
diajukannya berdasarkan Pasal 17D UU KUP. Surat keterangan 
ini � dak diperlukan dalam hal PKP juga berstatus sebagai PKP 
berisiko rendah dan melampirkan SK Penetapan PKP berisiko 
rendah

 Fotokopi SK atau Surat Pernyataan tersebut merupakan bagian 
yang � dak terpisahkan dari kelengkapan SPT Masa PPN.

 Catatan :
 SPT Masa PPN ini dapat berfungsi sebagai surat permohonan 

pengembalian (res� tusi) sepanjang telah dilengkapi dengan 
dokumen dan kelengkapan permohonan pengembalian 
(res� tusi).

3.  Menambah 1 (satu) lampiran baru yaitu Da� ar Rincian Penyerahan 
Barang Kena Pajak (BKP) Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar 
Negeri yang menjadi Lampiran III pada Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor PER-29/PJ./2008 sebagaimana terlampir dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak ini.
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Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk pelaporan SPT Masa PPN 
mulai Masa Pajak April 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

� d.
MOCHAMAD TJIPTARDJO

NIP 060044911
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Lampiran
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR  : PER - 15/PJ/2010
TANGGAL :  26 Maret 2010 

DAFTAR RINCIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP)
KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

NAMA PENGUSAHA KENA PAJAK
NPWP
MASA PAJAK
TAHUN PAJAK 

No
IDENTITAS FAKTUR PAJAK

KETERANGAN
NAMA NO. PASPORT NOMOR TANGGAL DPP PPN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TEMPAT TANGGAL DAN PEMBUATAN DAFTAR TANDA TANGAN PENGUSAHA KENA PAJAK
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 19/PJ/2010

TENTANG

PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih 
Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang 
Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT 
ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

1.  Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.  Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang adalah tempat 
� nggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dipilih 
sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

3.  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut 
Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang 
membawahkan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya melipu�  
Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Pasal 2

(1)  Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak 
Pertambahan Nilai terutang dapat memilih 1 (satu) tempat atau lebih 
sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

(2)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih 1 (satu) tempat atau lebih 
sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang, 
Pengusaha Kena Pajak dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya melipu�  tempat-
tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan.

Pasal 3

Tempat � nggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Pengusaha 
Kena Pajak yang :



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008432

a.  berada di Kawasan Berikat;

b.  berada di Kawasan Ekonomi Khusus;

c.  mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
 � dak dapat dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai 

Terutang atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan 
dipusatkan.

Pasal 4

Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
harus memenuhi persyaratan :

a.  memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai 
terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan 
Nilai Terutang;

b.  memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai 
terutang yang akan dipusatkan; dan

c.  dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan 
secara terpusat pada tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang 
dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Pasal 5

(1)  Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam 
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
menerbitkan :

a.  Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan 
Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal 
pemberitahuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4; atau

b.  Surat Pemberitahuan Penolakan Pemusatan Tempat Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan � dak 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2)  Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang mulai 
berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah tanggal Surat Keputusan 
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Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a diterbitkan.

Pasal 6

(1)  Dalam hal terdapat penambahan tempat Pajak Pertambahan Nilai 
terutang yang akan dipusatkan atau pengurangan tempat Pajak 
Pertambahan Nilai terutang yang telah dipusatkan, Pengusaha Kena 
Pajak yang telah mendapatkan persetujuan pemusatan tempat Pajak 
Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada 
Kepala Kantor Wilayah.

(2)  Dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah mendapatkan persetujuan 
pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pengusaha Kena Pajak dapat 
memilih tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang lain sebagai 
Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru dan 
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala 
Kantor Wilayah.

(3)  Pemberitahuan perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai 
Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 
setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak masa pajak dimulainya 
pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

(4)  Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) � dak 
berlaku apabila Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang 
secara permanen � dak lagi melakukan ak� vitas usaha.

(5)  Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

a.  memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan 
Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang;

b.  memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai 
terutang yang akan dipusatkan; dan

c.  dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualan 
diselenggarakan secara terpusat pada tempat Pajak Pertambahan 
Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang.
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(6)  Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam 
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
menerbitkan :

a.  Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan 
Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru, 
dalam hal pemberitahuan memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), dan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5); atau

b.  Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan Pemusatan Tempat 
Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan � dak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau 
ayat (4), dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7)  Persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang 
baru mulai berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah tanggal Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan 
Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) huruf a diterbitkan.

Pasal 7

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 
6 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (2) � dak disetujui, Pengusaha Kena Pajak dapat 
menyampaikan kembali pemberitahuan secara tertulis dengan melengkapi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (5).

Pasal 8

(1)  Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang dapat menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis tentang pencabutan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai 
terutang kepada Kepala Kantor Wilayah.

(2)  Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa 
pajak dimana Pengusaha Kena Pajak � dak lagi menginginkan tempat-
tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dipusatkan, dengan tembusan 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat-tempat Pengusaha Kena 
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Pajak terda� ar yang semula dipusatkan.

(3)  Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan 
secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Pemusatan 
Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Pasal 9

(1)  Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang dapat memperpanjang atau � dak 
memperpanjang jangka waktu pemusatan tempat Pajak Pertambahan 
Nilai terutang dan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 
kepada Kepala Kantor Wilayah.

(2)  Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum batas waktu 
persetujuan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang berakhir.

(3)  Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang yang baru.

(4)  Dalam hal batas waktu paling lama 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terlampaui dan Pengusaha Kena Pajak � dak menyampaikan 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena 
Pajak dianggap � dak memperpanjang jangka waktu pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang.

(5)  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
menyampaikan kembali pemberitahuan pemusatan tempat Pajak 
Pertambahan Nilai terutang dalam jangka waktu setelah 2 (dua) tahun 
sejak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan 
Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang berakhir.

(6)  Persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang 
baru mulai berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah tanggal Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan 
Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diterbitkan.
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Pasal 10

(1)  Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1), Pasal 6 ayat (6), atau Pasal 9 ayat (3) Kepala Kantor Wilayah � dak 
menerbitkan :

a.  Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan 
Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang; atau

b.  Surat pemberitahuan penolakan pemusatan Pajak Pertambahan 
Nilai terutang, atau surat pemberitahuan penolakan perubahan 
pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang, maka pemberitahuan 
dari Pengusaha Kena Pajak dianggap disetujui, dan Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat 
Pajak Pertambahan Nilai Terutang harus diterbitkan paling lama 5 
(lima) hari kerja setelah jangka waktu dimaksud berakhir.

(2)  Persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang mulai 
berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah jangka waktu 14 hari 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (6), atau 
Pasal 9 ayat (3) berakhir.

Pasal 11

Surat Keputusan tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan 
Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 
ayat (6) huruf a, Pasal 9 ayat 3, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a berlaku untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak masa pajak dimulainya pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang.

Pasal 12

(1)  Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan Tempat 
Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang dapat melakukan 
pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan 
pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.

(2)  Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak � dak memenuhi syarat 
lagi untuk melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai 
terutang, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan laporan hasil 
pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah.
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(3)  Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah 
menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang 
yang berlaku mulai masa pajak berikutnya setelah dikeluarkannya surat 
keputusan pencabutan.

Pasal 13

Bentuk formulir :

a.  Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan 
Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (6) huruf a, Pasal 9 ayat (3), dan 
Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 
I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang 
� dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

b.  Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Pemusatan 
Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan 
pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan 
bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
ini;

c.  Surat Pemberitahuan Penolakan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan 
Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, 
atau Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan Pemusatan Tempat 
Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (6) huruf b adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang � dak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

d.  Contoh Surat Pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan 
Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah 
sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak ini, yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak ini;

e.  Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
c dan Pasal 6 ayat (5) huruf c adalah sebagaimana ditetapkan pada 
Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan 
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bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
ini;

f.  Contoh Surat Pemberitahuan Penambahan dan/atau Pengurangan 
Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada 
lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan 
bagian yang � dak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
ini;

g.  Contoh Surat Pemberitahuan Perubahan Tempat Pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(2) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran VII Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

h.  Contoh Surat Pemberitahuan Perpanjangan Pemusatan Tempat Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VIII Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan

i.  Contoh Surat Pemberitahuan Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(1) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran IX Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang � dak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku :

a.  penetapan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang 
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/
PJ./2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat 
Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain yang Terda� ar 
di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, dinyatakan tetap berlaku 
sampai habis masa berlakunya;

b.  terhadap permohonan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai 
terutang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-128/PJ./2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai 
Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain yang 
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Terda� ar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang belum diberi 
keputusan sampai dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
ini, permohonan Pengusaha Kena Pajak dianggap sebagai pemberitahuan 
pemusatan yang disampaikan tanggal 1 April 2010 dan diproses dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

c.  penetapan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang 
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk 
Pengusaha Kena Pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak 
di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus 
dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebelum Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut; dan

d.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tentang 
Penetapan satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak 
Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain yang Terda� ar di Kantor 
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, dicabut dan dinyatakan � dak 
berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku mulai tanggal 1 April 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2010

DIREKTUR JENDERAL

� d.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911
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Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH ............................................ (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : ..............................................(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSATAN
TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca  :  surat pemberitahuan dari Pengusaha Kena Pajak .................... 
(3), NPWP ............... (4), Nomor .................... (5) tanggal 
.................. (6) perihal Pemberitahuan Pemusatan/
Pemberitahuan Perubahan Pemusatan/Pemberitahuan 
Perpanjangan Pemusatan*) tempat Pajak Pertambahan Nilai 
terutang;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil peneli� an administrasi atas surat 
pemberitahuan pemusatan/pemberitahuan perubahan 
pemusatan/pemberitahuan perpanjangan pemusatan*) dari 
Pengusaha Kena Pajak ................... (7) NPWP ............ (8) 
telah memenuhi persyaratan sehingga terdapat alasan untuk 
memper� mbangkan pemberian pemusatan/perubahan 
pemusatan/perpanjangan pemusatan*) tempat Pajak 
Pertambahan Nilai terutang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009;

  2. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
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Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 42 Tahun 2009;

  3.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2010 
tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai 
Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERUTANG 
PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI TERUTANG.

PERTAMA  : Menyetujui pemberitahuan pemusatan/pemberitahuan 
perubahan pemusatan/pemberitahuan perpanjangan 
pemusatan*) Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang 
dari Pengusaha Kena Pajak .............. (9) NPWP .............. (10) 
yang beralamat di .................... (11) untuk melaksanakan 
pemusatan/perubahan pemusatan/perpanjangan pemusatan 
*) Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada Kantor 
Pelayanan Pajak .................... (12) atas tempat kedudukan/
kegiatan usaha sebagai berikut :

  1. Nama ............ NPWP ............. alamat ........... (13);
  2.  .........................................................................;
  3.  ........................................................................ dst.

KEDUA  : Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan 
Nilai yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak ...................... 
(14) melipu�  seluruh kegiatan Tempat Pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang yang beralamat di ............... (15) 
termasuk tempat kegiatan usaha yang dipusatkan sebagaimana 
tersebut dalam DIKTUM PERTAMA.

KETIGA  :  Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh 
tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tetap terutang Pajak 
Pertambahan Nilai.

KEEMPAT  :  Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tersebut dalam 
DIKTUM PERTAMA, � dak boleh menerbitkan Faktur Pajak, 
Faktur Pajak hanya diterbitkan oleh Tempat Pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang.

KELIMA  : Keputusan ini berlaku sejak Masa Pajak ............ (16) sampai 
dengan Masa Pajak ............... (17) dengan ketentuan bahwa 
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segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mes� nya apabila 
kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak ini.

KEENAM **) : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku maka 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ................. (18) 
tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan 
Nilai Terutang, dicabut dan dinyatakan � dak berlaku.

............................................ (19)
a.n Direktur Jenderal Pajak
   Kepala Kantor,

 ............................................. (20)

Tembusan :
1. .......................... (21)
2. .......................... dst
*)  coret yang � dak perlu
**) untuk pemberitahuan yang pertama kali � dak perlu dimasukkan
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Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

TERUTANG

Angka 1  :  Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang menerbitkan Keputusan.

Angka 2  :  Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 3  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 4  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.

Angka 5  :  Diisi dengan nomor Surat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 6  :  Diisi dengan tanggal Surat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 7  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 8  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.

Angka 9  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 10  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.

Angka 11  :  Diisi dengan alamat tempat kedudukan/kegiatan Pengusaha Kena 
Pajak yang dipilih sebagai tempat Pemusatan Pajak Pertambahan 
Nilai terutang.

Angka 12  :  Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai 
terutang terda� ar.

Angka 13  :  Diisi dengan nama, NPWP, dan tempat penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang disetujui untuk dipusatkan. 

Angka 14  :  Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai 
terutang terda� ar.

Angka 15  :  Diisi dengan alamat tempat kedudukan/kegiatan Pengusaha Kena 
Pajak yang dipilih sebagai tempat Pemusatan Pajak Pertambahan 
Nilai terutang.

Angka 16  :  Diisi dengan Masa Pajak mulai berlakunya Pemusatan Tempat 
Pajak Pertambahan Nilai Terutang (contoh Mei 2010)

Angka 17  :  Diisi dengan Masa Pajak terakhir berlakunya Pemusatan Tempat 
Pajak Pertambahan Nilai Terutang (contoh April 2015)
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Angka 18  :  Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan 
Nilai yang dicabut.

Angka 19  :  Diisi dengan tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan.

Angka 20  :  Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah 
yang menerbitkan keputusan.

Angka 21  :  Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya melipu�  
tempat penyerahan kegiatan usaha yang dipusatkan.
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Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ............................................ (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : ..............................................(2)

TENTANG

PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca  :  Surat pemberitahuan Pencabutan Pemusatan Tempat 
Pajak Pertambahan Nilai Terutang/laporan hasil evaluasi 
pelaksanaan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai 
terutang *) Nomor ............ (3) tanggal ............... (4) Pengusaha 
Kena Pajak ............. (5) NPWP ..................... (6);

Menimbang :  bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kepas� an hukum 
dan ter� b administrasi penghitungan Pajak Pertambahan 
Nilai dari Pengusaha Kena Pajak, terdapat alasan yang cukup 
untuk memper� mbangkan pencabutan pemusatan tempat 
Pajak Pertambahan Nilai terutang dari ............... (7) NPWP 
................... (8);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009;

    2.  Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 42 Tahun 2009;
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    3.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2010 
tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai 
Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG 
PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT  PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI TERUTANG.

PERTAMA  :  Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-.................. (9) tentang Persetujuan Pemusatan Tempat 
Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak 
yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak ............ (10) 
NPWP ................. (11) beralamat di .................... (12) untuk 
melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai 
terutang pada Kantor Pelayanan Pajak ................. (13) atas 
seluruh tempat kedudukan/kegiatan usaha sebagai berikut :

  1. Nama ............ NPWP ............. alamat ........... (14);
  2. .........................................................................;
  3. ........................................................................ dst.

KEDUA  :  Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengukuhkan secara jabatan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak terhadap tempat kegiatan 
usaha yang semula telah mendapat persetujuan untuk 
dipusatkan.

KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ..................... (15) 
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan 
sebagaimana mes� nya apabila kemudian ternyata terdapat 
kekeliruan dalam keputusan ini.

 ............................................ (16)
 a.n Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor,

   ............................................. (17)

Tembusan :
1.  .......................... (18)
2.  .......................... dst
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PETUNJUK PENGISIAN PENCABUTAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

Angka 1  :  Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang menerbitkan Keputusan.

Angka 2  : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 3 :  Diisi dengan nomor surat pemberitahuan pencabutan pemusatan 
tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atau nomor laporan 
hasil evaluasi pelaksanaan pemusatan tempat Pajak Pertambahan 
Nilai terutang.

Angka 4  :  Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan pencabutan pemusatan 
tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atau tanggal laporan 
hasil evaluasi pelaksanaan pemusatan tempat Pajak Pertambahan 
Nilai terutang.

Angka 5  : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 6  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.

Angka 7  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 8  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.

Angka 9  :  Diisi dengan Nomor Keputusan Persetujuan Pemusatan yang 
pernah diberikan.

Angka 10  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 11  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.

Angka 12  :  Diisi dengan alamat tempat kedudukan/kegiatan Pengusaha Kena 
Pajak yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan 
Nilai Terutang.

Angka 13  : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Tempat Pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang akan dicabut. 

Angka 14  :  Diisi dengan nama tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan/
atau Jasa Kena Pajak yang akan dicabut pemusatannya.

Angka 15  : Diisi dengan tanggal mulai berlakunya keputusan ini.

Angka 16  :  Diisi dengan tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan.

Angka 17  : Diisi dengan nama, NIP, dan tandatangan Kepala Kantor Wilayah 
yang menerbitkan keputusan.

Angka 18  :  Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya melipu�  
tempat kegiatan usaha yang semula dipusatkan.
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Lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP ............ (1)

(2) ............................                                          (3)......................................                                                         
Nomor :  .......................... (4)  .......................... (5)
Sifat  :  Biasa  
Hal  :  Pemberitahuan Penolakan/Penolakan Penambahan/ Penolakan
  Perubahan *) Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai 

Terutang  

Yth.
................. (6)
................. (7)

Sehubungan dengan surat pemberitahuan Saudara Nomor: ..................... 
(8) tanggal ................... (9) hal Pemberitahuan Pemusatan/Pemberitahuan 
Perubahan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang*), dengan 
ini disampaikan bahwa pemberitahuan Saudara belum memenuhi persyaratan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
PER-  /PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat 
Pajak Pertambahan Nilai terutang, yaitu ................. (10)

Dengan demikian atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak dari tempat-tempat kegiatan usaha tersebut tetap terutang di masing-
masing tempat kegiatan usaha dilakukannya penyerahan Barang Kena Pajak/
Jasa Kena Pajak.

Saudara dapat menyampaikan kembali pemberitahuan dengan melengkapi 
persyaratan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

................... (12)
Keterangan :
*) coret yang � dak perlu
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Lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN/
PENOLAKAN PENAMBAHAN/PENOLAKAN PERUBAHAN*)

PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

Angka 1  : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang menerbitkan 
pemberitahuan penolakan pemusatan Tempat Pajak 
Pertambahan Nilai terutang.

Angka 2 : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah.

Angka 3  : Diisi dengan nomor telepon dan alamat website Kantor 
Wilayah.

Angka 4  :  Diisi dengan nomor surat.

Angka 5  :  Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.

Angka 6  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 7  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 8  :  Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 9  :  Diisi dengan tanggal surat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 10  :  Diisi dengan alasan penolakan.

Angka 11  :  Diisi dengan tempat dan tanggal surat diterbitkan.

Angka 12  :  Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor.



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008450

Lampiran IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

..................................................................... (1) ...................................

Nomor : .......................... (2)  .......................... (3)
Hal  : Pemberitahuan Pemusatan Tempat
   Pajak Pertambahan Nilai Terutang  
Lampiran : 1 (satu) set  

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP ............. (4)
................... (5)

 Sehubungan dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-   /PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai 
Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, melalui surat ini kami :

Nama :  .................  (6)

NPWP : ..................  (7)

Alamat : ..................  (8)

ber� ndak selaku :   Pengusaha Kena Pajak

   Pengurus   Kuasa            dari Pengusaha Kena Pajak

 Nama :  ....................................................................  (9)

 NPWP :  ....................................................................  (10)

 Alamat :  ....................................................................  (11)

menyampaikan pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas tempat 
kedudukan/kegiatan usaha : (12)

No. Nama NPWP Alamat

1.    

2.    

Dst   
   
untuk di pusatkan di tempat kedudukan/kegiatan usaha .................... (13), NPWP ........................... (14) 
alamat ............................. (15) yang terda� ar di Kantor Pelayanan Pajak ......................... (16).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa*)

................................................. (17)
Keterangan :
Beri tanda X pada  yang sesuai
*) coret yang � dak perlu
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Lampiran IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Petunjuk Pengisian surat Pemberitahuan Pemusatan Tempat
Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Angka 1  :  Diisi dengan Kop/Logo Pengusaha Kena Pajak.

Angka 2  :  Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 3  :  Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.

Angka 4  :  Diisi dengan Kantor Wilayah Tempat Pemusatan PPN Terutang.

Angka 5  :  Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Tempat Pemusatan PPN 
Terutang.

Angka 6  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat.

Angka 7  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat.

Angka 8  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa 
yang menandatangani surat.

Angka 9  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari 
Pengusaha Kena Pajak.

Angka 10  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari 
Pengusaha Kena Pajak.

Angka 11  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari 
Pengusaha Kena Pajak.

Angka 12  :  Diisi dengan nama, NPWP dan alamat cabang/kegiatan usaha 
Pengusaha Kena Pajak yang akan dipusatkan.

Angka 13  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak. 

Angka 14  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.

Angka 15  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 16  :  Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemusatan.

Angka 17  :  Diisi dengan nama dan tanda tangan pembuat sebagaimana 
tercantum pada angka 6.
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Lampiran V
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang 

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :   ..........................  (1)
NPWP :   ..........................  (2)
Alamat :  ..........................   (3)

ber� ndak selaku :  Pengusaha Kena Pajak  
    Pengurus  Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
 Nama :   ................................................  (4)
 NPWP :   ................................................  (5)
 Alamat :  ................................................  (6)
dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan 
pemberitahuan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-  /
PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang, kami telah menyelenggarakan administrasi 
penjualan secara terpusat pada .................... (7), NPWP ................ (8), alamat 
............... (9).

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya, apabila 
dikemudian hari ditemukan ke� dakbenaran atas data tersebut, kami bersedia 
dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

............................................ (10)
Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa *)

Meterai

............................................ (11)

Keterangan :
Beri tanda X pada  yang sesuai
*) coret yang � dak perlu
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Lampiran V
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI TERPUSAT DARI PENGUSAHA KENA PAJAK

Angka 1  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat pernyataan.

Angka 2  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat pernyataan.

Angka 3  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat pernyataan .

Angka 4  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat pernyataan adalah pengurus atau kuasa 
dari Pengusaha Kena Pajak.

Angka 5  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat pernyataan adalah pengurus atau kuasa 
dari Pengusaha Kena Pajak.

Angka 6  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat pernyataan adalah pengurus atau kuasa 
dari Pengusaha Kena Pajak.

Angka 7  :  Diisi dengan nama Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai 
Terutang.

Angka 8  :  Diisi dengan NPWP Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai 
Terutang.

Angka 9  :  Diisi alamat Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai 
Terutang.

Angka 10  :  Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.

Angka 11  :  Diisi dengan nama pembuat surat pernyataan sebagaimana 
tercantum pada angka 5 dan ditandatangani serta dibubuhi 
dengan meterai sesuai dengan ketentuan.
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Lampiran VI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

............................................................................ (1) ...........................................

Nomor  : .......................... (2)  ........................ (3)
Hal  : Penambahan dan/atau Pengurangan Pemusatan Tempat Pajak
  Pertambahan Nilai Terutang  
Lampiran  : 1 (satu) set  

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP ............. (4)
................... (5)

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..................... (6) tanggal 
..................... (7) tentang persetujuan pemusatan terhadap ................... (8) NPWP .............. (9) yang 
beralamat di ............... (10), telah diberikan persetujuan untuk melakukan pemusatan tempat Pajak 
Pertambahan Nilai terutang yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak ................. (11) dengan 
tempat kedudukan/kegiatan usaha :

1.  Nama .................. NPWP .................. alamat ......................... ; (12)
2.  ............................................................................................. dst

melalui surat ini kami :
Nama  : ....................... (13)
NPWP : ....................... (14)
Alamat : ....................... (15)

ber� ndak selaku  :  Pengusaha Kena Pajak  
     Pengurus  Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama : ............................................................... (16)
NPWP : ............................................................... (17)
Alamat : ............................................................... (18)

menyampaikan pemberitahuan perubahan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipusatkan 
sebagai berikut :
I.  Penambahan

1.   Nama .................. NPWP............................. alamat...............................; (19)
2.   ............................................................................................................ dst

II.  Pengurangan
 1.  Nama .................. NPWP............................. alamat...............................; (19)
 2.  ............................................................................................................ dst

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa*)

              � d
        ......................... (21)

Tembusan :
1. .................................. (22)
2. .................................. dst
Keterangan :
Beri tanda X pada  yang sesuai
*) coret yang � dak perlu
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Lampiran VI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PENAMBAHAN DAN/ATAU 
PENGURANGAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

TERUTANG

Angka 1  :  Diisi dengan logo/nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 2  :  Diisi dengan nomor Surat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 3  :  Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.

Angka 4  :  Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya melipu�  KPP tempat pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang terda� ar.

Angka 5  :  Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya melipu�  KPP tempat pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang terda� ar.

Angka 6  :  Diisi dengan nomor keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
persetujuan pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.

Angka 7  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak 
tentang persetujuan pemusatan yang sebelumnya telah 
diberikan.

Angka 8  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 9  :  Diisi dengan NPPWP Pengusaha Kena Pajak.

Angka 10  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak tempat pemusatan 
Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Angka 11  :  Diisi dengan nama KPP tempat pemusatan terda� ar.

Angka 12  :  Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat cabang/kegiatan usaha 
yang dipusatkan.

Angka 13  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat. 

Angka 14  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat.

Angka 15  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat.

Angka 16  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak
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Angka 17  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak

Angka 18  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak

Angka 19  :  Diisi dengan nama, NPWP dan alamat cabang/kegiatan usaha 
usaha yang diajukan penambahan.

Angka 20  :  Diisi dengan nama dan alamat cabang/kegiatan usaha usaha yang 
diajukan pengurangan.

Angka 21  :  Diisi dengan nama yang menandatangani surat pemberitahuan 
ini.

Angka 22  :  Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya melipu�  
tempat kegiatan usaha yang diajukan penambahan atau 
pengurangan



Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008 457

Lampiran VII
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

............................................................................ (1) ...........................................

Nomor  : .......................... (2) ........................ (3)
Hal  : Perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang  
Lampiran  : 1 (satu) set  

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP ................. (4)
......................... (5)

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ................. (6) tanggal .................... 
(7) tentang persetujuan pemusatan terhadap .................. (8) NPWP ................. (9) yang beralamat di 
............... (10), telah diberikan persetujuan untuk melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan 
Nilai terutang yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak ................. (11) dengan tempat 
kedudukan/kegiatan usaha :
1.  Nama .................. NPWP .................. alamat ......................... ; (12)
2.  ............................................................................................. dst
melalui surat ini kami :

Nama  : ....................... (13)
NPWP : ....................... (14)
Alamat : ....................... (15)

ber� ndak selaku  :  Pengusaha Kena Pajak  
     Pengurus  Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama : ............................................................... (16)
NPWP : ............................................................... (17)
Alamat : ............................................................... (18)

menyampaikan pemberitahuan perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang 
sebagai berikut :
Semula :

1.  Nama ................................................................  (19)
2.  NPWP ................................................................  (20)
3.  Alamat ...............................................................  (21)
4.  Terda� ar di KPP .................................................. (22)

Menjadi :
1.  Nama ................................................................  (23)
2.  NPWP ................................................................  (24)
3.  Alamat ...............................................................  (25)
4.  Terda� ar di KPP .................................................. (26)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima ksih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa*)

              � d
        ......................... (21)

Tembusan :
  1. .................................. (22)
  2. .................................. dst
Keterangan :
Beri tanda X pada  yang sesuai
*) coret yang � dak perlu
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Lampiran VII
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
TEMPAT PEMUSATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

Angka 1  :  Diisi dengan logo/nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 2  :  Diisi dengan nomor Surat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 3  :  Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.

Angka 4  :  Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya melipu�  KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai 
terutang yang baru.

Angka 5  :  Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya melipu�  KPP tempat pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang yang baru.

Angka 6  :  Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
persetujuan pemusatan yang telah diberikan sebelumnya.

Angka 7  :  Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
persetujuan pemusatan yang telah diberikan sebelumnya.

Angka 8  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 9  :  Diisi dengan NPPWP Pengusaha Kena Pajak.

Angka 10  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak tempat pemusatan 
Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Angka 11  :  Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan 
Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Angka 12  :  Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat tempat cabang/kegiatan 
usaha yang dipusatkan.

Angka 13  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat. 

Angka 14  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat.

Angka 15  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat.

Angka 16  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
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menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak

Angka 17  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak

Angka 18  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak

Angka 19  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan 
persetujuan sebagai tempat pemusatan PPN terutang.

Angka 20  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan 
persetujuan sebagai tempat pemusatan PPN terutang.

Angka 21  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan 
persetujuan sebagai tempat pemusatan PPN terutang.

Angka 22  :  Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak sebagai Tempat Pemusatan 
Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Angka 23  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat 
Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.

Angka 24  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat 
Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.

Angka 25  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat 
Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.

Angka 26  :  Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak sebagai Tempat Pemusatan 
Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.

Angka 27  :  Diisi dengan Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa yang 
menandatangani surat pemberitahuan.

Angka 28  :  Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya 
melipu�  Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang 
yang mengalami perubahan pemusatan.
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Lampiran VIII
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

............................................................................ (1) ...........................................

Nomor  : ....................... (2)  ................. (3)
Hal  : Perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang 
Lampiran  : 1 (satu) set  

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP ................. (4)
......................... (5)

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku pemusatan tempat Pajak 
Pertambahan Nilai terutang atas tempat kedudukan/kegiatan usaha kami 
pertanggal ....................... (6) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ............ (7), melalui surat ini kami :

Nama  : ....................... (8)
NPWP : ....................... (9)
Alamat : ....................... (10)

ber� ndak selaku :  Pengusaha Kena Pajak
   Pengurus  Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak :
  Nama : ............................................................... (11)
  NPWP : ............................................................... (12)
  Alamat : ............................................................... (13)

menyampaikan pemberitahuan perpanjangan pemusatan tempat Pajak 
Pertambahan Nilai terutang atas tempat kedudukan/kegiatan usaha kami.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan 
terima kasih.
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Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa*)

              � d
        ......................... (21)

Tembusan :
  1. .................................. (22)
  2. .................................. dst
Keterangan :
Beri tanda X pada  yang sesuai
*) coret yang � dak perlu
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Lampiran VIII
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

Angka 1  :  Diisi dengan logo/nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 2  :  Diisi dengan nomor Surat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 3  :  Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.

Angka 4  :  Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya melipu�  KPP tempat pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang terda� ar.

Angka 5  :  Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya melipu�  KPP tempat pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang terda� ar.

Angka 6  :  Diisi dengan tanggal berakhirnya persetujuan pemusatan.

Angka 7  :  Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
persetujuan pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.

Angka 8  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat.

Angka 9  :  Diisi dengan NPPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat.

Angka 10  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat.

Angka 11  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak

Angka 12  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak

Angka 13  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak

Angka 14  :  Diisi dengan nama yang menandatangani surat pemberitahuan.

Angka 15  :  Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya melipu�  
tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
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Lampiran IX
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

............................................................................ (1) ...........................................

Nomor  : .......................... (2)  ..................... 
(3)
Hal  : Pemberitahuan Pencabutan Pemusatan Tempat
    Pajak Pertambahan Nilai Terutang  
Lampiran  : 1 (satu) set  

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP ................. (4)
......................... (5)

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ................. (6) 
tanggal .................... (7) tentang persetujuan pemusatan terhadap .................. (8) 
NPWP ................. (9) yang beralamat di ............... (10), telah diberikan persetujuan 
untuk melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang 
diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak ................. (11) dengan tempat 
kedudukan/kegiatan usaha :
 1. Nama .................. NPWP .................. alamat ......................... ; (12)
 2. ............................................................................................. dst
melalui surat ini kami :
 Nama  : ....................... (13)
 NPWP : ....................... (14)
 Alamat : ....................... (15)
ber� ndak selaku :  Pengusaha Kena Pajak  
     Pengurus  Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak :
  Nama : ............................................................... (16)
  NPWP : ............................................................... (17)
  Alamat : ............................................................... (18)

Memberitahukan bahwa terkait dengan adanya perubahan sistem administrasi 
penjualan/pembukuan yang menyebabkan secara administra� f kami � dak 
memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan pemusatan tempat Pajak 
Pertambahan Nilai terutang, mohon kiranya Bapak berkenan untuk mencabut 
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Surat Keputusan persetujuan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang 
selama ini telah kami laksanakan terhitung mulai Masa Pajak ................ (19)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima 
kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/
Kuasa*)

              � d
        ......................... (21)

Tembusan :
  1. .................................. (22)
  2. .................................. dst
Keterangan :
Beri tanda X pada  yang sesuai
*) coret yang � dak perlu
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Lampiran IX
Peraturan Direktur Jenderal  Pajak Nomor Per-19/Pj/2010 Tentang Penetapan 
Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PENCABUTAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMABAHAN NILAI TERUTANG

Angka 1  :  Diisi dengan logo/nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 2  :  Diisi dengan nomor Surat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 3  :  Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.

Angka 4  :  Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya melipu�  KPP tempat pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang yang baru.

Angka 5  :  Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya melipu�  KPP tempat pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai terutang yang baru.

Angka 6  :  Diisi dengan nomor keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
persetujuan pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.

Angka 7  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak 
tentang persetujuan pemusatan yang sebelumnya telah diberikan .

Angka 8  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.

Angka 9  :  Diisi dengan NPPWP Pengusaha Kena Pajak.

Angka 10  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.

Angka 11  :  Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Tempat Pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai Terutang.

Angka 12  :  Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat tempat cabang/kegiatan 
usaha yang dipusatkan.

Angka 13  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat. 

Angka 14  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat.

Angka 15  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang 
menandatangani surat.
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Angka 16  :  Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak

Angka 17  :  Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak

Angka 18  :  Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang 
menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha 
Kena Pajak

Angka 19  :  Diisi dengan Masa Pajak yang diinginkan untuk � dak dilakukan 
pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Angka 20  :  Diisi dengan nama yang menandatangani surat pemberitahuan 
pencabutan.

Angka 21  :  Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya melipu�  
tempat pemusatan PPN terutang yang lama..
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER - 20/PJ/2010

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR

PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA ADMINISTRASI PENGEMBALIAN 

PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR 

NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan 

Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan 

Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri perlu menetapkan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penda� aran dan Kewajiban Toko 

Retail serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian 

Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4999); 
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2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5069);

3.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara 

Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR 

PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR 

NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1.  Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, yang selanjutnya disebut 

Orang Pribadi, adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan 

oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut:

1.  bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Permanent Resident of 

Indonesia yang � nggal atau berada di Indonesia � dak lebih dari 2 

(dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau

2.  bukan kru dari maskapai penerbangan.
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2.  Barang Bawaan adalah Barang Kena Pajak yang dibeli oleh Orang 

Pribadi dari Toko Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean oleh yang 

bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, 

melalui Bandar Udara.

3.  Toko Retail adalah toko yang menjual Barang Kena Pajak di dalam Daerah 

Pabean, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

serta berpar� sipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan 

Nilai kepada Orang Pribadi, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

4.  Bandar Udara adalah bandar udara tempat keberangkatan Orang Pribadi, 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

5.  Unit Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara adalah 

unit khusus dari Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari Konter 

Pemeriksaan Barang Bawaan dan Konter Pembayaran, yang lokasi 

kerjanya melipu�  suatu tempat sebelum check in counter dan suatu 

tempat setelah konter pemeriksaan imigrasi, dan bertugas memproses 

permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Orang 

Pribadi.

6.  Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan cash 

register/struk pembayaran/invoice sebagai satu kesatuan yang � dak 

terpisahkan, yang diterbitkan oleh Toko Retail atas pembelian Barang 

Bawaan yang Pajak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh 

Orang Pribadi.

Pasal 2

(1)  Orang Pribadi dapat mengajukan permohonan pengembalian Pajak 

Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak di Toko Retail 

dengan syarat:

1.  nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah); dan
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2.  pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 

(satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.

(2)  Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diminta kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum 

dalam 1 (satu) Faktur Pajak Khusus dari 1 (satu) Toko Retail pada 1 (satu) 

tanggal yang sama.

Pasal 3

Dalam rangka uji coba pelaksanaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai 

kepada Orang Pribadi, Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk beberapa Toko 

Retail.

Pasal 4

(1)  Toko Retail yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus:

a.  menempelkan/memasang logo “VAT REFUND FOR TOURISTS” pada 

Toko Retail tersebut;

b.  menyediakan informasi mengenai fasilitas pengembalian Pajak 

Pertambahan Nilai bagi pembeli yang berstatus Orang Pribadi 

dalam bentuk penyediaan papan pengumuman, leafl et, atau brosur 

mengenai pemberian fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan 

Nilai kepada Orang Pribadi atas transaksi yang dilakukannya;

c.  menerbitkan Faktur Pajak Khusus atas pembelian Barang Bawaan 

dalam rangkap 3 (� ga) dengan peruntukan sebagai berikut:

1)  lembar kesatu, untuk Orang Pribadi;

2)  lembar kedua, untuk Unit Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan 

Nilai Bandar Udara melalui Orang Pribadi;

3)  lembar ke� ga, untuk arsip Toko Retail.

(2)  Faktur Pajak Khusus atas pembelian Barang Bawaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Pasal 13 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
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dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya, 

dengan ketentuan pengisian sebagai berikut:

a.  pada kolom “Nomor Pokok Wajib Pajak” diisi dengan nomor Paspor 

Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya;

b.  pada kolom “alamat pembeli” diisi dengan alamat lengkap Orang 

Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya.

(3)  Logo “VAT REFUND FOR TOURISTS” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diadakan sendiri oleh Toko Retail, dengan contoh sebagaimana 

ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

(1)  Pengelolaan administrasi pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi 

Orang Pribadi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

yangwilayah kerjanya melipu�  letak Bandar Udara tersebut.

(2)  Apabila letak Bandar Udara tersebut merupakan wilayah kerja lebih 

dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak menunjuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

yangmengelola pengembalian Pajak Pertambahan Nilai di Bandar 

Udara. 

(3)  Pengelolaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai di Bandar Udara 

oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)dilakukan oleh Seksi Pelayanan.

Pasal 6

(1)  Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama menunjuk sejumlah pegawai 

sebagai petugas Unit Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar 

Udara dengan memper� mbangkan beban kerja dan dapat berasaldari 

luar Seksi Pelayanan.

(2)  Penunjukan pegawai sebagai petugas Unit Pelaksana Res� tusi Pajak 

Pertambahan Nilai Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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dilakukan dengan menerbitkan Keputusan oleh Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2010.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2010

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

� d.

MOCHAMAD TJIPTARDJO

NIP 060044911
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Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/Pj/2010 Tentang Tata Cara 
Penda� aran Dan Kewajiban Toko Retail Serta Kantor Pelayanan Pajak Yang 
Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang 
Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

CONTOH LOGO “VAT REFUND FOR TOURISTS”

Bentuk logo “VAT REFUND FOR TOURISTS” berbentuk persegi panjang dengan 
ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan Toko Retail, dengan ketentuan 
sebagai berikut :

1.  Dasar “VAT REFUND FOR TOURISTS” berwarna biru tua.

2.  Tulisan :

a.  VAT REFUND FOR TOURISTS berwarna kuning

b.  Inden� tas Wajib Pajak dan Toko Retail berwarna pu� h

3.  Jenis dan ukuran huruf dapat disesuaikan.

CONTOH LOGO “VAT REFUND FOR TOURISTS”
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Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/Pj/2010 Tentang Tata Cara 

Penda� aran Dan Kewajiban Toko Retail Serta Kantor Pelayanan Pajak Yang 

Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang 

Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...............

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ............

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ............

NOMOR : KEP- .../WPJ.../KP.../20...

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS UNIT PELAKSANA RESTITUSI

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

BANDAR UDARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA .............

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ............,

Menimbang  :  bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengembalian Pajak 

Pertambahan Nilai Bandar Udara pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama..........., perlu menetapkan Keputusan Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama .............. tentang Penunjukan 

Petugas Unit Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai 

Bandar Udara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama ...........;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

    3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 

tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan 

Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang 

Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

    4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2010 

tentang Tata Cara Penda� aran dan Kewajiban Toko Retail 

serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi 

Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang 

Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 

............ TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS UNIT PELAKSANA 

RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BANDAR UDARA PADA 

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ................
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PERTAMA : Menunjuk nama pegawai yang tercantum dalam Lampiran 

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ................ 

ini sebagai Petugas Unit Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan 

Nilai Bandar Udara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

......................

KEDUA  : Petugas yang ditunjuk mempunyai wewenang untuk:

  1.  meneli�  dokumen yang disampaikan;

  2.  melakukan pencocokan jenis dan jumlah Barang Bawaan 

dengan Faktur Pajak Khusus;

  3.  melakukan pembayaran; dan

  4.  mengadministrasikan dan membuat laporan kegiatan 

pelaksanaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang 

Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ................. 

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

  Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

.................. ini disampaikan kepada:

 1.  Kepala Kantor Wilayah DJP .............. u.p. Kepala Bagian 

Umum;

 2.  Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

.......................;

 3.  Pegawai yang bersangkutan;

Ditetapkan di ...................

pada tanggal ...................

KEPALA KANTOR,

......................................

NIP ................................
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Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama .......................................
Nomor  :  
Tanggal  : 

DAFTAR NAMA PETUGAS UNIT PELAKSANA RESTITUSI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BANDAR UDARA

No. Urut Nama Pegawai/NIP Pangkat Jabatan *)

*) diisi dengan jabatan pada Unit Pelaksana Res� tusi Pajak Pertambahan Nilai 
Bandar Udara

KEPALA KANTOR,

......................................
NIP ................................


